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ABSTRAK

Kebijakan formulasi/ legislatif pada dasarnya merupakan tahap
kebijakan yang sangat strategis, karena pada tahap inilah suatu perundang-
undangan dibuat untuk menunjang usaha penanggulangan.kejahatan yang
pada hakikatnya untuk mewujudkan tujuan dari penegakan hukum pidana.
Kebijakan formulasi/ legislatif merupakan suatu perencanaan atau program
dart pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam
menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau
melaksanakan sesuatu yang tetah direncanakan atau diprogramkan itu.

Dalam perkembangan. hukum pidana di indonesia,
pertanggungjawavan pidana korporasi telah dimasukkan diterima dan
dirumuskan dalam berbagai peraturan perundangan yang tersebar di luar
KUHP. Namun demikian terdapat permasalahan, vyakni terdapat
keanekaragaman perumusan pola pemidanaan bagi korporasi, baik dari segi
jenis pidana, berat ringannya pidana maupun cara perumusan sanksi pidana,
demikian juga dalam perumusan aturan pemidanaan juga mempunyai
keanekaragaman. Hal ini dapat menjadi masalah, sebab akan membawa
perbedaan penafsiran dalam tahap aplikasi dan eksekusi karena tidak ada
acuan yang dapat dijadikan pegangan.

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan kebijakan (poficy
oriented approach) dan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan
pada pola pemidanaan dan aturan pemidanaan bagi korporasi.

Berdasarkan hasit penelitian ditemukan belum adanya acuan atau
pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun

peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana bagi -

korporasi baik dari segi penentuan jenis pidana bagi korporasi, berat
ringannya pidana serta cara perumusan sanksi pidana bagi korporasi.
Demikian juga dalam perumusan aturan pemidanaan bagi korporasi masih
belum ada acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang.

Dalam  melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hendaknya dihindari

pembaharuan yang bersifat parsial. Oleh karena itu diperlukan pola
pemidanaan dan aturan pemidanaan yang jelas dan konsisten bagi
-Korporasi, sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pihak legisiatif
dalam membuat peraturan perundangan yvang memuat sanksi pidana bagi
Korporasi.

Kata kunci : Pola Pemidanaan, Kebijakan Formulasi, Aturan Pemidanaan,
Korporasi, Pembaharuan Hukum Pidana
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ABSTRACTION

Legislative policy Dbasically represent very strategic policy phase,
because at this phase laws or regulations made to support effort of reducing
crimes which intrinsically o realize the intention of the straightening of
criminal law. Legislative policy represent planning or program from lawmaker
what to be done in face of certain problem and way of how doing or execute
something that have been planned by or programmed that.

In growth of criminal law in Indonesia, corporate criminal liability have
been entered to be accepted and formulated in so many scattered regulation
outside the criminal code. However that way there are problems, namely
there are variety of formulation of sentencing pattern for corporation, like the
criminal sanction type, the gravity of sentencing and also way of formulation
of criminal sanction, and so do in formulation of rule of sentencing also have
variety. This matter earn to become problem, cause will bring difference
interpretation in application phase and executing phase for lack of the
reference which can be made to hold.

This thesis writing use policy oriented approach and use normative law
method addressed at sentencing pattern and rule of sentencing for
corporation.

Pursuant to research result, it is found that there is no existence
reference or guidance for lawmaker in making or compile law and regulation
containing sanction crime for corporation in the case of determination criminal
sanction type for corporation, the gravity of sentencing and also the way of
formulation of sanction crime for corporation. And so in formulation of rule of
sentencing for corporation still not yet there a reference or guidance for
fawmaker.

In doing renewal of criminal law to corporate criminal liability, shall be
avoided partially renewal of criminal law. Therefore be needed a consistent
and clear sentencing pattern and rule of sentencing for corporation, referable
so that can be a guidance for legislative party in making law or regulation that
load sanction crime for corporation.

Keyword : Sentencing Pattern, Legislative Policy, Rule of sentencing,
Corporation, Renewal of criminal law
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukurn (réchtstaat)
dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machistaat)
sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang
| Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.
Dasar yang telah diberikan di atas memberikan arah politik
hukum bagi bangsa Indonesia, sehingga setiap gerak, tindakan dan
pola, baik bagi warga negara, negara dan pemerintah ‘harus

berdasarkan hukum.

Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada

tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai beban tugas konstitusional dan
yuridis, yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia sebagai banésa

yang -merdeka. Menurut Artidjo Alkostar', pembenahan dan
pembangunan hukum di Indonesia merupakan pekerjaan yang besar

|
‘; bagi bangsa Indonesia, hal ini dikemukakan olehnya sebagai berikut :

! “Sebagai bangsa yang lebih dari tiga setengah abad terjajah serta
' dengan heterogenitas kuitural, upaya pembenahan dan
pembangunan hukum merupakan pekerjaan besar bagi bangsa

' Artidjo Alkostar, Pembangunan Hukum dafam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawal,
Jakarta, 1986, hal 201-202,

(7 VST AR-URIP)




Indonesia, karena bertugas merekayasa struktur yuridis dan
substansi hukum yang sesuai dengan kedudukan negara yang
sudah merdeka. Karakieristik aturan hukum yang dibangun
tersebut, antara lain adalah tidak diskriminatif dan kolonialistis
serta merupakan aturan hukum yang beresensi keadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief’, pembaharuan hukum di
Indonesia berkaitan erat dengan landasan dan tujuan sebagaimana
yang disebutkan dalam UUD 1945 sebagai berikut :

| ‘Usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak
! lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak dapat
| dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai
1 seperti yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yakni “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
berdasarkan Pancasila®. Inilah garis kebijakan umum yang
menjadi landasan sekaligus tujuan politik di Indonesia dan yang
menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan
hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan
kebijakan penangguiangan Kejahatan di Indonesia.

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa, pembaharuan hukum
pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, tetapi
selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada, hal ini dinyatakan daialm

pandéngannya sebagai berikut
! “Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya .mengandung
makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi

hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik,
sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang

? Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif galam Penanggutangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,
BP UNDIP, Semarang, 1994, hal 1,




melandasi kebijakan . sosial, kebijakan kriminal dan kebijékan

penegakan hukum di Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu kebutuhan guna
mengantisipasi perkembangan kriminalitas yang fimhul karena
perkembangan masyarakat atau modernisasi.

Perkembangan dunia pada abad ke XX telah mempertihatkan
betapa pesatnya pertumbuhan industri yang sejalan dengan
perkembangan iimu pengetahuan dan teknologi. Dapat disaksikan
bahwa industri bergerak di berbagai bidang seperti otomotif, pangan,
perbankan, elekironik, perumahan, transportasi, farmasi dan
sebagainya. Di Indonesis, perkembéngan sektor perekonomian
terutama di bidang industri mengalami perkembangan yang pesat,
karena didukung oleh pemerintah yang memberikén berbagai
kemudahan dan fasilitas dengan Kkebijakan peraturan perundang-
undangan.

Pembangunan nasional di Indonesia selama beberapa periode
menitfkberatkan fokusnya pada sektor perekonomian yang mencakup
berbagai bidang antara lain yang utama adalah perindusirian dan
perdagangan. Hal ini dapat terlihat di berbagai kota, terutama di kota-

kota besar marak dengan pertumbuhan industri dan perdagangan.

* Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990,
hal 30.




Kegiatan pembangunan dalam realitanya membawa akibat
ganda, yakni bahwa di satu sisi ia membawa dampak positif dan di sisi
yang lain ia membawa dampak yang negatif. Terhadap perubahan yang
mengakibatkan ‘dampak yang.ﬁegatif ini, kewaspadaan harus selaly
ditingkatkan, terutama terhadap gangguan-gangguan yang menurut
sifatnya dapat merugikan, meresahkan dan membahayakan
kepentingan umum.

Dalam bidang perekonomian berbagai macam gangguan tersebut
antara lain seperti maraknya korupsi, persaingan yang tidak sehat dalam
merebut pasar, penggelapan pajak oleh berbagai perusahaan, masalah
kredit macet, masalah eksploitasi buruh, money laundering, pencemaran
lingkungan dan sebagainya.. Hal yang demikian baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri , secara langsung atau tidak langsung
akan menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berbagai ancaman yang menyebabkan  penurunan tingkat
kesejahteraan masyarakat yang demikian sudah selayaknya dinyatakan
sebag;ai kejahatan. |

Pada era industrialisasi ini peranan korporasi semakin meningkat
di hampir semua segi kehidupan, sehingga seolah-clah hidup-matinya
masyarakat di tangan korporasi. Di sisi lain, dalam mencapai tujuannya
kKorporasi cenderung melakukan pelang_garan hukum dan nilai-nilaj

sosial lainnya, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa




besarnya pada masyarakat luas. Misalnya pada tahun 1960-an terjadi
kas-us obat Thalidomide® yang menyebabkan ribuan bayi lahir cacat
tanpa tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya sebagai akibat
penggunaan obat tersebut oleh ibu-ibu yang sedang hamil padahal
Chemie Grunenthal mengatakan obat ini aman dan tidak mempunyai
efek samping, kasus ini merebak ke beberapa negara Eropa dan
Amerika Selatan. Demikian juga kasus Minamata, dimana terdapat
industri yang membuang limbahnya di Teluk Minamata Jepa>ng sehingga
menyebabkan ribuan orang cacat dan lumpuh.

Di Indonesia sekitar Oktober 1989 terjadi kasus biskuit beracun®
yang mengandung sodium nitrif sehingga mengakibatkan 35 orang
meninggal dunia, 106 dirawét dirumah sakit, terhadap pengurus dan
karyawan CV (Gabisco dijatuhi pidana 6 bulan penjara déngan masa
percobaan 1 tahun. Sekitar bulan Januari 1996 terjadi kasus
tenggelamnya kapal KMP Gurita milik PT ASDP® di Teluk Balohan
Sabang, saat itu kapal yang berkapasitas 210 orang mengangkut
penumbang sampai 377 orang padahal dalam dokumen manifes hanya
198 orang,. Penuntut umum mengemukakan dalam dakwaannya bahwa

saat itu radar kapal rusak, pelampung beserta jaket pelampung tidak

4 Nicholas Hildyard, Fakta-fakta Yang Digelapkan (Cover Up) Diterjemahkan Tim Redaksi Pustaka
Azel, Jakarta, 1986, hal 155-184,

* Warla Konsumen, Nota Keprihatinan Orpanisasi E\onbunu.n sc-indonesia alas Kasus Biskuit
Beracun, No. 187 Oktober 1989,

¢ Kompas, Disidangkan Kasus Tenggelamnya Gurita, 26 Desember 1996,




cukup, sekoci bocor sshingga 338 orang meninggal dunia. Dalam kasus
ini yang digjukan ke pengadilan adalah Administratur Syahbandar
Malahayati, terdakwa dinyatakan bebas karena hakim berpendapat
bahwa kapal tenggelam karena cuaca buruk padahal jelas terlihat
kelaiaian dari PT ASDP selaku pemilik kapal tersebug.

Apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan
korporasi dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu
dapat dikatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang
serius. Menurut 1.S. Susanto’ perhatian yang sungguh-sungguh
terhadap kejahatan korporasi tidafn dapat ditunda-tunda lagi terutama
- oleh ilmuwan, pemerintah dan penegak hukum.

Berkaitan dengan kejahatan korporasi, dunia hukum pada saat
ini melihat dua bentuk penghukuman yang terkait dengén proses
kriminalisasi terhadap peiaku kejahatan korporasi. Yang pertama berupa
pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai
badan hukum, sedangkan yang kedua pembebanan ditujukan kepada
manusia yang menjalanka-n korporasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memang sudah
dapat diterima oleh berbagai kalangan pakar hukum, namun demikian

masih terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas,

T1.8. Susanto, Kejshatan Korporasi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 35.




yakni masalah sanksi pidana dan aturan pemidanaan terhadap

L korporasi.

Masalah sanksi pidana dan aturan pemidanaan menarik untuk
dibahas. karena merupakan salah satu permasalahan dasar dari
substansi hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert

L. Packer  sebagai berikut :

The rationale of the criminal law rest on three concepts : offense,
guilt, and punishment. These three concepts symbolized the
three basic problem of substance (as opposed to procedure) in
criminal law :

1} What conduct should be designated as criminal;

2) What determination must be made before a person can be
found to have commited a criminal offense

3) What should be done with person who are found to have
commited criminal offenses, :

Ketiga hal inilah yang menurut Barda Nawawi Arief  sebagai

masalah pokok hukum pidana dilihat dari sudut dogmatis-normatif,

; yaitu :

1} Masatah tindak pidana ini berkaitan dengan perbuatan apa yang
sepatutnya dipidana,

2) Masalah kesalahan yakni syarat apa yang seharusnya dipenuhi
untuk  mempersalahkan atau  mempertanggungjawabkan

¥ Herbert L. Packer, The Lirnits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, Stanford,
California, 1968, hal 17.

® Barda Nawawi , Beberapa Aspek Pengembangan Hmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Bara
Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 16.




| seseorang yang melakukan perbuatan itu;
3) Masalah pidana vyaitu sanksi (pidana) apa yang sepatutnya
dikenakan pada orang itu.

Berkaitan dengan sanksi terhadap korporasi yang melakukan
perilaku menyimpang, John Cofee berpendapat bahwa secara teori
sanksi perdata dapat secara efektif untuk menanggulangi perilaku
korporasi yang menyimpang tersebut, akan tetapi secara praktis sanksi
perdata tidak bekerja sebaik sanksi pidana. Hal ini dikemuRakan oleh
John Cofee'® dalam konferensi mengenai Kejahatan Korporasi di
Washington D.C. tahun 1998 sebagai berikut :

“I agree that in theory civil penalties could effectively combat

corporate wrongdoing — but in practice, they don't work as well
as criminal prosecution”.

Menurut Helen Power!', apabila korporasi akan dijadikan
sebagai subjek dalam hukum pidana, maka tersedianya stelsel pidana
bagi korporasi merupakan suatu prasyarat. Hal ini dinyatakan sebagai
berikut :

“If corporations are fo be subjected to the criminal iaw, then an
appropriate sentencing regime is a prerequisite”.

19 Ralph Nader, Report on Corporate Crime October 2000, www. Thenation.com
! Helen Power, Issues in Corporate Crime, Web Journal of Current Legal Issues in association with
Blackstone Press Ltd, 1998.
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b Berkaitan dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada
. korporasi yang ada pada peraturan perundangan selama ini
| kebanyakan hanyalah berupa pidana denda maupun sanksi administrasi

sepert! pencabutan izin usaha. Bentuk sanksi ini dipandang paling

rasional yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Namun demikian
dalam peraturan perundangan yang ada selama ini, terdapat
keanekaragaman perumusan pola pemidanaan bagi korporasi, baik dari
segi jenis pidana, berat ringannya pidana maupun cara perumusan
sanksi pidana, demikian juga dalam perumusan aturan pemidanaan

juga mempunyai keanekaragaman. Hal ini dapat menjadi masalah,

sebab akan membawa perbedaan penafsiran dalam tahap aplikasi dan
eksekusi karena tidak ada acuan yang dapat dijadikan pegangan.

Oleh karena itu diperlukan recrientasi dan reevaiuasi terhadap
formulasi pola sanksi pidana dan aturan pemidanaan terhadap korporasi

dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat

~ dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
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1. Bagaimanakah pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan

pemidanaan bagi korporasi dalam peraturan perundangan yang

- ada di indonesia selama ini ?

2. Bagaimanakah pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan
pemidanaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam

rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Usaha untuk melindungi masyarakat dari ancaman dalam

menikmati Keadilan dan Kkesejahteraan memeriukan pemikiran dan

kemauan yang kuat dari pemerintah, yang selanjutnya usaha tersebut
diwujudkan melalui kebijakan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief 2,
tujuan kebijakan sosial (social policy) sebagai segala usaha yang
' rasional adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social
: welfare) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social
defence). |

i Lebih lanjut lagi menurut beliau, dalam rangka menciptakan

kebijakan sosial sebagaimana tersebut di atas, maka kebijakan sosial
tersebut hendaknya dicapai dengan dukungan kebijakan kriminal yang

mempunyai tujuan selaras dengan kébijakan sosial, yakni perlindungan

2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hulum Pidana, Op.cit, hal 30.
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masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal harus
merupakan kebijakan yang integral dalam rencana pembangunan
nasional.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi dan
pembangunan, korporasi memang mempunyai peranan penting dalam
berbagai sekior bisnis, namun demikian korporasi terkadang dalam

- mencapsai tujuannya yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besamya

dilakukan dengan cara melakukan kejahatan, melanggar ketentuan yang

diancam sanksi pidana.
h_Ra!ph Nader'® mengemukakan pendapatnya mengenai
kejahatan korporasi sebagai berikut :
“Corporate crime, demonstrates the destructive impact such
behaviour has on our politics, environment, consumers,
workers, shareholders, small taxpayers, foreign policy and
future generations.”
Akibat dari kejahatan korporasi seperti yang diungkapkan oleh

Nader tersebut menunjukkan, bahwa kejahatan korporasi memberikan

efek destruktif yang luas terhadap berbagai aspek, seperti perilaku

" Ralph Nader, Report on Corporate Crime Qctober 2000, Op.cit, hal 2.
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dalam dunia politik, lingkungan, konsumen, para pekerja, pemegang
saham, kebijakan luar negeri dan generasi mendatang.

Steven Box dalam buku Power, Crime and Mystification
memperihatkan bahwa selama ini kejahatan korporasi telah dipandang
sebelah mata, tanpa memahami bahwa. kejahatan korporasi justru
membawa dampak yang lebih besar dan sangat merugikan bagi
masyarakat maupun negara. Sikap dan pandangan tentang kejahatan

selama ini seolah-olah membenarkan “opini yang telah dibentuk”, bahwa

" kejahatan konvensional merupakan musuh besar bagi masyarakat yang

harus diberantas karena bukan saja membahayakan, tetapi juga
dianggép bertentangan dengan moral masyarakat.

Di sisi lain, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi seakan-
akan luput dari perhatian dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang

berbahaya. Padahal korban sebagai akibat dari kejahatan korporasi di

berbagai negara, menunjukkan jumiah yang lebih besar daripada yang

diakibatkan oleh kejahatan konvensional. Sikap dan pandangan inilah
yang disebut oleh Box sebagai ketidakmengertian kolektif (collective
ignorance), terhadap kejahatan korporasi.

Akar permasalahan dari ketidakmengertian kolektif ini menurut

Box adalah sebagai berikut; 4

4 Steven Box, Power, Crime and Muystification, Tavistock Publications, London, 1983, hal 16.
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, “The root cause(s) of this collective ignorance is not too difficult
[ to uncover. Corporate crime s rendered invinsible by its
rcomplex and sophisticated planning and execution, by non-
existent or weak law enfarcement and prosecution, and by
fenient legal and social sanctions which fail to reaffirm or
reinforce collective sentiments on moral boundatries.

Berdasarkan pendapat Box di atas kejahatan korporasi
seringkali tidak nampak, karena sifatnya yang kompleks dan
direncanakan dengan halus. Ketiadaan dan kelemahan _penegakan
hukum serta sanksi sosial yang lunak menunjukkan tidak ielasnya
batas-batas moral dalam kejahatan korporasi.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya
menurut Barda Nawawi Arief”® dapat dilakukan dengan dua jalan,

yakni upaya penal dan upaya non penal. Selanjutnya menurut beliau

penggunaan sarana penal terhadap kejahatan, harus dilakukan dengan

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented

approach). Dengan demikian penggunaan upaya penal terhadap
korporasi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk
melindungi kepentingan sosial dan tujuan pembangunan secara umum.

| Ada beberapa fakior yang harus dipertimbangkan dan

diperhatikan dalam penggunaan sarana penal sebagaimana yang

dikemukakan oleh Sudarto'®, bahwa penggunaan hukum pidana harus :

'* Barda Nawawi Arief, Bupea Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, hal 4.
* Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 44.
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(1) memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan
masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini  maka
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi
kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan
penanggulangan ity sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman
masyarakat,

(2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi
dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak
dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian
{material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;

(3) memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit
principle); ‘ )

(4) Memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya keria dari badan-
badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan
tugas (overbelasting).

Penggunaan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi,
sesungguhnya dapat dilihat sebagai upaya represif dalam
. penanggulangan kejahatan. Menurﬁt Sudarto'’, tindakan represif
maupun kuratif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi
dalam pengertian luas, yakni dalam usaha penanggulangan kejahatan.
Pencegahan dan penangguiangan kejahatan dengan sarana
“penal’ merupakan “penal policy’ atau “penal-law enforcement policy’
~ yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap : ®
(1) formulasi (kebijakan legislatif);

(2} aplikasi (kebijakan yudikatifiyudicial);
(3) eksekusi (kebijakan eksekusifadministratif).

'7 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal 118-121.
'® Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 75,
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Tahapan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis
dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui “penal
policy’, karena tahapan ini yang melandasi tahapan aplikasi dan
eksekusi.

Kebijakan penal (penal policy) menurut Marc Ancel'® adalah
sebagai berikut : -

“enal policy, both a science and an art, of whitch the practical

purposes, ulfimately, are fo enable the positive rules to be better

formulated and to guide not only the legisiator who has to draft
criminal statutes, but the court by which they are appiied and the

prison administration which gives practical effect to the court's

decision”.
‘Barda Nawawi Arief”" mengartikan pengertian kebijakan penal
dari Marc Ancel di atas sebagai berikut -

*suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhimya mempunyai
tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif
dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman
tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga
kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga
kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan pengadilan.
Dalam penggunaan hukum pidana pada konsepsi perlindungan

masyarakat membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, hal

ini dikemukakan oleh Johannes Andenaes sebagi berikut : '

1% Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul,
London, 1965, hal 4-5. '

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, hal 23.

21 johannes Andenaes, The General Part of the Criminal Law of Norway, 1965, hal 60.
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“If one bases the penal law on the concept of social defence,
the task will then be to develop it as rationally as possible. The
maximum results must be achieved with the minimum of
expense to society and the minimum of suffering for the
individual. In this task, one must build upon the results of
scientific research into the causes of crime and the
effectiveness of the various form of sanction.

Pendapat Johannes Andenaes di atas diartikan oleh Barda

Nawawi Arief sebagai berikut ; % -

“Apabila oréng mendasarkan hukum pidana pada konsepsi
perlindungan masyarakat (social defence), maka tugas
selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin.
Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang
minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi
individu. Adalah tugas yang demikian, orang harus
“mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai
sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam
sanksi”,
Pendekatan kebijakan yang dikemukakan oleh Andenaes
- tersebut memperlihatkan keterkaitan antara kebijakan yang rasional
dengan pendekatan ekonomis. Hal ini dikemukakan pula oleh Ted
Honderich yang diartikan oleh Barda Nawawi Arief”°, bahwa suatu
pidana . dapat disebut sebagai alat pencegah vyang ekonomis
(economical deterrents) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(1) pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

*2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebjjakan Hukum Pidana, Op.cit. hal 38,
* Ted Honderich dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit, bal
39,
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(2) pidana itu tidak menyebsbkan timbulnya keadaan yang lebih
berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu
tidak dikenakan;

(3) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan
bahaya kerugian yang lebih kecil.

Pendekatan rasional pragmatis saling berkaitan dengan
pendekatan kemanfaatan/kegunaan (utilitas). Jeremy Bentham
menyatakan pendapatnya mengenai hal ini, bahwa pidana janganiah
diterapkan/digunakan apabila “groundless, needless, unplofitable or
inefficacious”. **

Dengan landasan pemikiran di atas, penggunaan upaya penal
terhadap tindak pidana korporasi yang memiliki sifat yang kompleks,
kecanggihan perencanaan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan
pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai yang rasional, ekonomis
~ dan memiliki utilitas.

Daiam perumusan sanksi pidana maupun aturan pemidanaan
terhadap korporasi selama ini, pihak legistatif hanya mengacu pada jenis
sanksi dan aturan yang terdapat dalam KUHP walaupun di dalam
undang-undang tertentu seperti undang-undang mengenai tindak pidana
ekonomi maupun lingkungan hidup memberikan jenis sanksi pidana

tambahan terhadap korporasi. Selain itu dalam peraturan perundangan

terdapat adanya keanekaragaman dalam perumusan sanksi pidana dan

* Jeremy Bentham dalam Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Ovp.cit, hal
39,
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aturan pemidanaan bagi korporasi, sehingga tidak ada acuan yang
dapat dijadikan pedoman dalam pemidanaan terhadap korporasi.

Oleh karena itv perlu dilakukan reorientasi dan reevaluasi
mengenai pola pemidanaan .,mengenai sanksi pidana dan aturan
pemidanaan vyang diterapka; terhadap korporasi dalam rangka

pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji keberadaan pola pemidanaan dan kebijakan
formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi dalam  peraturan

perundangan yang ada di Indonesia selama ini.

2. Untuk memberikan pemikiran alternatif tentang pola pemidanaan
dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi kofporasi yang
melakukan tindak pidana dalam rangka pembaharuan hukum

pidana di Indonesia.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya
untuk mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan hukum pidana,
vang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, yang berkaitan dengan
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masalah pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN
1. Ruang Lingkup

Mengingat objek penelitian ini adalah pola pemidanaan dan
kébijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi sebagai
bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pendekatan yang
digunakan fidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi
pada kebijakan (policy oriented approach). Dalam hal ini,

permasalahan pokok yang akan diteliti menyangkut

- Pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan

bagi korporasi dalam peraturan perundangan yang ada di -

Indonesia selama ini;

- Pola pemidanaan dan Kkebijakan formulasi aturan pemidanaan

bagi korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana

Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Bertolak dari dua masalah pokok yang disebutkan di atas, maka
metode pendekatan -yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan vyuridis normatif. Dengan pendekatan tersebut, maka
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akan diteliti mengenai pola pesrumusan jenis pidana serta aturan
pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korporasi.
Untux melengkapi penelitian ini, maka akan ditunjang pula dengan

pendekatan yuridis komparatif.
2. Jenis dan Sumber Data.

a. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dititikberatkan
pada data sekunder. %°

b. Sumber data
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Berkaitan dengan déta sekunder, bahan hukum
primer yang digunakan terutama berasal dari peraturan-
perundangan di berbagai bidang yang mamuat tentang pidana
dan pemidanaan bagi korporasi. Sedangkan sumber data
sekunder yang menjadi rujukan menyangkut konsep peraturan-
undangan yang menyangkut tentang pidana dan pemidanaan
korporasi, pendapat para pakar, hasil penelitian dan kegiatan

iimiah lainnya.

* Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi 3 jenis bahan, yakni : (1) Bahan hukum
primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat; (2) Bahan hukum sekunder, yang membantu
menganalisis dan’ memahami bahan hukum primer; (3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan
yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ronny
Haniiijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurtimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
hal 11-12.
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4. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat pusat perhatian penelitian ini pada data sekunder,
maka langkah pertama dalam pengumpulan data dilakukan dengan
Cara mengadakan telaah pustaka (library research) dan studi
dokumen.

Metode ini  membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh
pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan
memberikan - pengertian  penyusunan  persoalan yang tepat,
mempertajam perasaan untuk menilai, mambuat analisis dan
membuka kesempatan memperluas pengalaman iimiah.2® Bahah
kKepustakaan dan dokumen yang diteliti berkaitan dengan
permasalahan pola pemidanaan dan aturan pemidanaan terhadap
pelaku tindak pidana korporasi.

Pada tahap ini, kegiatan peneliti ditujukan untuk memperoieh
data sebanyak-banyaknya mengenai sumber bahan dan informasi,

yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 2

2 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 65.
27

Sumber-sumber informasi itu adalah : (1) dokumen atau catatan resmi dari tnstansi; (2) dallar hasil
sensus; (3) keterangan pejabat dan pimpinan masyarakat sclempat. Lihat dalam Ronny Hanitijo
Soernitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 45.
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5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan secara kualitatif %
dengan penguraian secara deskriptif. Hal ini bertolak dari maksud
penelitian untuk menggambarkan data mengenai pola pemidanaan
dan aturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi

Untuk lebih menunjang pengkajian terhadap permasalahan
pokok, digunakan pula analisis komparatif. N

Penggunaan 'analisis yuridis normatif ditujukan untuk mengkaiji
kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundangan
yang memformulasikan pola pemidanaan dan aturan pemidanaan
bagi korporasi.

Analisis  komparatif dilakukan dengan jalan mefakukan
peninjauan  dan  melakukan perbandingan dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korporasi di

negara lain.

* Dalam analisis kualitatif data yang muncul bukan merupakan rangkaian angka-angka, tetapi
berwujud kata-kata. Data itu mungldn telah dikumpulkan dalam ancka macam cara,seperti observasi,
wawancara, intisari dokumen maupun pita rekaman, serta biasanya diproses melalui berbagai
kegiatan, baik pencatatan, pengefikan, penyunfingan, ataupun alih tulis, Matthew B. Miles & A.
Huberman, Qualitative Data_Analysis, Terjemahan Tietjep Rohendi Rohidi, Ul Press, Jakarta, 1992,
hal 15-16. :
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SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat)
bab, di mana setelah Bab Pertama dilanjutkan dengan Bab Kedua
yakni Tinjauan Pustaka yang gkan menguraikan mengenai ;. Kebijakan
Hukum Pidana yang terkait erat dengan kebijakan formulasi, Proses
dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Pola Pemidanaan

dan Aturan Pemidanaan, Korporasi dan Pertanggungjawaban pidana

Korporasi.

pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan bagi korporasi
yang ada di Indonesia selama ini, kemudian dilanjutkan dengan
pembahasan mengenai pola pemidanaan dan Kkebijakan formutasi
aturan pemidanaan bagi korporasi dalam rangka pembaharuan hukum
pidana indonesia. Adapun bagian terakhir dari tesis ini adalah Bab

Keempat, yang berisikan Kesimpulan dan Saran.
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BAB i

TINJAUAN PUSTAKA

A.  KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Sutan Zatin Arby dan Wayan Ardhana®® menterjemahkan kata
‘policy” dengan istilah “kebijakan’ . Menurut Robert R. Meyer dan
Ernest Greenwood®, istilah kebijakan (policy) dapat dirumuskan
sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif
untuk mencapai sesuatu yang ditetapkan secara kolektif Berkaitan
dengan masalah kebijakan, dalam menghadapi kejahatan perlu
diambil suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.
Kejahatan memang tidak mudah dihilangkan begitu saja,
- hamun dengan melihat demikian besarnya akibat yang ditimbulkan
oleh  kejahatan, maka diperiukan  suatu upaya  untuk
menanggulanginya. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan
teréebut adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksi
pidananya.
Kebijakan penegakan hukum antara lain meliputi penggunaan

hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi kejahatan

» Sutan Zatin Arby dan Wayan Ardhana dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam
Penanggulanpan Kejahatan denpan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994, hal 2.

0 Robert R Meyer dan Emest Greenwood dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legiglatif dalam
Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV Ananta, Semarang, 1994, hai 2,
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sebagai suatu masalah sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh
Marc Ancel maupun oleh Benedict S. Alper’'. Menurut Barda

Nawawi Arief*?

, usaha pengendalian perbuatan dengan mengenakan
pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana,
merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum
penting”. |

Lebih lanjut lagi menurut Barda Nawawi Arief, karena
tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya,
maxa kebijakan penegakan hukum inipun termasuk di dalam kebijakan
sosial. Dengan demikian, masalah benanggulangan kejahatan dengan
menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (the
problem of policy).® Maka, hukum pidana atau lebih tepat sistem
pidana itu merupakan bagian dari politik kriminat.

.Dari hat tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah
pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari politik hukum pidana

atau politik kriminal. Sudarto® mengemukakan tiga pengertian politik

Krimimal, sebagai berikut :

*! Marc Ancel menyatakan kejahatan sebagai “a human and social problem”, Benedict S. Alper
menyatakan kejahatan sebagai “the oldest social problem”, lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi
Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hal 148.

* Herbert L. Packer dalam Barda Nawawi Arief Kebiigkan Legislatif dalam Penanggulangan
Kejahatan dengan Pidana Penjara, Op.Cit, hal. 18.

** Loe.Cit.

¥ Sudarto , Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 73.

3 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung , 1981, hal. 161.
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1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang
menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang
berupa pidana;

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadifan dan polisi;

3. Dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan, yang ditakukan
melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi,
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari
masyarakat.

Masalah kebijakan penal (penal policy) menurut Marc Ancel
sebagai salah satu komponen dari “modern criminal science”
diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief*® sebagai berikut :

“suatu iimu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan
praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan
secara lebih balk dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada
pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang
menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara
atau pelaksana putusan pengadilan”.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana

“penal’ merupakan ‘penal policy’ atau “penal-law enforcement policy’
yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap : %
(1) formulasi (kebijakan legislatif);-

(2) aplikasi (kebijakan yudikatiffyudicial);
(3) eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif).

> Barda Nawawi Aricf, Bunga Rampai Hukum Pidana, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hal 23.
* Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 75.
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1. Pengeitian lKebijakan Formulasi
Kebijakan formulasi/ legislatif (kebijakan perundang-undangan)
menurut Barda Nawawi Arief ¥ pada dasarnya merupakan tahap
i kebijakan yang sangat strategis, karena pada tahap inilah suatu
' perundang-undangan dibuat untuk menunjang usaha penanggulangan
kejahatan yang pada hakikatnya untuk mewujudkan tujuan dari
penegakan hukum pidana. Beliau juga mengemukakan yang dimaksud
| dengan kebijakan formulasi/ legislatif adalah suatu perencanaan atau
. program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan
: } dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana |
| melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau

diprogramkan itu.

1‘ Lebih lanjut lagi menurut Barda Nawawi Arief**, Tahap
kebijakan legisiatif yang dapat juga disebutkan sebagai tahap
| kebijakan formulasi merupakan salah satu mata rantai  dari
perencanaan penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari
konkretisasi pidana. Tahap formulasi ini merupakan tahap awal dan
sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana
berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan

pidana.

* Barda Nawawi Arief Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana
Penjara, Op.Cit, hal 63.

*® Ibid, hal 64.
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Berawal dari tahap formulasi inilah diharapkan adanya suatu

garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya.®® Berkaitan dengan

masalah formulasi, Podgorecki* menyebutkan adanya empat prinsip

yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang oleh

pembentuk undang-undang sebagai berikut

1) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan

senyatanya;

2) Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang

berhubungan dengan keadaan itu, dengan cara-cara yang
diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar hal-
hal ini dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati:

3) Mengetahui hipotesa yang menjadi dasar undang-undang yang

bersangkutan, dengan perkataan lain mempunyai pengetahuan
tentang hubungan kausal antara saran (undang-undang dan
misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang
hendak dicapai;

4) Menguji hipotesa ini, dengan perkatan lain melakukan penelitian

tentang efek dari undang-undang itu, termasuk efek samping yang
tidak diharapkan,

Dalam pembuatan suatu undang-undang, dimungkinkan terjadi

suatu pembaharuan hukum baik itu untuk pembuatan KUHP baru

maupun undang-undang pidana khusus atau UU di luar KUHP.

Menurut Muiadi pada intinya pembaharuan hukum dapat dilakukan

dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni : *'

* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 173.

4 Sudarto,

' Muladi,

Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 23,
Hak Asasi Manygia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP,

Semarang, 1997, hal 192.




a. pendekatan global (global approach); yang mengatur secara
tersendiri materi hukum di luar Kkodifikasi yang ada, dengan
i kemungkinan banyak terjadinya penyimpangan;
. b. pendekatan evolusioner (evoiusioner approach) dengan cara
menyempurnakan atau menambahkan pasal-pasal tertentu dalam
KUHP yang ada;
¢. pendekatan  kompromis  (compromise approach)  dengan
menambahkan suatu bab baru dalam kodifikasi yang ada.

Menurut Barda Nawawi Arief2, masalah pembaharuan hukum
pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upiya untuk
melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai
; dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kultural

masyarakat Indonesia yang melandasi keboijakan sosial, kebijakan
kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sudarto®” mengemukakan bahwa suatu undang-undang
mempunyai daya pengaruh terhadap masyarakat. Dengan demikian,
pembentukan undang-undang harus memperhitungkan kemungkinan
adanya pengaruh ini sehingga harus bisa melihat jauh ke depan,
seolah-olah harus bisa meramal apa yang akan terjadi kalau undang-

~ undang yang dibuat dinyatakan berlaku. Untuk bisa memperhitungkan
. @pa daya pengaruh bekerjanya undang-undang itu,maka perlu

diketahui benar akan keadaan sebenarnya dari masyarakat dan

perundang-undangan yang ada. Karena hal ini akan menghindarkan

* Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.Cit, hal 3031,

| “ Sudarto, Perkembangan Ylmu_Hukum dan Polittk Hukum dalam “Sumbangan Pendidikan Hukum
dalam Peningkatan Pelaksanaan Tupas Penegakan Hukum, FH UGM, Yogyakarta, 1978, hal 247.
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perundang-undangan yang ada. Karena hal ini akan menghindarkan
pembuatan undang-undang yang saling bertentangan yang bisa
mengakibatkan keragu-raguan dalam penerapannya. Kalau penegak
hukum sendiri tidak pasti dalam melaksanakan suatu undang-undang,
maka iebih-tlebih masyarakat akibat buruk dari ketidak pastian hukum
itu.

'Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan
pidana sangat penting, karena perundang-undangan tersebut
memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan
dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Menurut Ronny
Hanitijo Soemitro*®, dalam bidang perundang-undangan, badan-
badan legislatif secara sadar dan terencana menyusun perundang-
undangan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan
kebijakan, dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan
kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang teiah diterapkan.
Menurut Muladi®®, hal ini merupakan bagian dari politix hukum, yang
pada hakikatnya berfungsi dalam tiga bentuk : pertama, politik tentang
pembentukan hukum; kedua, tentang penegakan hukum; dan ketiga,

politik tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

* Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Fukum, Agung
Press, Semarang, 1989, hal 51.
* Muladi , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 22,
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Menurut Sudarto, ¥

yang dimaksud dengan politik hukum
adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung daiam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-
 citakan.

Lebih lanjut lagi menurut Sudarto®, dalam melaksanakan
politik tersebut, orang mengadakan penilaian dan melakukan
pemilihan dari sekian banyak alternatif vang dihadapi. Menjalankan
politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai
hasil "perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti
memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Masyarakat sekarang sudah menjadi semakin majemuk
sehingga penataan perundang-undangan tak dapat diabaikan lagi.
Peranan manusia juga menjadi semakin jelas karena harus
mengoperasikan sistem perundang-undangan tersebut.  Dengan
demikian menurut Satjipto Rahardjc®, bila mengkaji tentang peranan
undang-undang akan mengetengahkan tentang prosedur yang

menyangkut tata pembentukan undang-udang dalarn konteks sistem

* Sudarto . Perkerhbangan Imu Hukum dan Politik Hukum dalam seminar “Sumbangan Pendidikan
Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Qp. cit, 1978, hal 245,

* Sudarto, Hukum dan Hykum Pidans Op.Cit, hal 161,

* Satjipto Rahardjo, “Beberapa Persoatan tentangr UJUJ dan Siasat Penggunaannya dalam “Aneka
Persoalan Hukum dan Masyarakat”, Alumni, Bandung, 1977, hal 103-105.




32

hukum yang berlaku dan substansi yang menyangkut pilihan tentang
bahan-bahan yang akan diatur oleh undang-undang.

Menurut Soerjono Soekanto™ pada hakikatnya, suatu
perundang-undangan merupakan hasil interaksi sosial yang
mengéndung aspek kekuasaan, sehingga adakalanya | suatu
perundang-undangan (baru) bahkan dapat merupakan penyebab
terjadinya pertentangan (baik secara terbuka maupun secara tertutup)
dalam masyarakat,

Oleh karena itu menurut Barda Nawawi Arief“, sebagai bagian
yang integral dari keseluruhan politik kriminal yang juga merupakan
bagian dari politik sosial, maka kriminalisasi oleh pembuat undang-
undang berarti juga harus memperhatikan kemampuan dari bada.n
penegak hukum fainnya yang terlibat dalam pelaksanaan politik
kriminal itu. |
Proses Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Perancangan peraturan sebagai kegiatan yang menyangkut
perumusan, hanya merupakan sebagian saja dalam proses

perancangan peraturan pérundang—undangan. Menurut Abdul Wahid

30 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hulkum dan Kepatutan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal 84.

! Muladi

dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 130,
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Masru® perancangan peraturan perundang-undangan dapat dibagi ke

dalam beberapa tahap :

1. Tahap konseptual: -

2. Tahap arsitektural;

3. Tahap komposisi.

perundang-undangan adalah sebagai berikut

Ketiga tahap/proses di dalam perancangan peraturan

1. Tahap konseptual ; %

. Perancang harus memahami secara baik mengenai substansi

peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Untuk
memahami substansi, perancang periu dilengkapi dengan
berbagai informasi berupa peraturan perundang-undangan

“maupun bahan-bahan lainnya.

Pada . tahap ini pula perancang harus: mengetahui  dan .

memahami secara komprehensif “spirit dan maksud® dari
peraturan yang akan disusun baik dari aspek hukum, sosial,
ekonomi, administrasi dan sebagainya. Bahan berupa “Naskah
Akademis” yang dapat dipandang sebagai “embrio” peraturan
perundang-undangan yang kini lazim dipersiapkan sebelum
peraturan disusun, dapat sangat bermanfaat. Seperti yang
dikemukakan oleh Muladi bahwa Naskah Akademis merupakan

koridor kepakaran dalam penyusunan suatu peraturan.

Dari berbagai sumber informasi yang ada, perancang harus
dapat mengetahui mengenai kenyataan-kenyataan yang ada
yang ingin diatur oleh peraturan yang akan disusun, perubahan-
perubahan apa yang melalui pembentukan hukum ity
dikehendaki terjadi atas kenyataan tersebut, serta bagaimana
ketentuan-ketentuan daiam peraturan yang akan disusun akan
menimbulkan perubahan-parubahan tersebut.

2 Abdul Wahid Masru, Beberapa Aspek Perancansen Peraturan Perundane-undansan (Lesislative
Drafting), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1998, hat 7-9.

% Loc.Cit.
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Karena hukum merupakan suatu sistem, maka pada tahap ini
perancang juga menyelidiki kerangka hukum. Perancang harus
memeriksa secara feliti situasi hukum vyang ada untuk
mengetahui ketentuan konstitusional dan semua peraturan
perundang-undangan yang ada dan yang berkaitan. Perlu
diketahui apa yang periu diubah, apa yang harus dicabut, dan

‘apa yang harus ditambahkan. Kelalaian melakukan hal ini akan

mengakibatkan pencabutan tersirat, tumpang tindih dan ketidak
konsistenan atau kerancuan substansi.

2. Tahap Arsitekturai : 3

Rencana pengorganisasian atau penataan gagasan substansi
yang akan menjadi materi muatan peraturan dapat dipandang
sebagai “sketsa atau cetak biru”, dan melalui rencana penataan
yang baik dapat dilihat keterkaitan seluruh gagasan substantif
serta sekaligus dapat diketahui kekurang fengkapan dan
kekurang cermatan dari muatan yang diatur.

_Dalam menata substansi peraturan yang sedang disusun tidak

ada pedoman baku yang berlaku untuk setiap peraturan. Oleh
karena itu, dalam melakukan penataan tergantung pada materi
yang dihadapi. Setiap penataan yang memadai mencerminkan
suatu pendekatan tertentu, yakni apa yang menjadi penataan
terbaik menurut satu sudut pandang, mungkin bukan
merupakan penataan yang terbaik menurut sudut pandang
yang lain.

3. Tahap komposisi : *°

Dalam tahap komposisi terdapat beberapa kegiatan yang
dilakukan oleh perancang : (a) pembuatan draft awal: (b)
melakukan revisi; (c}) melakukan pemeriksaan ulang; (d)
konsultasi pihak lain; (&) melakukan penghalusan. Pada tahap
komposisi ini, pedoman teknik peraturan perundang-undangan
menjadi penting dikuasai oleh seseorang yang sedang
merancang peraturan perundang-undangan.

* Log. Cit.
% Loc.Cit,




3. Pola Pemidanaan dan Aturan Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief %°

pemidanaan dalam hukum pidana selama ini seolah-olah merupakan
“‘anak tiri", karena kurang mendapat perhatian yang layak. Masalah
pidana dan pemidanaan selama ini hanya dikaitkan dengan masatah
penghukuman terhadap pelaku findak pidana, tanpa melihat bahwa
dalam perumusan pidana dan pemidanaan diperiukan perencanaan

'yang matang.

Pihak legislatif di Indonesia selama  ini memiliki

keanekaragaman dalam menyusun produk peraturan perundangan
vang mengandung sanksi pidana, baik dari jenis sanksi (pidana atau
tindakan), jumlahflamanya sanksi, masalah pemberatan/peringanan
sanksi serta sistem perumusan sanksi.

Dengan adanya keanekaragaman dalam produk peraturan
perundangan yan'g mengandung sanksi pidana tersebut dapat
mengakibatkan kerancuan atau ketidak konsistenan dalam pengaturan

masalah pidana dan pemidanaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 85.

, masalah pidana dan
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suatu acuan atau menurut Barda Nawawi Arief ¥ disebut sebagai
pola atau kesepakatan'umum yang dijadikan pegangan.

Menurut Barda Nawawi Arief” istilah “pola” menunjukkan

sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan, atau

pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian
secara singkat dapat dikatakan, bahwa “pola pemidanaan” yang
dimaksud disini ialah “acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat
atau menyusun sistem sanksi (hukum pidana)’. Selanjutnya beliau
menjelaskan bahwa penekanan pada istiah “membuat atau
menyusun”  sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk
membedakan ‘pola pemidanaan” dengan “pedoman pemidanaan
(“Guidence of Sentencing”} .

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pedoman
pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk
menjatuhkan  atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola
pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat
undang-undang dalam membuat atau menyusun peraturan
perundang-urdangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan
demikian dapat dikatakan, bahwa ‘pola pemidanaan” merupakan

“pedoman pembuatan/penyusunan. pidana; sedangkan “pedoman

37 Barda Nawawi Aricf, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 116.

*® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.Cit, hal 167.
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pemidanaan” merupakan “pedoman penjatuhan/penerapan pidana”.
Dapat pula dinyatakan, bahwa ‘pola pemidanaan” merupakan
‘pedoman legislati bagi pembuat undang-undang, dan “pedoman
pemidanaan * merupakan “pedoman yudiciaifyudikatif” bagi hakim, 5°
Barda Nawawi Arief®® menjelaskan bahwa sebenarnya “pola
pemidanaan” yang bersifat umum dan ideal harus ada terlebih dahulu
sebelum perundang-undangan pidana dibuat , bahkan sebélum KUHP
dibuat. Menurut beliau penggunaanr istilah “pola pemidanaan dalam
Imenurut KUHP? sebenamya kurang tepat. Namun karena KUHP
dipandang sebagai induk peraturan pidana, maka praktek legislatif
tampaknya menggunakan pola pemidanaan menurut KUHP sebagai
acuan atau pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan
pidana lainnya. Dengan direncanakannya perubahan KUHP menjadi
"KUHP Baru” yang konsepnya sedang dalam taraf penyelesaian,
menjadi masalah tentunya dalam praktek legislatif, pola pemidanaan
apa yang digunakan sebagai acuan atau “pegangan”. Ketiadaan dan
ketidakjelasan pola pemidanaén yang dapat digunakan sebégai
pegangan dapat berakibat kerancuan atau ketidaksesuaian

(inconsistency) dalam produk legislatif.

* 1hid, hal 168.
® Loc.Cit,
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Adapun ruang lingkup pola pemidanaan meliputi masalah yang
berhubungan dengan jenis saﬁksi (hukum) pidana, lamanya (berat
ringannya) pidana dan masalah perumusan sanksi pidana,

Berkaitan dengan pola pemidanaan, adalah suatu hal yang
penting juga dalam tahap formulasi dilakukan penyusunan yang baik
mengenai aturan pemidanaan, karena perumusan sankéi pidana tanpa
diikuti perumusan mengenai aturan pemidanaan untuk menerapkan
sanksi pidana juga menyebabkan kerancuan dalam penerapan pidana
tersebut.

Aturan pemidanaan merupakan aturan-aturan dasar yang
dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan pidana dan pemidanaan.
Menurut Sudarto®, aturan pemidanaan (straftoemetingsregel) berbeda
dengan pedoman pemberian pidana (straftoemetingsleiddraadd).

B. KORPQORASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
1. Pengertian Korporasi

Korporasi secara etimologis berasal dari kata “corporatio”
dalam bahasa Latin. Menurut Soetan K. Malikoel Adi®'
sebagaimana seperti Kkata-kata lain yang berakhir dengan “io” maka

‘corporatic”  sebagai  kata benda (substantivum) , berasal dari kata

% Sudarto membedakan antara aturan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, namun dalam pernyataan
beliau tidak disebutkan pengertian aturan pemidanaan, lihat dalam Sudarto, Hukum dan_Hukum Pidana,
Op.Cit, hal 53,

¢! Soetan K. Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, PT Pembangunan, Jakarta, 1955, hal 83.
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9

kKerja “corporare” , yang banyak dipakai orang pada jaman abad
pertengahan atau sesudah itu. Kata “corporére” berasal dari kata
‘corpus” (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan.
Dengan demikian maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil pekerjaan
membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan
yang diperoleh dengan perbuatan'manusia sebagai lawan terhadap
badan manusia, yang terjadi menurut alam. Selanjutnya~ Malikoel
Adil menyatakan, apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan
manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan
mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepeﬁtingan masyarakat
membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para
individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.®?

Henry R. Cheesman® mengemukakan pendapatnya mengenai
Korporasi sebagai berikut

‘A Corporation is a fictious lega! person that is granted legal

existence by the state only after certain requirements are met. A

corporation cannot act on its own behalf. Instead, it must act

through agents such as managers, representatives, and
employees”.

62 -
Log.cit

6 Henry R. Cheesmzn, Contergporary Business Law 3th Edition. Prentice Hall, New Jersey, 2000, hal
152,
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Dalam Dictionary of American Politics® korporasi dinyataan
sebagai :

“An artificial body created by law under a charter or act of
incorporation, with special name, and having certain legal
capacities separate and distinc from those of the natural
persons composing i, such as perpetual succession, the power
to make contracts, to sue and be sued as an individual under a
corporate name, fo have a common seal, and fo make and
repeal bylaws. All corporations derive their legal capacities from
states or national constitutions or statutes.”

R. Subekti®® memberikan pendapat tentang badan hukum

sebagai berikut :

‘Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atay -

perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan

perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan tersendiri,

dapat digugat atau menggugat didepan hakim”.

Lebih lanjut lagi Rudi Prasetyo® menyatakan bahwa kata
korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan
pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang
hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum,
atau yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai “rechtspersoon”
atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “legal entities” atau

“corporation’.

* Bdward Conrad Smith and Arnold John Zurcher (Ed), Dictionary of American Politics, Banes &
Noble, Inc., New York, 1966, p.99.
 R. Subekti dalam-Chidir Ali, Badan Hukum, Alumai, Bandung, 1987, hal 19.

66

Rudi Prasetyo, Perkembapgan Korporasi dalam  Proses Modemisasi dan Penyimpangan-
penyimpangannya, disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP Semarang,
1989, hal 2.
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Menurut A.Z. Abidin® Korporasi merupakan realita sekumputan
manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan

pribadi hukum , untuk tujuan tertentu.
Pengertian korporasi menurut Utrecht®® adalah :

“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bettindak
bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu
personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotsa,
tetapi mempunyai hak kewajiban tersendiri terpisah dari hak dan
kewajiban anggota masing-masing”. N

Menurut Wirjono Projodikoro®® yang dimaksud korporasi

adalah :

“Suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang
mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang
mempunyai anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana
juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa
rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam
peraturan korporasi”,

Menurut Chidir Al® korporasi sebagai badan hukum
keperdataan dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara
mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu :

1). Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelengggarakan
kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta
kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;

2). Korporasi yang altruistis, yaitu korporasi yang tidak
menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti
perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna

& AZ. Abidin, Bungd Rampai Hukum Pidana, Pradnya paramita, Jakarta, 1983, hal 54.

%% Utrecht dalam Chidic Ali, Badan Hukum, Aluinni, Bandung, 1987, hal 64.

66 Wirjono Prodjodikoro dalam Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987, hal 74.
“7 Chidir Ali, Qp.cit, Alumni, Bandung, 1987, hal 69,
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netra, tuna rungu, penyakit thc, penyakit jantung, penderita
cacat dan sebagainya.

Dalam naskah rancangan KUHP  Tahun 2003, korporasi
mempunyai pengertian yang terlihat lebih  luas karena korporasi
diartikan sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan atau
kekayaan, baik Merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum. Hal ini juga terlihat dalam Pasal 51 ayat (3) KUHP Belanda®®
yang memasukkan perusahaan-perusahaan tidak berbadan hukum,
seperti perseroan vyang bukan badan hukum, perserikatan
(maatschap) serta kekayaan dengan tujuan (doelvermogen) sebagai

subjek tindak pidana.

2. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana
Dalam  ketentuan umum KUHP  menurut Mardjono
Reksodiputro® saat inimmasih dianut asas umum bahwa suatu tindak
pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (“natuurlijke persoon’),
sehingga fiksi badan hukum (“rechispersoon”} tidaklah berlaku dalam

hukum pidana.

¥ D, Schaffimeister dalam Hukum Pidana (Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana Dalam rangka
Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda), Editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarla, 1995, hal 273.
% Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi_dan Kejahatan, Pusat Pelayanan

Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta 1994, hal 69.
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Menurut Schaffmeister’® asas yang dinamakan “societas
delinquere non potest” (badan-badan hukum tidak dapat melakukan
perbuatah pidana) ini berlaku pada abad yang lalu pada seluruh
negara kontinental Eropa. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat
hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu
dan kemudian juga dari afiran modern datam hukum pidana.

Lebih lanjut lagi menurut Schaffmeister’’, dalam Memori
Penjetasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886
dapat dibaca - |

"Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh
perorangan (natuurijjke persoon). Pemikiran fiksi tentang sifat
‘badan hukum (rechtspersoonlijkheid) tidak berlaku pada bidang
hukum pidana”.

Menurut Sudarto™ asas “societas delinquere non potest” dapat
dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut :

a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-
kata : “Barang siapa yang... Kata “Barang siapa” ini tidak dapat
diartikan lain daripada “orang”.

b. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat
dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yaitu : Pidana pokok yvang
terdiri dari : 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana Kurungan;
4. pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan.
Pidana Tambahan : 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2.
perampasan barang-barang tertentu; 3. diumumkannya keputusan
hakim. Sifat pidana tersebut adalaha sedemikian rupa, sehingga
pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.

" D. Schaffmeister, Op.Cit, hal 272.
7! Ihid, hal 272-273.
"2 Sudarto » Hukum Pidana i, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, hal 60.
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¢. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana
yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi
petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah
manusia. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan
dan kealpaan itu merupakan sikap batin dalam manusia.

sebagai

Menurut Sudarto™ pemidanaan terhadap suatu badan hukum

subyek tindak pidana belum terlihat sebagai perubahan dan

tambahan dalam KUHP sekarang, hal ini dijelaskan oleh beliau sebagai

berikut

“Dalam KUHP ada pasal yang seakan-akan menyinggung soal
ini, ialah Pasal 59. Pasal ini berbunyi : “Dalam hal-hal dimana
karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus,
anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka
pengurus, anggota badan pengurus atau komisatis yang ternyata

tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana®. Pasal

ini tidak menunjuk kearah dapat dipidananya suatu badan
hukum, suatu perkumpulan atau badan (koperasi lain). Menurut
pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan
sesuatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Seorang anggota
pengurus dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan
bahwa pelanggaran itu ditakukan tanpa ikut campurnya. Dalam
KUHP juga ada pasal lain yang kelihatannya jtiga menyangkut
korporasi sebagai subjek hukum, akan tetapi disinipun yang
diancam pidana adalah orang, bukan korporasinya. Vide Pasal
169 : "ikut serta dalam perkumpulan yang terlarang”, dan juga
Pasal 398 dan Pasal 399 mengenai pengurus atau komisaris
perseroan terbatas dan sebagainya yany dalam keadaan pailit
merugikan perseroannya. Bahwasanya yang menjadi subjek
tindak pidana itu adalah manusia, hal ini sesuai dengan
penjelasan (M.v.T) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :
“Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia’.

Masalah penentuan korporasi sebagai subyek tindak pidana

sainpai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga terdapat

™ Ibid, hal 60-61.
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pandangan yang setuju maupun tidak setuju terhadap penempatan

korporesi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Van Bemmeien™ yang tidak setuju korporasi sebagai

subjek tindak pidana mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Mengenai kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesaiahan hanya
didapatkan pada para persona alamiah;

2) Bahwa tingkah laku materill yang merupakan syarat dapat
dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh
persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan
sebagainya);

3) Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan
orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi:

4) Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan
sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;

5) Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma
atas dasar apa dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau
korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun yang setuju dengan penempatan korporasi sebagai
subjek tindak pidana antara fain adalah Roesian Saleh’ yang

menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk
mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oieh
atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperiukan pula untuk
dimungkinkan memidana pengurus Kkorporasi, korporasi dan
pengurus atau korporasi saja”.

™ JM. Van Bemmelen, Hukum Pidana ] . Hukum Pidana Material Bagian Umum, diterjemahkan oleh
Hasnan, Binacipta, Bandung, 1986, hal 235.
" Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN Jakarta, 1984, hal 52.
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Schaffmeister® juga mendukung korporasi sebagai subjek

tindak pidana, hal ini dikemukakannya sebagai berikut :

“Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyararakat,
vaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum
pidana hanya ditekankan pada seg perorangan, yang hanya
berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena
itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menekan dan
menentang dapat dipidananya korporasi.

Menurut Oemar Seno Adji’’ , kemungkinan adanya pemidanaan
terhadap persekutuan-persekutuan didasarkan tidak saja atas
pertimbangan-pertimbangan utilitis, melainkan pula atas dasar-dasar

teoritis dibenarkan.

Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini sebenarnya
telah mendapat perhatian pemerintah sebagaimana dikemukakan

Mardjono Reksodiputro’® sebagai berikut :

“Bahwa pemerintah, melalui Departemen Kehakiman,
sebenarnya telah lama pula memikirkan hal pertanggungjawaban
pidana korporasi. Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada
BPHN Departemen Kehakiman sudah  dalam tahun 1981
mempertanyakan : apakah dalam hukum  pidana Indonesia
“Korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan dalam hukum
pidana secara umum seperti  dalam hukum pidana Inggris
dan Nederland  (Pasal 51 WvS Nederland 1976) sekarang atau

%D, Schaffineister, Het Daderschap van de Rechtspersoon, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana
Angkatan I, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda di FH UNDIP, Semarang,1987.

7 Oemar Seno Adji, Hukym (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 1984, hal 160.

" Mardjono Reksodiputro, Kemajuaan Pembangunan Ekonomi_ dan Kejshatan, Pusat Pelayanan

Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) U, Jakarta, 1994, hal 71
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pertanggungjawaban pidana korporasi itu hanya terbatas pada delik-
delik yang ditentukan datam undang-undang tertentu saja seperti
keadaan sekarang ini di Indonesia?”.

Pendapat Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada BPHN

Departemen Kehakiman di atas dalam perkembangannya kemudian

dilanjutkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Tahun 1985 yang

menganalisa sistem-sistem yang ada dalam hukum pidana Indonesia,

kemudian menemukan kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat

pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sistem perumusan sebagai

berikut :°

a)

b)
c)

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggungjawab;
Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
Korporasi  sebagai pembuat dan juga sebagai yang
bertanggungjawab.

3. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Sesudah korporasi atau badan hukum dinyatakan telah

melakukan suatu tindak pidana, maka permasalahan selanjutnya

adalah bagaimanakah ‘menentukan kesalahan dan

pertanggungjawaban terhadap kolrporasi tersebut. Hal ini dikarenakan

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi harus terlebih

dahulu menentukan suatu kesalahan. Sehubungan dengan bagaimana

cara menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban Korporasi

7 Ibid, hat 72,
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tersebut masih menimbulkan beberapa perbedaan pendapat

sebagaimana dicontohkan Barda Nawawd Arief sebagai berikut ;"

“suatu  kasus dibidahg tindak pidana ekonomi vyang
menimbuikan perbedaan pendapat antara Soeprapto dan
Roeslan Saleh yaitu : "seorang manager dari suatu perusahaan
menjual suatu jenis barang dengan harga yang lebih tinggi
daripada harga tertinggi yang diperkenankan oleh Pemerintah.
| Menaikkan harga terlarang itu tidak sepengetahuan Direktur PT
dan jika ia mengetahui tentu akan menggagatkannya”.
Menanggapi hal tersebut, mengenai perianggungjawaban
pidana korporasi atau badan hukum, Soeprapto™ intinya berpendapat
sebagai berikut :
“bahwa tidaklah mungkin badan hukum
dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan orang lain
(manager) yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini tidak
mungkin karena pada badan tadi tidak ada unsur kesengajaan.
Soeprapto berpendapat walaupun sebenarnya delik ekonomi itu
(dengan sengaja menaikkan harga terlarang) dilakukan oleh manajer
yang ada “hubungan kerja” dengan PT, sebagai badan hukum, namun
tetap badan hukum ftidak dapat dipertanggungjawabkan apabila
ternyata tidak ada unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur
kesalahan. Tidak adanya unsur kesengajaan pada P.T. (badan

hukum) itu dikonstruksikan pada tidak adanya kesengajaan pada

i direktur P.T. tersebut. -

” Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 137-138.
i ¥ {.oe.Cit.
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Selanjutnya Soeprapto® menyatakan “bahwa dalam hal pelaku
adalah orang yang tidak ada hubungan kerja dengan badan hukum
tersebut tetap berdasar hubungan Jain misalnya orang yang mewakili
P.T., dalam penjualan barang-barangnya yang hanya mendapatkan
komisi (commisie-agent) . Apabila badan tersebut harus pula
bertanggungjawab atas perbuatan seorang vyang melakukan
perwakilan untuknya seperti tersebut di atas maka dapat-dimengerti
bahwa terlalu jauh diperluasnya pertanggungjawaban. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Soeprapto™ untuk dapat

dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atau asas ‘

kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.

Terhadap kasus tersebut Roeslan Saleh® meninjau dengan
konsep dualistis, vyaitu memisahkan antara "perbuatan
pidana” dan “pertanggungjawaban pidana "sébagaimana dijelaskan
sebagai berkut :

1) mengenai perbuatannya : “bahwa badan hukum P.T. itu telah
melakukan tindak pidana ekonomi sehingga dapat dituntut.
Dasar penuntutannya tidak karena pasal-pasal “penyertaan’
contoh Pasal 55 dan 56 KUHP, tetapi justru dalam Pasal 15
ayat (2) tersebut” (Pasal 15 ayat (2) UUTPE, pen).

2} Mengenai pertanggungjawaban pidananya :"kiranya mengenai
dapat dipertanggungjawabkannya Direktur, dan selanjutnya
memidananya telah jelas, yaitu bahwa Direktur itu tidak
mungkin dipertanggungjawabkan karena dia tidak melakukan

3 Loc.Cit..
%2 Thid, hal 138-139.
® Ibid, 139.
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(turut serta melakukan) perbuatan pidana itu dan... lain halnya
dengan badan hukum, segala sesuatunya itu adalah karena
ditentukan demikian oleh aturan-aturannya dalam Pasal 15 ayat

{2) Undang-undang tindak pidana ekonomi.

Menanggapi hal  fersebut, Barda Nawawi Arief®
mengungkapkan pendapat sebagai berikut :

“bahwa ketidak pastian tersebut terletak pada kata-kata “lain
hainya” yang dihubungkan dengan kalimat diatasnya "kiranya...
telah jelas’, yaitu apakah “lain halnya” untuk badart hukum itu
dihubungkan . dengan “tidak mungkin
dipertanggungjawabkannnya Direkiur  dan selanjutnya
memidananya” atau dihubungkan dengan “karena dia (Direktur)
tidak melakukan perbuatan pidana.”

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa “apabila dihubungkan
dengan yang pertama berarti badan hukum  itu dapat
dipertanggungjawabkan dan seianjutnya dapat dipidana; tetapi apabila
dihubungkan dengan vang kedua berarti hanya menegaskan pendapat
yang terdahulu bahwa badan hukum itu dapat dituntut karena telah
melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana memang terkait erat dengan
masalgh adanya kesalahan, namun demikian terdapat suatiu

pandangan bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana badan

hukum asas kesalahan tidak mutiak berlaku. Hal ini dikemukakan oleh

** bid, hal 140.
** Ibid, hal 140,
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Mardjono  Reksodiputro® bahwa korporasi memang tidak
mempunyéi kesalahan, namun .demikian pemidanaan terhadap
korporasi harus dimungkinkan. Pemikiran ini pada dasarnya berasal
dari para ahli hukum Anglo Amerika (common law countries) dengan
menggunakan prinsip “strict liability’ (tanggung jawab mutlak; absolute
liability).

Seianjutnya beliau mengemukakan bahwa prinsip_ini khusus
dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar
kesejahteraan masyarakat (public welfare offences). Sebagaimana
umumnya pelanggaran-pelanggaran besar terhadap ketentuan-
ketentuan tentang kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh korporasi.
Kewajiban negara modern untuk secara lebih luas melindungi
kesejateraan masyarakatnya, menimbulkan berbagai pengaturan
antara lain dalam bidang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja
dan tempat pemukiman, dalam pengolahan makanan, obat-obatan
dan iain sebagainya.®”

Sejalan dengan doktrin atau teori tersebut di atas, Barda
Nawawi Arief berpendapat sebagai berikut ;*

‘“Walaupun pada prinsipnya berlaku asas Mens Rea, namun di

Inggris ada delik-delik yang tidak mensyaratkan adanya mens
rea (berupa intentionrecklessness atau negligence). Si

¥ Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal 110-111,
*7 Ibid, hal 110.
* Barda Nawawi Arief » Perbandingan Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1990, hat 28,
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pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan
perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang
tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Disini berlaku apa
yang disebut dengan strict fiability yang sering diartikan secara
singkat “liability without fault’ (pertanggungjawaban tanpa
kesalahan).

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa : 8

‘Dalam pengertian strict fiability, seseorang  sudah dapat
dipertanggungjawabkan walaupun pada dirt orang itu tidak ada
mensrea untuk tindak pidana tertemtu. Strict liability menurut
Curson didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : (a)
adalah sangat essensiil untuk menjamin dipatuhinya peraturan-
peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan
masyarakat, (b) pembuktian adanya mens rea akan menjadi
‘sangat  sulit  untuk pelanggaran-petanggaran yvang
berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu; (c)
tingginya tingkat “bahaya sosial’ yeng dtimbulkan oleh
‘perbuatan yang bersangkutan”.

Barda Nawawi Arief selanjutnya menjelaskan dalam ajaran
common law doktrin “strict liabifity” bertaku terhadap tiga macam delik,
yaity : %

1. Public Nuisance (gangguaﬁ terhadap ketertiban umum,
menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang
mengganggui lingkungan);

2. Criminal Libel (fitnah, pencemaran nama);

3. Contempt of court {(pelanggaran tata tertib pengadilan).

Akan tetapi kebanyakan strict liability terdapat pada delik-delik yang

diatur dalam undang-undang (statutory offences; regulatory offences;

mala prohibita) vang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap

* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 141
* Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Op.Cit, hal 28-29.
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kesejahteraan umum (public welfare offences). Termasuk regulatory
offences  misalnya, penjualen makanan dan minuman atau obat-

obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang

menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Barda Nawawi Arief juga mengungkapkan bahwa
pertanggungjawaban pidana kerporasi  dapat juga semata-mata
berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar
atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu oleh
korporasi ini dikenal dengan istilah “Companies offences”, “situational
offences’, atau strict liability offences”. Misalnya dalam suatu
ketentuan undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi

korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.

Ada dua pandangan atau pendapat mengenai strict liability dan
absolute liability sebagai berikut : %

| 1. Strict liability merupakan Absolute liability. Alasan atau dasar
: pemikirannya ialah : bahwa dalam perkara Strict liability
seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus
reus) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah
dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku
mempunyai kesalahan {mens rea) atau tidak. Jadi seseorang
yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan
undang-undang harus /mutlak dapat dipidana.

*! Barda Na\‘vawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, hal 163.
?% Barda Nawawi Arief , Perbandingan Hukum Pidana, Op.Cit, hal 31.
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2. Strict liability bukan Absolute liability. Artinya orang yang telah
melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak
harus atau belum tentu dipidana.

Selain doktrin atau teori Strict liability tersebut di atas, juga
dikenal pula suatu doktrin “Vicarious fiability”. Dalam ajaran Vicarious
liability,. menurut Mardjonio Reksodiputro dapat disebut sebagai
tanggung jawab yan'g dialihkan kepada orang Ia‘in {manusia atau
korporasi) oleh pelaku fisik. Karena adanya hubungan antara orang
yang mempertanggungjawabkan dengan pelaku fisik. * Sebagaimana
dalam hukum perdata juga mengénal pula bangunan serupa , dimana
korporasi sebagai majikan beﬁanggungjawab atas Kkerugian yang
ditimbutkan oleh pegawainya dalam rangka pekerjaan korporasi, yang
disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan hal

tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 1367 KUH Perdata

Indonesia”. *

Dalam pasal 1367 KUH Perdata tersebut dinyatakan sebagai
berikut :

“‘majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain
untuk rmewakili urusan-urusan mereka , adalah bertanggungjawab
tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau
bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana
orang-orang ini dipakainya”.

3 Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hal 112.
** 1bid, hal 112,
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Menurut Mardjono Reksodiputro®® dalam ajaran vicarious
liability ini hubungannya tidak selalu periu hubungan majikan dengan
pegawai, karena dapat juga dengan ‘“orang lain” yang mewakili
korporasi. Pengalihan tanggung jawab ini penting, justru karena dalam
korporasi yang besar dengan struktur organisasi yang rumit, tidak
selalu jelas hubungan antara pelaku fisik dengan korporasi yang
bersangkutan. Pertanggungjawaban demikian misainya terfadi dalam
hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleit orang lain itu ada datam
ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. % Terpenting dalam
bangunan hukum tanggung jawab yang dialihkan ini adalah bahwa
tidak perlu terdapat kesalahan pada pelaku fisik (dan tidak perlu pula
ada kewajiban hukum ), karena yang menentukan adalah adanva
Kewajiban hukum (yang dilanggar) oleh korporasi.97 Jadi pada
umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan
antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.*®

Peter Gillies mengemukakan pendapatnya mengenai doktrin
Vicarious liability sebagai berikut : %

“Seseorang dapat dipertanggungjawabkaﬁ atas perbuatan dan
kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir

% Loc.cit

% Mu]ad1 dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 141.
*7 Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal 112,

o Mu!ad; dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, ha! 141,

% Peter Gilties datam Barda Nawawi Anef Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Op.cit, hal 151-
152,
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semuanya ditujukan pada delik undang-undang (statutory
offences), dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-
undang (sebagaimana dapat dibaca dalam ketentuan

.didalamnya) bahwa delik ini dapat dilakukan baik secars

vicarious maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak
semua delik dapat dilakukan baik secara vicarious. Pengadilan
telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal
ini. Salah satunya adatah “employment principle”. Menurut
doktrin ini, majikan {(employer) adalah penanggung jawab utama
dari perbuatan-perbuatan para buruh atau karyawan yang
melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau
pekerjaannya.” :

Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “thé vicar's criminal act”

(perbuatan datam delik vicarious) dapat dihubungkan dengan majikan

atau pembuat (principal). Hal ini berbeda dengan Inggris, dimana “a -

guilty mind” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada

delegasi kewenangan dan kewaijiban yang relevan (a relevan

“delegation” of power and duties) menurut undang-undang. 1

1944

Putusan — putusan pengadilan inggris dan Australia sebelum

mengenai pengenaan pertanggungjawaban korporasi dengan

menunjuk pada perbuatan karyawan atau agennya, mungkin terkena

pengaruh berbagai penafsiran, yaitu : %'

1.

2.

Pengakuan bahwa perusahaan, sama dengan manusia, dapat
bertanggungjawab secara pengganti atas tindak pidana yang
dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya,
dimana delik itu merupakan salah satu delik yang dapat
dilakukan secara vicarious;

Perusahaan, tidak seperti karyawan atau pembua, bertanggung
jawab atas semua delik yang dilakukan oleh pegawai atau

19 1hid. hal 152.

1 \bid, hal 152-153.
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agennya dalam ruang lingkup pekerjaannya, dengan ketentuan
delik-delik ini mampu dilakukan oleh perusahaan,

Penafsiran yang pertama berpendapat bahwa perusahaan dapat
melakukan delik-delik tertentu secara mengganti berdasarkan atas
perbustan karyawan atau agennya. Sedangkan penafsiran yang kedua
tidak dapat dipertahankan atau diteruskan, dengan diterimanya
pengakuan oleh pengadilan-pengadilan di Inggris dan Australia

terhadap doktrin “the direct corporate liability”, yang semata-mata

membatasi korporasi terhadap delik-delik yang tidak mampu dilakukan

oleh orang lain secara mengganti (vicariousty).'%?

Berdasarkan pada ‘“employment principle’, bahwa majikan
(“employer’) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh
atau karyawan; jadi “the servant’s act is the masters act in law”.
Bertolak dari “empi‘oyment principle” dalam hubungannya dengan
vicarious liability, Peter Gillies'” membuat proposist sebagai berikut -

1. Suatu perusahaan (seperti hainya dengan manusia sebagai
pelaku/pengusaha) dapat bertanggungiawab secara mengganti
untuk perbuatan yang dilakukan oleh Karyawannya atau
agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk
delik yang mampu dilakukan secara vicarious.

2. Dalam hubungannnya dengan “employment principle”. delik-

delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “summary
offences” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.

' Tbid, hal 153.
193 Ibid, hal 154.
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3. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup
pekerjaannnya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah
penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara
alami (perorangan), tidak telah mengarahkan atau memberi
petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan
pelanggaran terhadap hukum pidana (bahkan daiam beberapa
Kasus, vicarious lability dikenakan terhadap majikan walaupun
Karyawan melakukan pertuatan bertentangar, dengan instruksi,
berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang
sebagai telah melakukan perbuata itu dalam ruang lingkup
pekerjannya). Oleh karena ituy, apabila perusahaan terlibat,
pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan
telah menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Selain itu masalah hubungan antara majikan dengan karyawan
bisa didasarkan dengan “the delegation principle”. Jadi “a guilty mind”
dari buruh atau karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada
pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada “a

relevan delegation of powers and duties”) menurut undang-undang.®

Dalam doktrin ‘the direct corporate liability” atau ‘“the
identification doctrine” dinyatakan bahwa kesalahan terdapat pada
pejabat senior vyaitu orang-orang tertentu yang berhubungan erat
dengan korporasi dan dengan pengelolaan korporasi. Dengan kata
lain bahwa perbuatan atau delik dan kesalahan atau sikap batin
pejabat  senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin

perusahaan. Sedangkan unsur-unsur delik dapat dikumputkan dari

1% 1bid, hal 152
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perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Sebagaimana

Peter Gillies'® menyimpulkan sebagai berikut :

1.

sikap

Perbuatan/kesalahan  “pejabat  senior”  (“senior officer’)
diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi;

Perusahaanberianggungjawab atas tindak pidana yang
dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang
la melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau
dalam transaksi perusahaan.

Selanjutnya Peter Gillies mengidentifikasikan perbﬁatan dan

batin pejabat senior sebagai perbuatan dan sikap batin

perusahaan. Dengan kiasan atau metafora dari Hakim Denning L.J.

dalam perkara H.L. Bolton (Engineering) Co. Ltd v. T.J. Graham dan

Sons Ltd. (1975) berikut ini : 1%

“Suatu perusahaan dalam banyak hal disamakan dengan
orang. la mempunyai pusat ofak dan syaraf yang mengontrol
apa yang diperbuat. fa juga mempunyai tangan-tangan yang
memegang alat-alat dan berbuat sesuai dengan petunjuk-
petunjuk pusat syaraf itu. Beberapa orang di dalam perusahaan
itu ada yang semata-mata pegawai atau agen-agen vang tidak
lebih daripada tangan-tangan untuk melakukan pekerjaan dan
tidak dapat dikatakan mewakili sikap batin dan keinginan
perusahaan. Yang lain adalah para direktur dan manajer yang
mewakili atau -melambangkan sikap batin dan kehendak
perusahaan . Keadaan jiwa/ sikap batin para manajer ini
merupakan keadaan jiwa/sikap batin perusahaan dan
diperlakukan demikian menurut UU.”

19 Thid, hat 155-156.

1% 1bid, hat 158,
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Dengan demikian, untuk t.ujuan-tujuan hukum maka pejabat
senior adalah orang-orang yang. mengendalikan perusahaan, baik diri
sendiri maupun pejabat bersama senior lainnya. la mewakili “sikap
batin dan kehendak” perusahaan, dan ia dibedakan dari mereka yang
semata-mata sebagai pegawai dan agen dari perusahaan yang harus
melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pejabat senior. Pada umumnya
para pengendali perusahaan adalah “para direktur dan -manajer’.
Menurut Barda Nawawi Arief'”, konsep tersebut dapat dilihat dari
beberapa pandangan yang mengidentifikasikan “senior officer’
sebégai berikut :

1. Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets Ltd (1972) :

- Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri
dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-peiabat
tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan
berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.

- Pejabat senior tidak mencakup "semua pegawai perusahaan
yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi
perusahaan”.

2. Lord Morris : Pejabat senior adalah orang vang
tanggungjawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “the
directing mind and will of the company”.

3. Viscount Dilhormne :

- “.In my view, a person who is in actual control of the
operations of a company or of part of them and who is not
responsible to another person in the company for the
manner in which he discharges his duties in the sense of

7 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal
234.
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being under his orders, is to be viewed as being a senior
officer”,

- Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya
mengendalikan jalannnya perusahaan (atau ia merupakan
bagian dari para pengendali), dan ia tidak bertanggungjawab
pada orang lain dalam perudsahaan itu.

. Lord Diplock : Mereka-mereka vang berdasarkan

memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil

keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan,
telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.

. House of Lord : manajer dari salah satu toko/ supermarket
berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior; ia tidak
berfungsi sebagai ‘the directing mind and the will of the
company”. la merupakan salah seorang yang diarahkan. la
merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan
utusan/delegasi perusahaan yang diserahi tanggungjawab..

. Hakim Bowen C.J. dan Franki J (dalam perkara Universal

Telecasters, 1977, di Australia) : Manajer penjualan (“the sales
manager) dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun
televisi, bukanlah “senior officer”.

. Hakim Nimmo J. (Hakim ke-3 dalam perkara Universal
Telecasters) :

- Manajer penjualan dapat diidentifikasikan sebagai
perusahaan, yaitu sebagai “senior officer”.

- Walaupun orang itu (manasjer penjualan) tidak memiliki
kekuasaan manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai
Kekuasaan manajerial (managerial discretion) yang relevan
dalam bidang operasi perusahaan yang menyebabkan
timbulya delik. Dengan kata lain , dalam pandangannnya,
pejabat perusahaan dapat menjadi “senior officer’ daiam
bidang yang relevan, walaupun tidak untuk semua tujuan.

. Supreme Court Queensland : manajer perusahaan penjual
motor (motor dealer) dapat dipandang sebagai “senior officer”,
dapat juga sebagai ‘the sales manager” yang kepadanya
manajer mendelegasikan pengendalian hisnis selama manajer
absen.

. Supreme Court di Australia Selatan (merefleksikan
pandangan Nimmeo di atas) :
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- Dalam delik lalu lintas, manajer operasi dan juga manajer
yang bertanggungjawab pada pengawasan kendaraan dan
sopir, dapat dipandang sebagai “senior officer”.

- Putusan ini merefleksikan pandangan Nimmo J. di atas
bahwa seorang pejabat dapat menjadi “senior officer” untuk
tujuan-tujuan yang relevan, walaupun pejabat senior itu tidak
mempunyai kekuasaan manajemen yang umum (a general
power of managemenit).

Berlainan dengan kedua model pertanggungjawaban pidana
korporasi di atas, Swiss menerapkan apa yang dinamakan dengan
“cumulative criminal liability of the enterprise” Pertanggungjawaban
pidana ada pada korporasi jika pihak penyidik mengalami kesulitan
untuk menentukan individu yang bertanggungjawab atas tindak pidana
yang terjadi dalam ruang lingkup korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam
Atticle 100 quater of the Swiss Criminal Code sebagai berikut : 1%

1. An enterprise is liable for a crime or a misdemeanour
committed within the enterprise and in furtherance of
business activity consistent with the purpose of the
enterprise if no specific natural person may be held liable
because of a lack of organisation within the enterprise

Berdasarkan doktrin maupun teori yang telah dikemukakan di

atas dapat dilihat bahwa suatu korporasi dimungkinkan untuk dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana, namun -demikian menurut

198 Schellenbergwittmer, Criminal Liability of Legal Entities , www.swlegal.ch, 2003
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Muladi'® perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi

hendaknya memperhatikan hai-hal sebagai berikut :

1.

2.

Korporasi mencakup baik badan hukum (fegal entity) maupun non
badan hukum sepert; organisasi dan sebagainya.

Korporasi dapat bersifat privat (private judicial entify) dan dapat
puta bersifat publik (oubfic entity).

Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana dilakukan dalam
bentuk organisasional, maka orang alamiah {managers, agents,
employees) dan korporasi dapat dipidanz baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama (bepunishment provision). )

Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa
yang dinamakan breach of a statutory or regulatory provision.

Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah
orang-orang vyang bertanggungjawab di dalam badan hukum
tersebut berhasil diidentifikasikan, dituntut dan dipidana.

Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat
dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.

. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan

kesalahan perorangan.

. Pemidanaan terhadap Karporasi ‘hendaknya memperhatikan

kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melelui
kebijakan pengurus (corporate executive officers) yang memiliki
kekuasaan untuk memutuskan (power of decision) dan keputusan
tersebut tetah diterima (accepted) oleh korporasi tersebut.

' Muladi , Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan Undang-

ang Nomor 23 Tabun 1997, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol I/No.1/ 1998, ditcrbitkan
atas kerjasama antara Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (ASPEHUKI)
dengan PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hal 8-9.
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BAB (il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola dan Aturan Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam Peraturan

Perundangan di Indonesia

1. Pola pemidanaan bagi korporasi

-

Di dalam menjawab persoalan pertama dalam tesis ini yang
menyangkut bagaimanakah pola pemidanaan bagi korporasi dalam
peraturan perundangan yang ada di Indonesia selama ini, maka terlebih
dahuiu akan diperlihatkan mengenai jenis sanksi (hukum) pidana,
lamanya (berat ringannya) pidana dan perumusan sanksi pidana bagi
xorporasi yang ada dalam peraturan perundangan di Indonesia.

a. Jenis sanksi bagi korporasi
1) UU No. 7 Drt. Tahur; 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

a} Pidana Pokok :
(1) Pidana Mati (Apabila TPE dilakukan dalam keadaan

tertentu; UU No.5/PNPS/1959)

(2) Pidana Penjara
(3) Pidana Kurungan

(4) Pidana Denda
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Catatan :
Jenis hukuman berupa pidana mati, penjara dan kurungan
tidak dapat diterapkan pada korporasi, namun tidak ada
- ketentuan yang menyatakan jenis pidana badan tersebut
hanya untuk pengurus korporasi, sehingga menyebabkan
kerancuan karena menurut Pasal 15, dinyatakan hukuman
pidana dapat dijatuhkan baik terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik mereka yang
memberi perintah melakukan tindak pidana akonomi itu atau
yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau

kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

b) Pidana Tambahan :

(1) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP
untuk  waktu sekurang—kurangnya enam bulan dan
selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman
kawalan atau dalém hal dijatuhkan hukuman denda
sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya
enam tahun. lebih lama dari hukuman kawalan atau
dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-
Kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam

tahun;
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(2) Penutupan seluruh atau ssbagian perusahaarj Si
terhukum, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan
untuk waktu selama-lamanya satu tahun;

(3) Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan
yang tidak berwujud, dengan mana atau mengenai manz
tindak pidana ekonomi itu dilakukan atau vyang
seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak
pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-
barang yang menggantikan barang itu, tak perduli
apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan
si terhukur‘nlatau bukan;

(4) Perampasan barang-barang tetap vang berwujud dan
yang tidak berwujud, vyang termasuk perusahaan si
terhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan,
begitu pula harga lawan barang-barang itu yang
menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah
barang-barang atau harga lawah itu kepunyaan si
terhukum atau bukan, akan tetapi sekedar barang-
barang itu sejenis dan mengenai tindak pidana
bersangkutan dengan barang-barang yang dapat

dirampas menurut ketehtuan tersebut sub ¢ di atas;
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(5) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau

penghapusan seluruh atau s=zbagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si
terhukum  oleh  Pemerintah berhubung  dengan

perusahaannya untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

(6) Pengumuman putusan hakim.

Catatan : : b

Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP,

berorientasi pada orangfindividu, oleh karena itu hanya

dapat diterapkan pada pengurus korporasi.

Tindakan tata-tertib

(1). Penempatan Perusahaan siterhukum, di mana

).

dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah
pengampuan untuk selama-lamanya tiga tahun dalam
hal tindak pidané itu kejahatan dan dalam hal tindak
pidana ekonomi itu adalah pelanggaran, maka untuk
waktu selama-lamanya dua tahun;

Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-
banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu
selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana
ekonomi itu kejahatan dan dalam hal tindak pidana

ekonomi itu adalah pelanggaran, maka uang jaminan
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itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah,
untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai
penéabutan keuntungan menurut taksiran vyang
diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindak pidana-
tindak pidana semacam itu, dalam hal cukup bukfi-bukti
bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terhukum;
Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa
hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan
melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat
satu sama lain , semua atas biaya si terhukum sekedar

hakim tidak menentukan lain.

2) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

ay Pidana Pokok :

Penjara

Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi

pidana yang tersedia ini dijatunkan kepada korporasi

atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh

korporasi.
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b) Pidana tambahan :

- pencabutan izin usaha industri

3) UU No. 9 Tahun 1985 tentané Perikanan
a) Pidana Pokok :
- Penjara
- Kurungan *
- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi

pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau

pengurus korporasi ‘jika tindak pidana dilakukan oleh
kKorporasi.
b) Tindakan :

- Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang
dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas
untuk negara.

4) UU No. 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan
a) Pidana Pokok:

- Denda
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Catatan :

Berdasarkan Pasal 108 ayat {1) huruf a dan b, sanksi pidana
ini dijatunkan kepada badan hukum, perseroan atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
dan atau mereka yang memberikan perintah  untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak

sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.

b) Tindakan :

- Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak

pidana kepabeanan dirampas untuk. negara.

- Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dapat dirampas untuk negara.

5) UU No. § Tahun 1997 tentang Psikotropika
a) Pidana Pokok :
- Denda |
Catatan :
Dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70 ada ketentuan
- korporasi dapat dipidana, tetapi tidak ada penegasan

apakah pengurus korporasi dapat dipidana.
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b) Pidana Tambahan:

- Pencabutan Izin Usaha

Catatan :

Terdapat adanya perbedaan sistem pemidanaan dalam
Pasal 569 ayat (3), yakni korporasi hanya dikenakan denda,
sedangkan dalam Pasal 70 selain dikenakan denda
korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa

pencabutan izin usaha.

8) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
a) Pidana Pokok :

- Denda

Catatan :

Secara umum jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap
korporasi adaiah denda, namun secara khusus dalam Pasal
89 disebutkan pengurus pabrik obat dapat dipidana penjara
dan denda, serta dalam Pasal 99 disebutkan pimpinan
rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotek, lembaga

ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi dapat dipidana

penjara dan denda.




b} Pidana Tambahan :
- Perampasan narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari
tindak pidana narkotika serta barang-barang atau

peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak

pidana narkotika untuk negara.

.7) UU No. 23 Tahun 1997 teniang Pengeloiaan Lingkungan

Hidup

‘a) Pidana Pokok :
(1) Pidana Penjara
(2) Pidana Denda
Catatan :
Jenis hukuman berupa pidana mati, penjara dan kurungan
tidak dapat dite_:rapkan pada korporasi, namun tidak ada
ketentuan yarig menyatakan jenis pidana badan tersebut
hanya untuk pengurus korporasi, karena menurut Pasal 15,
hahya dinyatakan hukuman pidana dapat dijatuhkan baik
terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau
yayasan itﬁ, baik mereka yang memberi perintah melakukan
tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai
pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun

terhadap kedua-duanya.




b) Tindakan Tata Tertib

(1). perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau

(2). penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan:,
dan/atau

(3). perbaikan akibat tindak pidana; daniatau  ~

(4). mewajibkan mengerjakan apa yang dialaikan
tanpa hak ;dan/atau

(5). meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

(6). menempatkan perusahaan di bawah pengampuan

paling lama (3) tiga lahun.

8) UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan
a) Pidana Pokok:
(1) Penjara
(2) Denda
Catatan :
Jenis pidana penjara diterapkan karena dalam Pasal 46
ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

disebutkan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh




b) Sanksi (Adminstratif) :
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badan hukum vyang berbentuk perseroan terbatas,
perserikalan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan
terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik
terhadap mereka yang memberi perintah  melakukan
perbuatan itu atau yang bertindak sebagali pimpinan

dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

-

(1) Denda Uang;

(2) Tegoran tertulis

(3) Penurunan tingkat kesehatan bank

(4) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

(5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk
kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara
keseluruhan

(6) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya
menunjuk dan mengangkat pengganti sementara
sampai Rapat Umum Pemegany Saham atau Rapat
Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap

dengan persetujuan Bank Indonesia
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(7T} Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank,
pemegang saham dalam daftar orang tercela di
bidang perbankan.

Catatan :

Sanksi administratif ini tidak diintegrasikan dengan

ketentuan pidana.

9) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakiek Monopaoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
a) Pidana Pokok :
- Denda

Catatan :

Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi

pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau

pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh

korporasi.

D) Pidana tambahan :

(1) pencabutan izin usaha; atau

(2) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti
melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini
untuk  menduduki jabatan direksi atau komisaris
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun selama-lamanya

5 (lima) tahun; atau

s AT T U MV
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(3) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang

menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

10) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a) Pidana Pokok :

b)

- Penjara
- Denda

Catatan :

Dalam Pasal 61 undang-undang ini  ditentukan
penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi

dan/atau pengurus korporasi .

Pidana tambahan :

(1. Pérampasan barang tertentu; .

(2). Pengumuman keputusan hakim:

(3). Pembayaran ganti rugi;

(4). Perintah penghentian kegiatan tertentu yang
menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

(6). Kewajiban penarikan barang dari peredaran: atau

(8). Pencabutan izin usaha.
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11} UU No. 31 Tahun 1998 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
a) Pidana Pokok :
- Denda
Catatan :
Dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan sanksi pidana yang
tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi danfatau
pengurus Korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh

Korporasi.

b) Pidana tambahan :

(1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atay
yang tidak berwujud atau barang yang tidak
bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan
milik terpidéna dimana findak pidana korupsi
dilakukan, begitu pula dari barang vyang
menggantikén barang-barang tersebut;

(2) pembayaran uang pengganti  yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan haria bends yang

dipsroleh darij tindak pidana korupsi;
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(4)
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penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk
waktu paling lama 1 {satu) tahun;

pencabutan seluruh atu sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh

Pemerintah kepada Terpidana.

12} UU No. 36 Tahun 1998 teniang Teiekomunikasi

a)

b)

Pidana Pokok :

- Penjara

- Denda

Catatan :

Daiam undang-undéng ini tidak ditentukan apakah sanksi
pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi
atau pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh
korpeorasi.

Tindakan :

perampasaﬁ terhadap alat dan perangkat te!_ekcmunil—:asi
yang digunakan dalam tindak pidana telekomunikasi
untuk negara dan/ atau dimusnahkan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.
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13} UU No. 41 Tahun 1999 fentang Kehiutanan
a) Pidana Pokok :
- Penjara
- Denda

Catatan :

Pidana penjara dapat diterapkan terhadap korporasi sebab

menurui Pasal 13 ayat (13) sanksi pidana bagi” korporasi

hanya dikenakan kepada pengurus Korporasi
b) Pidana Tambahan :

- Perampasan semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan
pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya
yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 78
untuk Negara.

- Membayar ganti rugi sésuai dengan tingkat kerusakan
atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya
rehabilitasi, psmulihan kondisi hutan, atau tindakan lain

yang diperlukan.

14) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
a) Pidana Pokok :

- Penjara
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- Denda
Catatan :
Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi
pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau
pengurus Korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh
korporasi.

b) Tindakan : -
- Penyitaan dan pemusnahan barang-barang hasil

pelanggaran paten.

15) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek
a) Pidana Pokaok :
- Penjara
- Kurungan
- Denda
Catatan :
Dalam undang-undang ini tidak ditentuka_n apakah sanksi
pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau
pengurus korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh
korporasi.

b) Pidana tambahan: -
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16) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang

a) Pidana Pokok :
- Denda
Catatan :
Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau
kuasa pengurus atas nama korporasi, maka mehurut Pasal
4 ayat (1) penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap

pengurus danfatau kuasa pengurus maupun terhadap

korporasi.
"b) Pidana tambahan :
- - pencabutan izin usaha dan/fatau pembubaran korporasi

yang diikuti dengan likuidasi.

17) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
a) Pidana Pokok:
- Penjara
- Denda
Catatan :
_ Dalam undang-undang ini tidak ditentukan apakah sanksi

pidana yang tersedia ini dijatuhkan kepada korporasi atau




pengurus Korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh
korporasi.
b) Pidana tambahan:
~ Perampasan ciptaan atau barang yang z11eru§akan hasil
tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat
yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut

oleh Negara untuk dimusnahkan. . .

18) UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
a) Pidana Pokok :
- Denda
Catatan :
Dalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal
tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana
dikenakan terhadap Badan Usaha ~dan  atau
pengurusnya.
b} Pidana tambahan:
(1) pencabutan lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
atau lzin Operas.

(2) pemberian ganﬁ rugi




19}UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a) Pidana Pokeck :
- Denda
Catatan :
Dalam Pasal 90 ditentukan sanksi pidana yang tersedia
ini dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus
korporasi jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

b) Pidana tambahan : -

Resume :

Berdasarkan hasil peneliian di atas dapat terlihat jenis
pidana bagi korporasi yang ada dalam berbagai ketentuan
perundang-undangan mengacu pada jenis sanksi pidana yang
ada dalam aturan umum KUHP yakni pidana mati, penjara,
kurungan, dan denda. Dalam mengenakan jenis sanksi pidana
ini, pembuat undang-undang ada yang mengenakan pada
korporasi saja, pengurus korporasi saja serta menerapkan pada
korporasi dan pengurus korporasi.

Hal ini menyebabkan‘ ada jenis sanlsi pidana yang rancu
untuk diterapkan bagi korporasi, karena sanksi tidak jelas
diterapkan kepada siapa, apakah kepada korporasi, pengurus

korporasi ataukah keduanya?
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Sebagai contoh dapat dilihat dalam Undang-undang
Paten, Undang-undang Merk dan Undang-undang Hak Cipta.
Dalam ketentuan ketiga undang-undang tersebut jenis sanksi
pidana yang tersedia adalah pidana penjara dan pidana denda
(dalam UU Merk terdapat jenis pidana kufungan) Dalam ketiga
ketentuan tersebut tidak ada penjelasan sama sekali mengenai
kepada siapakah jenis sanksi pidana ini diterapkan vjika tindak
pidana dilakukan oleh korporasi, hal ini akan membawa
masalah sebab pidana bédan berupa penjara ataupun
kurungan tidak bisa diterapkan terhadap korporasi, jenis pidana
tersebut hanya dapat diterapkan terhadap pengurus korporasi.
Sedangkan yang dapat diterapkan kepada korporasi hanya
bidana denda.

Dalam beberapa undang-undang lain ada yang ditentukan
bahwa jenis sanksi pidana tertentu yang dapat diterapkan
kepada korporasi. Misain.ya dalam UU No0.22 Tahun 1897
tentang Narkotika disebutkan bahwa ljenis sanksi yang
dikenakan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, hal ini
tentu akan membawa permasalahan apabila orang yang
melakukan tindak pidana menyatakan bahwa ia melakukan
tindak pidana tersebut untuk atau atas nama karporasi ataupun

dalam ruang lingkup usahanya sehingga ia tidak akan dikenai




85

pidana penjara tetapi hanya akan dikenai pidana denda. Hal ini
tentu tidak akan menimbulkan sfek penjeraan terhadap pelaku
tindak pidana narkotika, karena keuntungan dari tindak pidana
narkotika sangat besar melebihi jumlah dana vyang harus
dikeluarkan jika hanya untuk membayar pidana denda.

Demikian juga dalam Undang-undang Kepabeanan, disebutkan
bahwa jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi
hanyalah pidana denda. .,Sebégairﬁana tindak pidana narkotika,
keuntungan yang diperoleh dalam tirdak pidana kepabeanan ini

sangat besar sehingga apabila yang diterapkan hanyalgh

‘pidana denda tentu tidak akan memberikan efek jera bagi para

pelakunya,

Jenis sanksi pidana pokok yang diterapkan kepada
korporasi yang dipandang rasional hanyalah pidana denda.
Padahal dalam beberapa. ketentuan perundangan yang dapat
dituntut dan dijatuhi hukuman adajah Korporasi sendiri, 'aiau
korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja. Dengan
pencantuman jenis sanksi pidana pokok yang berupa denda
saja tentu menguntungkan bagi pelaku tindak bidana yang
m_engatasnamakan tindakannya tersebut untuk atau atas nama

Korporasi, karena ia hanya akan dikenai pidana denda
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Pidana badan kelihatannya memang hanya berorientasi
pada orang bukan pada korporasi, narnun demikian apabila
dilibat dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam beberapa
undang-undang, terdapat aturan bahwa jika suatu tindak pidana
dilakukan untuk atau atas nama korporasi, maka penuntiutan

dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi dan

atau pengurusnya.
Dengan tidak ditegaskannya apakah suatu korporasi hanya
dikenakan suatu jenis sanksi pidana misalnya denda, maka

jenis sanksi. pidana berupa pidana mati, penjara, mapun

kurungan ini tentunya diterapkan untuk pengurus korporasi.

b. Berat ringannya pidana

Tabel berat ringannya pidana vagi korporasi

Undang-undang

Penjara Kurungan Danda
1 | UU No. 7 Dit. Tahun 1955 - paling lama 20 | - paling - paling banyak
tentang Pengusutan, tahun  (Apabila lama 1 Rp.500.000,-
Penuntutan dan Peradilan TPE  dilakukan tahun

Tindak Pidana Ekonomi

dalam keadaan
{ertentu; Uu
No.5/PNPS/
1959)

— paling lama 6
tahun (jika TPE
dilakukan dalam
keadaan biasa)

UU No. 5 Tahurt 1984 tentang
Perindustrian

~ paling lama 10
tahun

Paling banyak
Rp.100.000.000,-
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Paling banyak
Rp.100.000.000,-

Rp.300.000.000,-
(jika pasal tersebut
diancam pidana
penjara dan tidak
menghapuskan
pidana yang ada)

paling banyak
Rp.5.000.000.000, -

Paling banyak
Rp.7.000.000,000 -

Paling banyak
Rp.750.000.000.-
{denda untuk
korporasi diperberat
1/3)

paling sedikit
Rp.1.000.000.000,- ;
paling banyak
Rp.200.000,000.000,

Paling sedikit
Rp.1.000.000.000, -
Paling banyak

R

p.
25.000.000.000,-

Paling banyak
Rp.2.000.000.000,-

Paling banyak
Rp.1.000.000.000,-
{denda diperberat
113)

Paling banyak
Rp.600.000.000,-

UU No. 8 Tahun 1985 tentang | - paling lama 10 | — pating
Perikanan : tahun lama 6
bulan
4 | UU No. 10 Tahun 1995 tentang - -
Kepabeanan
5 | UU No. 5 Tahun 1997 tentang - -
Psikotropika
6 | UU No. 22 Tahun 1997 tentang - -
Narkotika
7 | UU No. 23 Tahun 1997 tentang -
Pengelotaan Lingkungan Hidup | ~ paling lama 15
tahun
8 | UU No.7 Tahun 1992 jo. UU ~ paling singkat 5 .
No. 10 Tahun 1998 tentang tahur;  paling
Perbankan lama 15 tahun
9 | UU No. 5 Tahun 1999 tentang . -
Larangan Praktek Monopoli dan | - Paling lama 10
Persaingan Usaha Tidak Sehat tabun -
10 | UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen - Paling lama 5 -
tahun
11 | UU No. 31 Tahun 1980 jo. LU - -
No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
12 | UU No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi — Paling lama & -
tahun
13 | UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan

~ Paling lama 15
tahun

Paling banyak
Rp.5.000.000.000,-
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{pemberatan
1/3 untuk
korparasi)

{denda untuk
korporasi diperberat
1/3)

14

UU No. 14 Tahun 2001 tentang
Paten

Paling lama 4
tahun

Paling banyak
Rp.500.000.000,-

15

UU No.15 Tahun 2001 tentang
Merek

Paling lama 5
tahun

Paling
lama
1 tahun

Rp.1.000.000.000,-

16

UU No. 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang

paling sedikit
Rp.5.000.000.000,-
paling banyak
Rp.15.000.000.000,-
(denda diperberat
1/3)

17

Ut No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta '

paling singkat 1
bulan paling
lama 7 tahun

paling sedikit
Rp.1.000.000,- dan
paling banyak
Rp.5.000.000.000,-

18

UU No. 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan

Rp.1.000.000.000,-
(denda untuk

korporasi diperberat
113)

19

UU Neo. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Paling banyak
Rp.500.000.000,-
Paling sedikit
Rp.20.000.000,~
{denda untuk
korporasi diperberat
1/3)

Resume :

Perumusan berat ringannya hukuman dalam berbagai

peraturan perundangan sangat bervariasi, karena selama ini

sanksi pidana berorientasi

pada sistem maksimal.

Dalam

beberapa peraturan pidana yang baru, dianut sistem pidana

minimal khusus. Dapat dilihat misaitiya dalam undang-undang
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Tindak Pidana Perbankan pidana denda digunakan dengan
sistem minimal khusus, dan jumiah maksimalnya sangat besar
mencapai  Rp.200.000.000.000,-, sebuah jumlah jauh dari
maksimal pidana yang dirancang dalam Konsep KUHP 2000

untuk  korporasi  (denda Kategori VI) vang hanya

Rp.300.000.000,-.

Masalah penentuan jumiah tersebut memang merupakan

kewenangan dari pembuat undang-undang, namun demikian

perlu dikaji apakah dengan jumlah yang fantastis tersebut

diimbangi dengan aturen pemidanaan jika pidana denda

tersebut tidak dibayar atau tidak dapat dibayar oleh korporasi.

¢. Perumusan sanksi pidana

Tabel perumusan sanksi pidana bagi korporasi

No Undang-undang Ferumusan sanksi

1 UU No. 7 Drt. Tahun 19855 - Perumusan sanksi pidananya secara kumulatif —
tentang Pengusutan, Penuntutan alternatif . ‘
dan Peradilan Tindak Pidana - Selain pidana pokok dapat dijatuhi  hukuman
Ekonorni tambahan maupun tindakan tata tertib

2 UU No. 5 Tahun 1984 tentang - Perumusan sanksi pidananya secara alternatif
Perindustrian — Selain pidana pokok dapat dijatuhi pidana

_ tambahan
3 Ul No. 9 Tahun 1985 tentang -

Perikanan

Perumusan sanksi pidananya : kumulatif-alternatif ;
seria alternatif .

Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman
tambahan
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Merek

4 UU No. 10 Tahun 1995 tentang — Perumusan sanksi pidananya tunggal
Kepabeanan - Selain pidana pokok dapat dijatuhl hukuman
tambahan
5 UU No. 5 Tahun 1997 tentang - Perumusan sanksi pidananya tunggal (Pasal 59 (3)
Psikotropika — Dalam Pasal 70 dikatakan dapat dikenakan denda
dan pidana tambahan berupa pencabutan izin
usaha.
6 UU No. 22 Tahun 1997 tentang ~ Perumusan sanksi pidananya tunggal
Narkotika — Selain pidana pokok dapat dijatuhi pidana
tambahan
7 UU No. 23 Tahun 1997 tentang ~ Perumusan sanksi pidananya kumutatif
Pengelolaan Lingkungan Hidup — Selain pidana pokok, dapat dijaiuhi tindakan tata
tertib.
8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang | - Perumusan sanksi pidananya kumulatif
Perbankan —. Selain pidana pokok dapat dijatufi sanksi
adminstratif
9 UU No. 5 Tahun 1998 tentang ~ Perumusan sanksi pidananya tunggal
Larangar Praktek Monopoli dan - Selain pidana pokok dapat dijaiuhi hukuman
Persaingan Usaha Tidak Sehat tambahan maupun tindakan tata tertib
10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang - Perumusan sanksi pidananya alternatif.
Perlindungan Konsumen - Selain pidana pokok dapat dijatuhi pidana
tambahan
11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang — Perumusan sanksi pidananya tunggal,
Pemberantasan Tindak Pidana ~ Selain. pidana pokok dapat dijatuhi hukuman
Korupsi tambahan
12 UU No. 36 Tahun 1999 tentang — Perumusan sanksi pidananya kumulatif-altematif.
Telekomunikasi — Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman
tambahan
13 UU No. 41 Tahun 1989 tentang — Perumusan sanksi pidananya alternatif
Kehutaran — Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman
’ tambahan
14 UU No. 14 Tahun 2001 tentang — Perumusan sanksi pidananya kumulatif-alternatif.
Paten — Selain pidana pokok dapat dijatuhi  hukuman
tambahan
15 UU No.15 Tahun 2001 tentang ~ Perumusan sanksi pidananya kumulatif-aliernati’,
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18

1 UU No. 18 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang

" Perumusan sanksi pidananya tunggal,

Selain pidana pokok dapat dijatuhi  hukuman
tambahan

17

UU No. 16 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta

Parumusan sanksi pidananya kumulatif-aiternatif.
Selain pidana pokok dapat dijatuhi hukuman
tambahan maupun tindakan tata tertib

18

UU No. 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan

Perumusan sanksi pidananya tunggal
Selain pidana pokok dapat dijatuhi  hukuman
tambahan

19

UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Perumusan sanksi pidananya tunggal.

-

Resume ;

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pola perumusan

sanksi pidana bagi korporasi sangat bervariasi. Ada yang hanya

merumuskan secara tunggal, ada yang secara aliernatif, ada
yang secara kumulatif dan ada juga yang merumuskan secara
kumuiatif-alternatif.

Adanya perumusan sanksi pidana secara tunggal (pada

‘umumnya denda) terhadap korporasi ,meriunjukkan adanya

keterbatasan persepsi bahwa suatu korporasi hanya dapat
dikenai pidana denda. Namun demikian, penerapan pidana
denda secara tunggal ini, tidak diikuti dengan adanya aturan
pemidanaan dalam pelaksanaannya, terutama apabila
korporasi tidak membayér pidana denda, ataupun tidak mampu

membayar denda tersebut.  Selain itu perumusan secara




tunggal bersifat sangat kaku, sehingga tidak memberikan pilihan
bagi jaksa atau hakim untuk menentukan sanksi yang tepat bagi
korporasi  sesuai  dengan bobot tindak pidana yang
dilakukannya.

Perumusan secara “kumulatif juga mempunyai suatu
kelemahan, yakni jika yahg diancamkan adalah pidana penjara
dan denda apabila diterapkan kepada korporasi tentu akan
rancu, karena korporasi dapat membayar denda akan tetapi
tidak Idapat dimasukkan dalam penjara. Hal ini juga
menunjukkan sifat yang kaku dari perumusan secara kumulatif.

Perumusan sanksi secara alternatif, memperlihatkan
adanya suatu elastisitas dalam pemidanaan (elasticity of
sentencing). Dengan dirumuskan secara alternatif, maka jaksa
maupun hakim mempunyai pilihan untuk menentukan sanksi
pidana yang tepat bagi korporasi sesuai dengan bobot tindak
pidananya.

Selain ketiga model perumusan di atas, terdapat juga
suatu kombinasi dalam perumusan sanksi pidana, yakni secara
kumulatif alternatif. Hal ini dapat juga dipandang untuk
memberikan pilihan bagi jaksa dan hakim untuk menentukan
sanksi pidana, sesuai dengan bobot tindak pidana ‘yang

dilakukan korporasi.




2. Aturan Pemidanaan Bagi Korporasi
Ruang lingkup aturan pemidanaan korporasi yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;
1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah metakukan tindak
pidana;
2) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
3) Penentuan Kapan pengurus korporasi dapat
dipertanégungjawabkan;
4) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
5) Penerapan pidana minimal khusus:
8) Penentuan apabila suatu jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan

oleh Korporasi.

Berikut ini akan dilihat aturan pemidanaan bagi korporasi

sebagaimana yang telah dikemukakan diatés dalam beberapa

peraturan perundangan di Indonesia :

No Undang-undang Aturan pemidanaan
1 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 1} Penentuan kapan korporasi dikatakan telan
tentang Pengusutan, Penuntutan melakukan tindak pidana : ) .
dan Peradilan Tindak Pidana - Dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan jika tindak
Ekonomi pidana itu dilakukan oleh orang-orang vang baik

berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
badan hukum, perseroan, perserikatan atau
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yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu
masing-masing tersendiri melakukan tindak
pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama
ada anasir-anasir tindak pidana tersebut,
2) Penentuan kapan korporast dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur. .
3) Penenluan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur
4) Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan :
- Dalam Pasal 15 ayat (1) diaiur siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan, yvakni :

2) badan hukum, perseroan, perserikatan atau
yayasan itu;

b) mereka yang memberi perintah melakukan
tindak pidana ekonomi itu atau yang
bertindak sebagai pemimpirrdalam perbuatan
atau kelalaian itu;

¢) kedua-duanya. .

5} Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.
6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan: - tidak diatur

UU No. § Tahun 1984 tentang
Perindustrian

1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur.

2) Penentuan kapan korparasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur,

3) Penentuan Kkapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur

4) Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan, : tidak diatur, padahal
dalam Pasal 21 ayat (1) ada subjek tindak pidana
berupa "Perusahaan Industri”.

5) Penerapan pidana minimal khusus ; tidak diatur.

6) Peneniuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan ; tidak diatur,

UU No. 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan

1) Penentuan kapan korporasi dikalakan telah
melakukan tindak pidana : lidak diatur:

2) Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungiawabkan ; fidak diatur.

3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur

4) Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal
dalam Pasal 6 dan 7 ada subjek tindak pidana
beiupa “Badan Hukum®.

§) Penerapan pidana minimal khusus ; tidak diatur.

6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan : tidak diatur.

UU No. 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan

1) Penentuan kapan Xkorporasi dikatakan telah
melakukan findak pidana :
Menurut Pasal 108 ayat (2) tindak pidana
dilakukan oleh Korporast fika :
- dilakukan  cleh  orang-orang yang _ baik
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berdasarkan hubungan kerja maupun
berdasarkan hubungan lain bertindak dalam
lingkungan badan hukum, perseroan atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau
koperasi tersebul tanpa memperhatikan apakah
orang tersebut masing-masing telah melakukan
tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama.
2) Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur.
3) Penenluan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur
4} Penertuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan :

Dalam Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa

penuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan

pada : -

a. badan hukum, perseroan atau perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau  koperasi
tersebut; dan atau

b. mereka yang memberikan perintah untuk
melakukan tindak pidana lersebut atau yang
bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan
pencegahannya.

5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.
8) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan:

Dalam Pasal 109 disgbutkan :

(1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh
terpidana, sebagai ganlinya diambil dari
kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.

{2) Dalam hal penggantian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhni,
pidana denda diganti dengan pidana kurungan
paling lama enam bulan.

UU No. 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika

1) Peneniuan kapan korporasi dikaiakan telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur,

2) Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur.

3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur

4) Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur secra tegas,
hanya dalam Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 70 ada
ketentuan korporasi dapat dipidana, tetapi tidak
ada penegasan bahwa pengurus dapat dipidana.

5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur
mengenal penerapannya.

6} Peneniuan apabila sanksi pidana atau findakan
tidak dilaksanakan : tidak diatur,

UU No. 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika

1) Penentuan kapan korporasi dikatakanm telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur.

2) Peneniuan kapan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur.

3) Penentuan  kapan pengurus korporasi dapat
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4)

5)

6)

dipertanggungjawabkan : tidak diatur

Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur secara tegas
siapa yang bertanggungjawab, hanya dalam Pasal

&9 ada aturan khusus yang
mempertanggungjawabkan “pengurus pabrik obat *
dan dalam . Pasal 99 yang

mempertanggungjawabkan “pimpinan rumah

sakitflembaga  ilmu pengetahuan/pabbrik  obat

tertentu/pedagang besar farmasi®,

Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur

mengenai penerapannya,

Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan

tidal dilaksanakan :

- Dalam Pasal 100 dinyatakan apabila pidana
denda tidak dibayar , dijatuhkan pidana kurungan
pengganti denda sebagaimama diatur dalam
peraturan  perundang-undangan vang beraku
{Ps.30 KUHPY).

UU No. 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup

1).

2).
3).

4),

5).
8).

Penentuan kapan korporasi dikatakan  teiah

melakukan tindak pidana :

- Dalam Pasal 46 ayat (2) disebutkan jika tindak
pidana dilakukan oleh atau atas nama badan
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atayu

- organisasi lain, dan dilakukan oleh ofang-orang,
baik berdasarkan hubungan kerja maupun
berdasar hubungan izin, yang bertindak dalam

lingkungan badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan aiau organisasi lain .
Peneniuan kapan korporasi dapat

dipertanggungjawabkan : tidak diatur.

Fenentuan kapan pengurus korporasi dapat

dipertanggungjawabkan : tidak diatur

Penentuan sidgpa yang dapat

dipertanggungjawabkan :

- Dalam ‘Pasal 46 ayat (1) disebutkan tuntutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana serta
tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan
hukurn, perseroan, perserikatan, yayasan atau
organisasi lain tersebut maupun terhadap
mereka yvang member perintah  untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau yang
bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan
itu atau terhadap kedua-duanya.

Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.

Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan

tidak dilaksanakan : tidak diatur.

UL No. 7 Tahun 1992 jo. UU No.
10 Tahun 1998 tentang
Perbankan

1)
2)
3)

Penentuan kapan korporasi dikatakan telah
melakukan lindak pidana : tidak diatur,
Penentuan kapan korparasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur.
Peneniuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur

4).. Penentuan siapa yang dapat
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dipertanggungjawablkan :

- Dalam Pasal 46 ayat (2) disebutkan penuntutan
dilakukan baik. terhadap mereka yang membaeri
perintah melakukan perbuatan itu atau yang
bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan ity
atau terhadap kedua-duanya {UU No. 7 Tahun
1992)

8} Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.

6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan : tidak diatur,

UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

1}. Penentuan kapan korporasi dikatakan telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur,
2). Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungfawabkan : tidak diatur,
3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur
4). Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal ada
subjek tindak pidana berupa "pelaku usaha”.
5). Penerapan pidana minimai khusus : tidak diatur,
6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan :
- Dalam Pasal 48 ayat (1) s/d {3) disebutkan bahwa
jika denda tidak dibayar diganti dengan pidaria
Kurdngan pengoanti denda.

10

UU No. 8 Tahun 1998 tentang
Perlindungan Konsumen

1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur.
2) Penentuan kapan korporasi dapat

. dipertanggungjawabkan : tidak diatur:

3) Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur

4) Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan :

- Dalam Pasal 61 disebutkan bahwa penuniutan
pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha
dan/atau pengurusnya,

5} Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.
6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan : tidak diatur.

11

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU
No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

1). Penentuan kapan korporasi dikatakan teiah
melakukan tindak pidana :

- Dalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan apabila
dilakukan olehorang-orang baik berdasarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan
fain, berlindak dalam lingkungan korporasi
tarsebut baik sendirt maupun bersama-sama.

2}. Penentuan kapan korporasi dapat
diperianggungjawabkan : tidak diatur,

3). Penentuan kapan pengurus korporasi  dapat
dipertanggungfawabkan : tidak diatur
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4). Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan :

- Dalam Pasal 20 ayat {1) dinyatakan tuntutan dan
penjatuhan pidana dapat  dilakukan terhadap
korporasi dan alau pengurusnya.

5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.
8}. Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan :

- Dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan jika terpidana
tidak membayar uang pengganti , maka harta
bendanya dapat disita dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut.

- Dalam Pasal 18 ayat {3} diesbutvan jika terpidanz
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti, maka dipidana
penjara vang lamanya tidak melebili ancaman
maksimum dari pidana pokoknya dan lamanya
sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

12 UU No. 36 Tahun 1999 tentang 1) Penentuan kapan korporasi dikatakan  telah
Telekemunikasi melakukan tindak pidana : tidak diatur.
2) Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur.
3) Penentuan kapan pengurus korporasi  dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur
4) Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan ; tidak diatur, padahal ada
subjek tindak pidana berupa “Penysienggara
telekomunikasy”,
5} Penerapan pidana minimal khusus - tidak diatur,
6)- Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan * tidak diatur.
13 UU No. 41 Tahun 1999 tentang 1). Penentuan kapan korporasi dikatakan  telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur.
Kehutanan 2). Penentuan ~ kapan _ korporasi - dapat
dipertanggungjawabkan - tidak diatur.
3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur
4}. Penentuan siapa yang dapat
diperlanggungjawabkan
- Dalam Pasal 78 ayat (13} disebutkan bahwa,
penuntutan dan penjatuhan sanksi pidananya
dilakukan terhadap pengurus korporasi, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama
5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.
B). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakart
tidak ditaksanakan : tidak diatur,
14 UU No. 14 Tahun 2001 tentang 1) Penentuan kapan korporasi dikatakan  telzh

Paten

melakukan tindak pidana : tidak diatur.

2) Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungiawabkan : tidak diatur.

3) Peneniuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur

4) Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padahal
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5}
6}

dikatakan bahwa penyidik berwenang melakukan
pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
Paten

Penerapan pidana minimal khusus ; fidak diatur.
Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan : tidak diatur.

15

UU No.15 Tahun 2001 tentang
Merek

1).
2).
3).
4,

5).
6).

Penentuan kapan korporasi dikatakan telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur.

Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur.

Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur

Penentuan siapa yang dapat
diperlanggungjawabkan : fidak diatur, padahal
dikatakan bahwa penyidik berwenang melakukan
pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
Merk;

Penerapan pidana minimat khusus : idak diatur.
Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan : tidak diatur.

16

UU No. 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang

h

2)

3)

4)

5)

Penentuan kapan korporasi dikatakan telah

melakukan tindak pidana : tidak diatur.

Penentuan kapan korporasi dapat

dipertanggungjaw ibkan :

- Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa
korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana terhadap suatu tindak pidana
pencuclan uang yang dilakukan oleh pengurus
yang mengatasnamakan korporasi, apabila
perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan
yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar
atau keterduan lain yang berlakuy bagi korgorasi
yang bersangkutan.

Penentuan kapan pengurus korporasi dapat

dipertanggungjawabkan : .

- Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa
pertanggungjawaban pidana bagi pengurus
korporasi  dibatasi  sepanjang  pengurus
mempunyai  kedudukan fungsional dalam
struktur organisasi korporasi.

Penentuan siapa yang dapat

dipertanggungjawabkan :

~ Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa
penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap
pengurus danfatau kuasa pengurus maupun
terhadap korporasi.

Penarapan pidana minimat khusus ; §dak diatur.

Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak ditaksanakan :
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- Dalam Pasal 11 disebutkan jika pidana denda
tidak dibayar, maka diganti dengan pidana
penjara.

17 UU No. 19 Tahun 2002 tentang 1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur.
Hak Cipta 2). Penentuan kapan korparasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur.
3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur
4). Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur, padaha
dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dikatakan bahwa
penyidik berwenang melakukan pemeriksaan
terhadap pihak atau badan hukum yang diduge
melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.
6). Peneniuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak dilaksanakan : tidak diatur.
18 | UU No. 20 Tahun 2002 tentang 1) Penentuan kapan korporasi dikatakan telah
melakukan tindak pidana : tidak diatur.
Ketenagalistrikan 2) Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur,
3} Penentuan kapan pengurus Korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur
.4)  Penentuan siapa yanyg dapat
dipertanggungjawabkan :

~ Dalam Pasal 65 ayat (1) disebutkan pidana
dikenakan terhadap badan usaha atau
pengurusnya,

5) Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.

6) Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan
tidak ditaksanakan : tidak diatur.

19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 1). Penentuan kapan korporasi dikatakan telah
Perlindungan Anak mielakukan tindak pidana : tidak diatur.

2). Penentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur.

3). Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan : tidak diatur

4}). Penentuan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan :

- Dalam Pasal 90 disebutkan bahwa pidana
dapat dijaluhkan kepada pengurus dan/atau
korporasinya.

5). Penerapan pidana minimal khusus : tidak diatur.
6). Penentuan apabila sanksi pidana atau tindakan

tidak dilaksanakan : tidak diatur,

T -PUSTAL-UkDIP)
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Resume :

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah
disampaikan diatas, dapat dilihat bahwa belum ada aturan
pemidanaan yang jelas dan konsisten terhadap korporasi .

a. Penentuan kapan Kkorporasi dikatakan telah melakukan
tindak pidana :

Berdasarkan pengamatan terlihat ada undang-undang
yang merumuskan kapan‘korporasi dikatakan telah melakukan
tindak pidana dan ada yahg tidak.

Dalam beberapa undang-undang ditentukan kapan
‘korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal ini
antara Iainl dapat difihat di dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 7
Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagai berikut :

‘jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang
baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan
hukum, perseroan, persertikatan atau vayasan itu, tak
perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri
melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka
bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 108 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1985

téntang Kepabeanan, tindak pidana dilakukan oleh Korporasi

‘jika dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain




bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan
atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut
masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama.”

Demikian juga dalam Pasat 46 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997

dinyatakan kapan korporasi melakukan tindak pidana sebagai

berikut :

-

“jika tindak pidana dilakukan oleh atay atas nama badan
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi
lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan
hubungan kerja maupun berdasar hubtingan lain, yang
bertindak datam lingkungan badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain .

‘Demikian juga dalam Pasal 20 ayat (2 UU No. 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . dirumuskan

sebagai berikut :

‘apabila dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan

hubungan kerja maupun berdasarken hubungan lain,

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik
sendiri maupun bersama-sama.”

Dari model perumusan di atas, dapat dilihat
digunakannya doktrin “Vicarious Liability dafam perumusan
tersebut. Perbuatan orang-orang baik berdasarkan hubungan
kerfja atau hubungan lain yang bertindak dalam korporasi

tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi. Adanya kata-

kata hubungan lain menunjukkan bahwa tidak hanya karena
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perbuatan  pengurus  ataupun pekeria saja  korporasi
bertanggungjawab, tetapi juga bisa berdasar hubungan lain
misalnya pelrbuatan agen sebuah korporasi yang bertindak
dalam ruang lingkup kerporasi.
Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan :
Dari tabel di atas capat dilihat hanya UU Tindak Pidana
Pencucian Uang sajé yang memberikan perumusan aturan
mengenai kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana, dalam peraturan lain tidak ditemui perumusan

tersebut. Korporasi bertanggungjawab sebatas tindak pidana

tersebut dilakukan dalam ruang lingkup usaha dari korporasi

tersebut. Perumusan yang demikian memang perlu ditentukan,
karena jika suatu tindak pidana tidak dilakukan dalam ruang
lingkup korporasi, maka tindakan tersebut tentunya merupakan
perbuatan individu, bukan sebagai perbuatan korporasi.
Penentuan ., Kkapan pengurus Korporasi dapat
dipertanggungjawabkan :

Berdasarkan tabel di atas, perumusan mengenai kapan
pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan hanya ada
dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pertanggungjawaban pidana pengurus dirtumuskan sebatas

pengurus tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam
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- korporasi. Perﬁmusan yang demikian menunjukkan doktrin
Identifikasi (The Identification Doctrine). Pengurus yang
mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi identik
dengan “senior officer’ karena kedudukan fungsional pada
Korporasi pada umumnya dipegang oleh pejabat senior yang
mengendalikan korporaéi (direktur dan manajer).

. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan :

Dalam berbagai peraturan perundangan yanyg ada sering

2

tidak diformulasikan secara tegas siapa yang bertanggun:

jawab dalam hal tindak pidana dilakukan untuk atau atas namsa

- korporasi.

Dalarm formulasinya ada dua model yang digunakan oleh
legislatif yakni :

(1). Subjek yang dipertanggung}éwabkan secara pidana dalam
korporasi adalah pengurus korporasi saja (lhat UU
Perbankan dan UU Kehutanan);

(2). Subjek yang dipertanggungjawabkan secara pidana dalain
korporasi adalsh. korporasi {balk itu merupakan badan
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi)
dan atau terhadap mereka yang memberi perintah untuk

melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak
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sebagai pemimpin itu atau terhadap kedua-duanya (lihat UU
Tindak Pidana Ekonomi);

(3). Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
adalah korporasi dan atau pengurUsnya atau kuasanya (lihat
UU Perlindungan Konsumen).

Apabila dibandingkan dari tiga model perumusan tersebut,

terlihat bahwa model yang kedua Iebih terperinci dalam

merumuskan subjek  yang dap'at dipertanggungjawabkan,
daripada model yang pertama dan yang ketiga. Model yang
pertama dan ketiga hanya menunjuk pengurus korporasi tanpa

- memberikan penjelasan siapa yang bertanggungjawab diantara

pengurus korporasi, dan terkesan dapat melibatkan pengurus

yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut
sehingga terkesan tidak adil. Sedangkan model yang kedua
menunjuk secara tegas siapa yang bertanggungjawab yakni
mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin itu atau
terhadap kedua-duanya. Disini terlihat penggunaan dokirin

Identifikasi (The Identification Doctrine) dalam dua model

tersebut, karena yang mempertanggungjawabkan adalah

pengurus korporast (pejabat senior).
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¢. Penerapan pidana minimal khusus :

Dari tabel di atas dapat dilihat belum ada undang-undan

yang menentukan bagaimana aturan penerapan terhadan

pidana minimal khusus. Beberapa peratyran di atas vang
memuat pidaina minimal khusus bagi korporasi, lenis pidananya
hanyalah pidana denda. Hal ini akan menimbulkan masalah
dalam hal terjadi pemberatan dan peringan pidana, apakah
sanksi pidana minimal khusus ini juga dikenar peinveratan giau
peringanan sebagaimana pidana maKsimainya.

Apabila ;suatu undang-undang mencanfumkan sanksi
- pidana minimal khusus, seharusnya undang-undang tersebut
mengatur mengatur juga aturan nemidanaannva karena KUHP
yapg ada sekarang tidak mengenal sanksi minimal khusus,
sehingga harus diatur secara khusus puia dafar undang-
undang tersebut.

Penentuan apabilz susty jenis saﬁ_ksé pidanz  tidak
dilaksanakan oleh korporasi ;

Dalam tabel aturan pemidanaan di atas, yang mungkin
dikenakan pada korporasi’ hanya pidana denda. Namun
demikian apabila korporasi dikenai pidana denda dan tidak mau
atau tidak mampu membayar pidana denda tersebut, tidak

dirumuskan mengenai aturan pemidanaannya. Jika dilihat




107

dalam Pasal 30 KUHP, jika denda tidak dibayar maka akan
digantikan dengan kurungan pengganti denda yang lamanya
maksimal enam bulan kurungan. Hal ini tentu tidak dapat
diterapkan kepada korpora_si. Sebagai perbandingan dapat
dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana uang pengganti.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan jika terpitana tidak

‘membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Perumusan yang demikian memang baik jika diterapkan

‘pada korporasi yang memiliki aset besar, nhamun bagaimana

halnya jika korporasi tidak mempunyai banyak aset Apakah
dengan kondisi tersebut korporasi harus dipailitkan dan
dibubarkan ? Hal tersebut tentu membawa efek negatif bagi
para pekerja ,pemegang saham dan para kreditur. Oleh karena
itu diperlukan adanya aturan pemidanaarn mengeinai  sanksi
pidana yang tidak dilaksanakant tidak mampu dilaksanakan

oleh korporasi.
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B. POLA PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN FORMULASI ATURAN
PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Keanekaragaman di dalam penyusunan produk legislatif yang
mengandung sanksi pidana bagi korporasi meriunjukkan betum
adanya atau belum jelasnya poia pemidanaan dan sistern pemidanaan
di Indonesia. Hal ini dépat ditihat dalam praktek legislatif “selama ini
terdapat keanekaragaman pela dalam menentukan jenis sanksi {baik
pidana maupun tindakan), jumlah atau lamanya sanksi, pola
pemberatan/peringanan sanksi dan sistem perumusan sanksi bagi
korporasi. Menurut Barda Nawawi Arief ''°, penentuan sanksi pidana
memang merupakan hak prerogatif dari b_adan legislatif, sehingga
wajar jika terdapat perbedaan. namun demikian untuk menghindari
kerancuan, ketidak konsistenar, m&aupun keanekaragaman dalam
menyusun pola pemidanaan dan aturan pemidanaan bagi korporasi,
maka dalam rangka pembaharuan hukum pidana indonesia selain
untuk individu perlu ada pula pola atau kesepakatan umum yang dapat
dijadikan pegangan terhadap masalah pidana dan pemidanaan bagi

korporasi.

1 Ba;rda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.

PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 116.
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B.1- Tujuan Pemidanaan Terhadap Korporasi

Dalam menentukan jenis-jenis pidana dan tindakan
(strafsoort) perlu diperhatikan tujuan  pemidanaan terhadap
korporasi. Dalam Konsep KUHP 2000 disebutkan bahwa tujuan
pemidanaan adalah sebagai berikut :
ke-1  mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat; )
ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan
demikian menjadikaniya orang yang baik dan berguna, _
serta mampu untuk hidup bermasyarakat:

ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbutkan oleh tindak pidana,
memuiihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
daiam masyarakat;

ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari tujuan pemidanaan pada Konsep ini terlihat bahwa tujuan

pemidanaan yang ada berorientasi pada orang, namun demikian

tujuan pemidanaan tersebut tetap dapat tetap menjadi landasan

dalam pemidanaan terhadap korporasi, karena dalam tujuan yang
pertama terkandung pandangan perlindungan masyarakat (sociai
defence), 'dalam tujuan yang kedua terkandung maksud untuk

melakukan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga
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berakar dari pandangan hukum adat Indonesia, yang berkaitan
dengan reaksi masyarakat terhadap tindak pidana, sedangkan
tujuan yang keempat bersifat spiritual yang berlatar belakang
Pancasila. Tujuan yang terakhir ini tetap dapat ditekankan dajam
pemidanaan terhadap korparasi, apabila sanksi pidana ditujukan
juga terhadap pengurus korporasi.

Menurut Fisse dan Braithwaite "' dari empat tujuan
tradisional dalam pemidanaan, yakni retribution, incapacitation,
rehabilitation, dan deterrence, tujuan yang pertama yakni
retribution (pembalasan) tidak dimaksudkan dalam konteks
korporasi. Tujuan pembalasan disini hanya digunakan untuk

menggambarkan hukuman yang patut diterima oleh korporasi.

Fisse dan Braithwaite ''2 juga mengemukakan bahwa,
secara umum tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah petaku
untuk mengulangi tindak pidana dan mempengaruht pihak lain agar
tidak melakukan tindak pidana hal inj merupakan refleksi dari
tujuan pencegahan dan rehabilitasi dalam pemidanaan, Walaupun
korporasi tidak dapat dicegah atau direhabilitasi sebagaimana

terhadap individu, tidak berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan

"' B Fisse and 7 Braithwaite, “The Allocation of Responsibility for Corporate _Crime:
Individualism,Collectivism and Accountability’ (1988) 11 Syd LR 468 p. 503,

"*'B Fisse and J Braithwaite ,_ Corporations, Crime and Acconmiability, Cambridge University
Press,Cambridge, 1993 pp.32-34.
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terhadap korporasi. Sebagai\bontoh, pengenaan denda terhadap
korporasi dapat membuat korporasi untuk menghindari perbuatan
tertentu dikernudian hari, dan dapat membuat korporasi lainnya
untuk melakukan perbuatan yang sama, dengan demikian prevehsi
Khusus, maupun umum dapat tercapai. Penerapan sanksi dapat
menyebabkan korporasi untuk mengubah struktur internal dan
membuat korporasi taat kepada hukum, dengan demikian dapat

dikatakan adanya suatu rehabilitasi.
B.2. Model Perilaku Korporasi

Menurﬁt Celia Wells'® penentuan sanksi terhadap
korborasi selayaknya didasarkan pada pemahaman perilaku
korporasi, dimana terdapat dua model perilaku yang berpengaruh,
yakni model ekonomi neo-klasik (the neo-classical economic
modef) dan model réformési perilaku atau struktural (the
beha vioural dr Structural reform model).

Model yang pertama mencari pemahaman terhadap
perilaku korporasi dengan mengaplikasikan teori ekonomi neo-
klasik.''* Secara sederhana menurut Posner'™®, dalam konteks

pidana analisa secara ekonomi memandang seseorang melakukan

B, Wells, Corporations and Criminal Resgansibility,‘Clarendon Press, Oxford, 1993 pp.124.128,
""" Lihat dalam JT Byaw, ‘The Economic Inefficienicy of Corporate Criminal Liability’ (1982) 73

Journal of Criminal Law and Crininology 582.
' R Posner, Economic Analysis of Law 4™ edn, Little; Brown & Co, Boston, 1992, , p.223.




tindak pidana karena mengharapkan keuntungan dari melakukan
tindak pidana yang melebihi dari biaya yang telah dikeluarkan.
Menurut Coffee’™®  penerapan prinsip ekonomi neo-klasik ini
membuat korporasi akan lebih berbuat secara ekonomis dan
efisien. Konsekuensinya, jika Keuntungan yang didapatkan lebih
besar biaya yang dikeluarkan, maka korporasi cendc;,rung
melakukan tindak pidana, sebaliknya jika biaya yang dikeluarkan
melebihi dari keuntungan yang didapatkan, maka korporasi
cenderung mencegah untuk melakukan tindak pidana.

Model yang kedua menurut Fisse dan Braithwaite'”,
yaitu teori perilaku yang memandang bahwa korporasi mempunyai
budaya atau kepribadian dalam hal kebijakan dan prosedur
mereka, baik secara formal maupun secara informal Di sini
terdapat suatu proses yang dinamis yakni budaya korporasi dapat
mempengaruhi perilaku individu yang ada dalam korporasi, dan
sebaliknya perilaku individu mempengaruhi budaya dari korporasi.
Meskipun terdapat hubungan antara korporasi dan individu yang
ada di dalamnya, kepentingan dari manéjer atau karyawan dari

korporasi mungkin saja berbeda dari kepentingan korporasi, dan

16 50 Coffee, “‘No Soul 1o Damn: No Body to Kick’: An Unscandalized Inquiry into the Problem of

Corporate Punishment” (1981) 79 Michigan Law Review 386 at 393,
"*7 Fisse and Braithwaite , Corporations, Crime and Accountability, Op.cit, pp.88-92.




perbedaan ini dapat mengakibatkan timbulnya perilaku Kriminal.
Secara umum dipandang bahwa perilaku ilegal dari korporasi
bersumber dari struktur pertengahan dari korporasi, bukan dari
level atas dari struktur korporasi. Seringkali terlihat para manajer
bertindak berdasarkan kebentingan mereka daripada korporasi.
Sebagai contoh, Seorang manajer mungkin melakukan perilaku
legal dalam rangka meningkatkan keuntungan dari dividinya untuk
meningkatkan karirnya. Dalam sebuah korporasi yang terdiri dari
banyak divisi, kontro! dari pengurus dalam hal keuangan,
perencanaan, serta pelaksanaannya  diserahkan kepada
manajemen dari divisi-divisi tersebut. Hal ini menyebabkan konflik
potensial antara kepentingan manajer dan korporasi. Pengawasan
yang lemah terhadap manajemen tersebut dapat menyvebahkan
perilaku ifegal yang dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Ofeh
.karena itu dengan melakukan restrukturisasi terhadap manajemen
dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh korporasi,
diharapkan dapat mencegah korporasi untuk melakukan tindak

pidana.

B.3. Model Pola Pemidanaan Korporasi

Dalam pemidanaan terhadap korporasi ada ‘dua jenis
model yahg digunakan dalam pola pemidanaan bagi korporasi,

yakni :




114

- Pola pemidanaan untuk individu tidak dibedakan dengan

korporasi;

- Pola pemidanaan untuk individu dibedakan dengan korporasi.

Mode!l yang pertama terlihat dalam KUHP Belanda yang

memasukkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal

31, namun tidak membedakan pola pemidanaan antara orang

‘dengan korporasi.  Demikian juga dalam rancangan KUHP

Nasional (Konsep) tidak dibedakan pola sanksi bagi individu dan
korporasi.

Model yang kedua terlihat dalam KUHP Prancis yang membedakan
pola sanksi antara individu dan korporasi, hal ini dapat dilihat juga
dalam KUHP Spanyol dan Federal Sentencing Guidtines {2003) di
Amerika.

Model yang pertama terlihat lebih sederhana, namun dapat
menimbulkan permasalahan bagi hakim dalam menentukan jenis
sanksi, atau sanksi yang patut dijatuhkan bagi korporasi. Menurut
Cummins™® terdapat kesulitan yang dialami hakim dalam
menghukum korporasi jika tidak tersedia sanksi alternatif bagi

korporasi sebagai berikut :

118

Cumming datam Jonathan Clough, Sentencing The Corporate Offender ; The Neglected Dimension

of Corporate Criminal Liability , www.lawbookco.com.au/academic, p.L
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“.....limited penalties under the act highlights the difficulties
faced by a sentencing judge when the offender is a
corporation. The first is the difficulty of imposing a
meaningful fine on a largecorporation. The second is the

lack of alternative sanctions.”

Terbatasnya. sanksi bagi Korparasi pada model yang
pertama tentunya dapat menyebabkan kesulitan dalam tahap
aplikasi dan eksekusi dalam fungsionalisasi hukgm pidana,
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hakim Cummins
tersebut. Hal ini disebabkan karakteristik antara individu dengan
korporasi yang berbeda, sehingga memerlukan pola pemidanaan
yang berbeda pula. Seandainya tidak dibedakan antara pola
sanksi pidana antara orang dengan korporasi, maka hendaknya
ditentukan secara tegas sanksi pidana, maupun tindakan apa yang
bisa dijatuhkan kepada korporasi.

Mode!l kedua, yang membedakan antara pcla pemidanaan
untuk individu dengan korporasi lebih fleksibel, karena
menyediakan jangkauan yang luas bagi jaksa atau hakim untuk

menentukan sanksi pidana maupun tindakan yang tepat bagi

korporasi.
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B.4. Pola Pemidanaan Korporasi dalam rangka pembaharuan

hukum pidana Indonesia

Menurut Sudarto '* fetak pembaharuan hukum pidana
ada pada konsepsi tentang pidana, tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana. Simons '® menyatakan bahwa
bagian terpenting dari suatu kftab undang-undang adalah stelsel
pidananya, lebih jauh lagi menurut Koesnoen '2' kedudukan
pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari
hukum pidananya sendiri.

| Penetapan stelsel pidana oleh pembuat undang-undang
antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana
bagi para penegak hukum dalam rangka menangguiangi kejahatan.
Di samping ity dimaksudkan_ pula untuk membatasi para penegak
hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana vang telah
ditetapkan itu. Penegak hukum tidak boleh menggunakan sarana
pidana yang tidak lebih dahulu ditetapkan oleh pembuat undang-

undang dalam tahap formulasi, dengan demikian jenis pidana yang

" Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Hukum Pidana_Indonesia . Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro Semarang tanggal 21 Desember 1974
dalam Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung,
1981, hal 83,

2% Simons datam Sudarto, Suatu Rilemma Dalam Pembaharnan Sistem Pidana Indonesia, Thid. hal 47.
121 Koesnoen, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indongsia, Sumur Bandung, 1964, hat 7.
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dipilin dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang membatasi
penegak hukum dalam tahap aplikasi dan eksekusi.

Dengan demikian jika seperangkat sanksi pidana yang telah
ditetapkan merupakan hasil pifihan yang kurang tepat atau sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adatah
wajar jika penanggulangan kejahatan menjadi  terganggu.
Hubungan antara peningkatan dan perkembangan kriminalitas
disatu sisi dengan keterbatasan jumiah sanksi pidana yang

tersedia bagi penegak hukum di sisi lain, merupakan salah satu

'masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang perlu dikaji lebih

lanjut.

Dalam membuat kebijakan pemidanaan (sentencing
policy) , alangkah baiknya jika dilakukan secara terstruktur dan
terencana, sehingga konsisten dan dapat dijadikan acuan atau
pegangan bagi penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan
hukum. Berikut ini akan dibahas mengenai pola pemidanaan bagi
korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Pola pemidanaan korporasi dalam Konsep KUHP

Konsep KUHP tahun 2000 sebagaimana yang telah
dikerpukakan di atas, menggunakan model yang tidak

membedakan antara pola pemidanaan antara orang (individu)
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dengan korporasi. Padahal dalam Konsep KUHP tahun 1972 2
mengenal adanya pembedaan jenis sanksi untuk orang dengan
korporasi yakni adanya sanksi untuk Korporasi yang disebut
dengan istilah pidana perserikatan. Pidana perserikatan dalam
Konsep KUHP tahun 1972 tersebut, adalah sebagai berikut -

1) Pembubaran perserikatan:

2} Penutupan usahanya sebagian atau seluruhnya;

3) Penempatan usahanya di bawah pengawasan pemerintah

untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hakim:

4) Pembayaran uang jaminan yang jumiahnya ditentukan oleh
hakim;

5} Penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
8) Perbaikan.akibat-akibat dari tindak pidana.

Dengan dihilangkannya sanksi pidana untuk Kkorporasi
dalam Konsep KUHP 2000 timbul pertanyaan apakah sebabnya
tidak dicantumkan secara spesifik jenis sanksi atau tindakan untuk
korporasi dalam Konsep KUHP 2000 térsebut. Setelah dilihat lebih
lanjut, mungkin maksud dari pembuat Konsep KUHP 2000 tersebut
adalah menyederhanakan dalam perumusan, karena menurut
Konsep KUHP 2000 jenis pidana pokok yang dapat diberikan
kepada korporasi hanya pidana denda, dan jenis pidana lain yang
rﬁungkin diberikan pada korporasi diintegrasikan dafam pidana

tambahan, yakni : pencabutan hak tertentu, perampasan barang

tertentu dan atau tagihan, pengumuman keputusan hakim,

122

Lihat datam Sudarta, Qp.Cit, hal 68.




119

pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat. Selain
itu ada juga yang diintegrasikan dalam Tindakan, yakni perbaikan

akibat tindak pidana, dan rehabilitasi. Dalam Konsep KUHP 2000

walaupun sudah dibedakan antara pencabutan hak antara orang

dengan Kkorporasi, tidak disebutkan secara spesifik hak-hak

korporasi apa yang dicabut, jika korporasi melakukarn tindak

pidana. Dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (2) hanya diberikan

contoh, vaitu hak untuk melakukan kegiatan dalem bidang usaha
tertentu.

Selain masalah yang disebutkan di atas, terdapat jiga
permasalahan apakah pengurus korporasi hanya dikenakan pidana
denda, karena pengurus korporasi merupakan satu kesatuan dari
Korporasi itu sendiri, mengingat datam Pasal 45 Kohsep KUHP
2000 dikatakan sebagai berikuit :

‘Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi,

penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi

dan atau pengurusnya”.
Dengan penentuan pidana pokok yang dikenakan untuk korporasi
hanya pidana denda, maka hanya pidana denda yang dapat
dijatuhkan terhadap pengurus korporasi. Hel ini disebabkan ﬁdak
ada benegasan dalam Konsep KUHP 2000, bahwa untuk pengurus

korporasi sanksi pidana pokok, pidana tambahan ataupun tindakan




B.4.2.

yang dikenakan adalah sama dengan sanksi pidana ataupun
tindakan yang diterapkan kepada orang. Menurut penulis perlu
dibedakan, karena pengurus korporasi adalah orang yang berbeda
karakteristiknya dengan korporasi sebagai organisasi, hal ini bisa
dibandingkan dengan adanya pembedaan pidana dan tindakan
untuk anak dalam Konsep KUHP 2000 di mana konsep
membedakannya dengan orang dewasa karena ada" perbedaan
sifat dan karakteristik antafa orang dewasa, sehingga selayaknya
ada pembedaan juga sanksi pidana maupun tindakan untuk
korporasi sebagai organisasi.
Usulan untuk pembaharuan pola pemidanaan korporasi
Penentuan pola pemidanaan korporasi patut untuk dikaji
lebih lanjut, karena penerapan pertanggungjawaban pidana
korporasi secara umum dalam KUHP mempunyai konsekuensi
untuk  memformulasikan pola jenis sanksi, berat ringannya

hukuman, serta perumusan sanksi pidana untuk korporasi. Oleh

karena selama ini belum ada pola pemidanaan yang konsisten

terhadap korporasi, maka perlu diadakan pola pemidanaan yang
terencana dan konsisten, sehingga dapat dijadikan acuan dan
pegangan bagi penegak hukum dalam tahap selanjutnva, yakri
tahap aplikasi dan eksekusi dalam rangka fungsionalisasi hukum

pidana. Berikut ini penulis akan mencoba menguraikan model pola
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pemidanaan untuk korporasi dalam rangka pembaharuan hukum

pidana.

. Pola jenis sanksi bagi korporasi

Beranjak dari pendekatan modet perilaku guna penentuan
jenis sarksi pidana bagi korporasi sebagaimana yang dikemukakan
oleh Celia Wells yakni model ekonomi neo-klasik (the neo-classical
economic model) dan model reformasi perilaku atau struktural (the
behavioural or structural reform modef), penulis melihat adanya
suatu urgensi untuk menggabungkan kedua model pendekatan
tersebut guna menentukan jenis sanksi pidana bagi korporasi.

Dalam perkembangan jenis-jenis sanksi bagi korporasi di
beberapa negara, - terlihat jenis pidana yvang diterapkan bukan
hanya pidana denda. Di Amerika Serikat, The United States
Sentencing  Guidelines’™ menerapkan dalam “Federal
Sentencing Guideline Manual 2003”, jenis sanksi khusus yang
dapat diterapkan pada korporasi selain denda, yakni
(a) Remedying Harm from Criminal Conduct

(1) Restitution - Organizations

(2) Remedial Orders - Organizations

(3)  Community Service - Organizations

(4} Order of Notice to Victims - Organizations

(b) Organizational Probation
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(c) Special Assessments, Forfeitures, and Costs :
(1) Special Assessments — Organizations

(2) Forfeiture — Organizations
(3) Assessment of Costs — Organizations

Catatan :

- Dari jenis-jenis sanksi pidana untuk organisasi yang ditetapkan
USSC diatas, terlihat USSC menggabungkan antara pendekatan
ekonomik dan perilaku dalam menentukan sanksi pidana bagi

korporasi

- Pendekatan ekonomik terlihat pada poin (a) ke-1dan ke-2 dan poin _

(c} karena bersifat mempengaruhi finansia korporasi, sedangkan
pendekatan perilaku terlihat pada poin (@) ke-3 dan ke-4, serta

poin (b) karena lebih bersifat memperbaiki kondisi internal

korporasi.

Di Perancis jenis sanksi pidana bagi korporasi diatur
secara khusus dalam KUHP Perancis 2001'®* KUHP Perancis
lebih terperinci dalam mengatur jenis sanksi sidana bagi korporasi
dengan membagi jenis sanksi pidana bagi korporasi untuk felonies
dan misdemeanours, serta untuk jenis pefty offences. Berikut ini

pengaturan sanksi pidana bagi korporasi dalam KUHP Perancis
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Section 2 Penalties Applicable To Legal Persons
Sub-section 1. - Penalties for felonies and misdemeanours

Article 131-37

Penalties for felonies and misdemeanours incurred by juridical
persons are: :

1° a fine
2° in the cases set out by law, the penalties enumerated under
Article 131-39,

Article 131-38

The maximum amount of fine applicable to legal persons
five times the sum laid down for natural persons by the law that
sancttons the offence.

Article 131-39 (Act no. 2001-504 of 12 June 2001 Article 14
Official Journal of 13 June 2001 )

Where a statute so provides against a legal person, a felony

or misdemeanour may be punished by one or more of the following
penalties:

1° dissolution, where the legal person was created fo commil a
felony, or, where the felony or misdemeanour is one which
carries a sentence of imprisonment of three vears or more,
where it was diverted from its objects in order to commit them;

2° prohibition fo exercise, directly or indirectly one or more social or
P

professional activity, either permanently or for a maximum
period of five years; :

3° placement under judicial supervision for a maximum period of

five years;

4° permanent closure or closure for up to five years of the

establishment, or one or more of the establishments, of the
enterprise that was used to commit the offences in question;




S° disqualification from public tenders, either permanently or for a
maximum period of five years;

8% prohibition, either permanently or for a maximum period of five
years, to make a public appeal for funds:

7 prohibition to draw cheques, except those allowing the
withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified
cheques, and the prohibitian to use credit cards, for a maximum
period of five years;

8° confiscation of the thing which was used or intended for the
commission of the offence, or of the thing which is the product
of it;

9° the public display of the sentence or its dissemination either by
the written press or by any type of broadcasting.

The penalties under 1° and 3° above do not apply to those
public bodies which may incur criminal liability. Nor do they apply
to political parties or associations, or to unions. The penally under
1° does not apply to institutions representing workers.

Sub-section 2. - Penalties for petty offences
Article 131-40

The penallies incurred by legal persons for petty offences
are:

1°  afine
2°  the penalties entailing forfeiture or restriction of rights set out
under article 131-42,

These penalties do not preclude the imposition of one or
more of the additional penalties set out under article 131-43.




Ariicle 131-41
The maximum amount of a fi

is five times that which is applicable to natural persons by the
regulation sanctioning the offerice.

Article 131-42

In relation to any petly offence of the fifth class, a fine may

be replaced by one or more of the following penalties entaifing
forfeiture or restriction of rights:

1°  prohibition to draw cheques, except those allowing the
withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified
cheques, and the prohibition to use credit cards, for a
maximum period of one year;

2°  confiscation of the thing which was used or was intended for

the commission of an offence, or of any thing which is the
product of it, '

Article 131-43

The regulation that sanctions a peity offence may provide
for the additional penally ‘mentioned under 5° of article 131-16
where the offender is a legal person. In relation to petty offences of
the fifth class, the regulation may also sef out the additional
penalty referred to under the first paragraph of Article 131-17.

Article 131-44

Where a petty offence is punished by one or more of the
additional penalties set out under article 1371-43, the court may

decide to impose one or more of the additionai penaities applicable
alone.

Sub-section 3. - Contents and implementation of certain penalties
Article 131-45

THe decision ordering the dissolution of a legal person entails its
referral to the court competent for jts liquidation.

2

ne applicable to legal persons -



Article 131-46 (Act no. 1992-1336 of 16 December 1992 Articles
345, 346 and 373 Official Journal of 23 December into force 1
March 1 994)

The decision to place a legal person under judicial
supervision entails the appointment of a fudicial officer whose remit
is determined by the court. His remit may only bear upon the
activity in the exercise of which, or on the occasion of which, the
offence was committed. At least once every six months, the judicial
officer shall report to the penalties enforcement Judge on the
fulfilment of his remit.

Upon examining this report, the penalties enforcement
judge may refer ihe matter to the court that ordered Judicial
Supervision. The court may then either impose a new penalty, or
release the legal person from judicial supervision.

Article 131-47

Prohibition to make a public appeal for funds entails
prohibition, for the sale of any lype of security, to resort any
banking institutions, financial establishments or stock market

companies, or to any form of advertising.
Article 131-48
The prohibition to exercise one or more social or

professional activities entails the consequences set out under
article 131-28,

The mandatory closure of one Oor more establishments
entails the consequences sef ouf in 131-33.

The disqualification from public tenders entails the
consequences set out in article 131-34.

The prohibition to issue cheques entails the consequences
set out under the first paragraph of articie 131-19.

The confiscation of a thing is ordered pursuant io the
conditions set out under article 131-21.




The public display or dissemination of the decision is
ordered pursuant to the conditions set out under article 137-35,

Article 131-49

A Decree in the Conseil dEtat shall determine the

- conditions for the implementation of the provisions of articles 131-

45 to 131-47 and shall determine the conditions pursuant to which
the worker's representatives are informed of the date of the
hearing.

Catatan: )

Dari jenis-jenis sanksi yang ada di atas, teriihat bahwa Perancis
juga  menggunakan pendekatan ekonomik dan pendekatan
perilaku dalam penentuan jenis sanksi pidana.

Pendekatan ekonomik terlihat antara lain pada jenis sanksi pidana
untuk denda, serta penyitaan. barang-barang yang dilakukan untuk
melakukan tindak pidana, ‘diskualifikasi dari tender pemerintah,
dan sebagainya. Sedangkan pendekatan perilaku dapat dilihat
pada sanksi penempatan korporasi di  bawah pengampuan,
pengumuman  keputusan hakim, farangan untuk melakukan

aktivitas  profesional dan sosial, pidana pengawasan dan

sebagainya.
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Dalam Pasal 129 KUHP Spanyol 1995 dikenal jenis pidana
untuk korporasi yang menurut Silvina Bacigalupo'* dikenal sebagai
“accessory consequences” sebagai berikut -

Article 129 stipulates that:

"1. The Judge or Tribunal, in those cases established in this Code
and after having heard the owners or their legal representatives,

may, establishing the reasons therefore, impose the following
consequences:

a) closure of the company and its subsidiaﬂes temporarily or
permanently; temporary closure Shall not exceed five years;

b) dissolution of the company, association or foundation;

C) suspension of the acliviies of the company, business,

d) prohibition of future activities, mercantile operations or

may be of a temporary or permanent character. If it is of a

temporary nature, the periad of prohibition shalf not exceed five
years; and

e) intervention in the company to safeguard the rights of the
- employees or of the creditors for the necessary time and without
exceeding a maximum term of five years.

Qétélﬁ_ﬁi

- Dari jenis-jenis sanksi yang ada di atas, terlihat bahwa Spanyol
juga menggunakan pendekatan ekonomik dan rendekatan
perilaku dalam penentuan jenis sanksi pidana.

- Pendekatan ekonomik terihat pada poin (@), (b), (¢} dan

(d), karena lebih bersifat finansial, sedangkan pendekatan

' Silving Bacigalupo, “Accessory Consequences" Applicable to Lepal Entities under the Spanish
Criminal Cade of 1995, WWW.iuscrim.mpg. de
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perilaku lebih terlihat pada poin (e) karena lebih ditujukan pada
perbaikan internal korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief '® mengenai jenisenis
sanksi untuk korporasi, dapat kiranya dikemukakan bahan
perbandingan dari hasil “/nternational Meeting of Experts on the
Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment” yang
diadakan di Portland, Oregon, Amerika Serikat, pada tanggal 19-23
Maret 1994, yang menyatakan bahwa semua sanksi berikut ini

dapat dikenakan kepada korporasi, yakni :

»  Sanksi bernilai uang (“monetary sanction )

1) mengganti keuntungan ekonomis (recoups any
economic benefif) yangy diperoleh sebagai hasil dari
kejahatan:

2) mengganti (recover) semua atau sebagian biaya
pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan
(reparation) setiap kerugian yang ditimbulkan;

3) denda

= Pidana tambahan berupa :

1) larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat
~ menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan
itu; ' ‘
2) perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan

kegiatan  (untuk sementara atau selamanya),
pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis:

'*% Barda Nawawi Arief . Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal
146,
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3) perampasan harta kekayaan (property/asset) dan hasil
kejahatan dengan memberikan periindunigan hak-hak
pihak ketiga yang benafid;

4) mengeluarkan atau mendiskualifikasikan
terpidana/korporasi  dari kontrak-kontrak pemeritat,
keuntungan fiskal atay subsidi-subsidi:

5) memerintahkan pemecatan, manajer dan
mendiskualifikasi petugas dari jabatannya;

8) memerintahkan terpidana/  korporast melakukan
perbuatan  untuk memperbaiki atau menghindari
Kerugian terhadap lingkungan; -

7} mengharuskan terpidana  mematuhi Syarat-syarat /
kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin
perbuatan baik terpidana dan  untuk mencegah
terpidana mengulangi lagi perbuatannnya;

8) memerintahkan publikasi fakta-fakia yang berhubungan
dengan putusan pengadilan;

9} memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-
orang yang dirugikan oleh perbuatannya:

10) memerintahkan terpidana  (apabila merupakan
organisasi) untuk memberitahukan Kepada publik di
Sémua negara tempat beroperasinya organisasi itu,
kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur,
petugas, manajer- atay Karyawannya, meigenai
pertanggungjawaban atay sanksi yang dikenakan
kepadanya;

11) memerintahkan terpidana UiTtuK melakukan
pelayanan/kerja sosial {community service).

Catatan:
- Dari jenis-jenis sanksi yang ada di atas, terlhat bahwa
pendekatan yang gunakan untuk menentukan jenis sanksi

dalam pertemuan ini juga menggunakan pendekatan




ekonomik dan pendekatan perilaku dalam penentuan jenis
sanksi pidana.

- Pendekatan ekonomik terlihat pada jenis monetary sanction
poin (1) sampai dengan (3) dan pada jenis pidana tambahan
poin (1), (2), (3), (4), (6), (8 dan (10) kareha lebih
bersifat finansial, sedangkan pendekatan perilaku
terihat pada jenis pidana tambahan poin (8), (7), (9), (10)
dan (11) kKarena lebih ditujukan pada perbaikan internal

korporasi.

Menurut Cristina de Maglie™, sanksi pidana bagi
korpcrasi pada dasamya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni
sanksi yang bersifat finansial (financial sanctions), sanksi yang
bersifat struktural (structural sanctions) dan sanksi yang bersifat
stigma (sfigmatising sanctions) bagi korporasi. Sanksi vang bersifat
finansial antara lain adalah denda, sanksi yang bersifat struktural
antara lain adaiah pembatasan kegiatan usaha, ataupun
pembubaran korporasi, sedangkan sanksi yang bersifat stigma
antara lain adalah pengumuman keputusan hakim, maupun pidana

| teguran bagi korporasi.

127 Cristina de Maglie, Corporate Crime and Sentencing: The Italian Solution + Www.iuscrim.mpg. de.




Menurut Giinter Heine 128 pada dasarnya sanksi pidana
bagi korporasi dapat digolongkan menjadi, sanksi yang bersifat
finansial (monetary sanction), sanksi yang bersifat nembatasan
bagi kegiatan perusahaan (restriction on entrepreneurial activities),
dan sanksi kombinasi lainnya. Sanksi finansial (monetary sanction)
tersebut antara lain adalah .

- recognisance -
- skimming-off of extra profits
- forfeiture
- compensation
-~ restitution
- exclusion from advantages
~ fees effecting entrepreneurial ethics
- punitive damages
- fine often including forfeiture
- total confiscation of property

Adapun sanksi pidana yang bersifat pembatasan terhadap
kemerdekaan perusahaan (restriction on enitrepreneurial activities)

menurut Heine adalah sebagai berikut - 129

— Suspension of certain rights

— Prohibition of certain aciivities

~ regulating organization and production

— removal of managers

— Sequestration, appointment of a trustee

— obligatory sale of a company

~ closure of the enterprise/departments thereof
- winding-up of the enterprise

2 Giinter Heine, Sanctions _in _the Field of Corporate __Criminal _ Liability

wrw teerim mno doefv o
www.iuscrimmpg defverlag p.6.

2% 1hid p.o.




Jenis sanksi lainnya yang dapat diterapkan kepada Korporasi

menurut Giinter Heine adalah : 13
— warning, reprimand
— decision declaratoring of responsibiiity
- equily fines

~ Corporate probation
~ publication of the judgement

Dari uraian di atas terlihat bahwa, dalam perkembangan
hukum pidana jenis sanksi pidana yang diterankan nada korporasi
sangat bervariasi sehingga dapat dijadikan model untuk jenis
sanksi bagi korporasi dalam rangka pembaharuari hukum pidana di
Indonesia. Berikut ini beberapa uisiam teitang jenis sanksi pidana
bagi korporasi.

Pidana denda

Pendapat yang ada selama inj beranggapan bahwa karena
korporasi tidak dapat dimasukkan daiam tahanan, maka sanksi yang
mungkin diterapkan hanyalah pidana denda.

Berikut ini beberapa pendapat mengena! pidena denda terhadap
korporasi :
Menurut Jonathan Clough ' pidana denda tersedia sebagai

sanksi vang diancamkan secara umum untuk tindak pidana yang

. p.11




dilakukan oleh korporag.i. Namun demikian menurut Clough, terdapat
kesulitan dalam menerapkan sanksi pidana denda jika tidak ada
alternatif sanksi lain. Kesuiitan utama adalah dalam menentukan
besarnya ukuran denda untuk korporasi tertentu. Agar pidana denda
efektif, maka harus diancarmkan jumiah yang besar guna timbulnya
efek pencegahan. Selanjutnya menurut Clough, efek pencegahan
sangat bervariasi berdasarkan kondisi alamiéh korporasi ataupun
besar keciinya korporasi. Sebagai contoh perusahaan Essc Australia
yang dikenai pidané denda sebesar $ 2,000,000 harus dilihat dalam
konteks perusahaan tersebut yang =mendapatkan pemasukan dari
Bass Strait operations sebesar $ 2,(500,000 per hari, dan Exxon Mobil
Corp yang merupakan induk perusahaan tersebut pada tahun 2000
memperoleh pemasukan sebesar US § 18 trifiun. Coffee 32
mengemukakan terdapat adarya suatu bahaya, di mana beberapa
korporési hanya akan memandang bahwa pidana denda adalah biaya
dalam melakukan bisnis {cost of doing business).

Clough " mengemukakan bahwa terdapat prinsip pemidanaan
Secara umum, yaitu besarnya pi_dana denda berkaitan dengan bobot

dari tindak pidana, dan sepatutnya tidak diterapkan berdasarkan

131 Jonathan Clough; Sentencing The Corporate Offender : The Neglected Dimension of Corporate

Criminal Liability , www.lawbookco.com.au!academic, p.7.

2 JC Coffee, ““No_Soul to Damn: No Body to Kick’: An Unseandalized Inquiry into the Problem of
Corporate Punishment” ( 1981) 79 Michigai Law Review 336 p. 407,

132 Ciough, Op.Cit, p.9.
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tingkat kesehatan dari korporasi tersebut. Konsekuensinya, meskipun
Kapasitas untuk membayar merupakan faktor yang relevan dalam
menentukan jumlah pidana denda yang dijatuhkan, hal tersebut hanya
dapat dijadikan sebagai fakior jfang memberatkan dan meringankan
pidana denda. |
Berbeda dengan jenis pidana lainnya menurut Coffe'® pada
pidana denda beban yang diterima oleh korporasi tersebut tidak jatuh
pada manajer Korporasi sehingga menyebabkan restrukturisasi
manajemen korporasi tersebut, tetapi biaya dari pidana denda tersebut
dapat dibebankan pada :
1) Pemegang saham, dengan mengurangi harga sahamnya;
2) Kreditur, dengan adanya pengurangan modal perusahaan :
3) Pekerja, - dengan adanya PHK karena adanya beban
perusahaan yang besar:dan
4) Konsumen, dengan cara menaikkan harga.
Menurut Fisse 1% terdapat kelemahan dan kekurangan dari
pidana denda sebagai berikut :
a) Kelemahan pidana denda terhadap korporasi

(1) Pidana denda meringankan baobot dari kejahatan korporasi.

** Coffe, Op.Cit, pp.401-402,

B Fisse, "Sentencing Options Against Corporations” ( 1990) 1 Crimincd Law Forum 211.




2)

(3)

Terdapat suaty anggapén bahwa pidana denda hanya
dikenakan terhadap jenis-enis tindak pidana yang
tingkatnya ringan, hal ini menunjukkan kepada masyarakat
bahwa kejahatan Korporasi bobotnya lebih ringan daripada
Kejahatan serius lainnya dan korporasi dapat membeli
kebebasan dirinya dengan hanya membayar denda.

Denda tidak mencegah kejahatan korporasi N

Korporasi-korporasi besar mungkin hanaya
memperlakukan pidana denda sebagai kerugian bisnis,
dimana lebih banyak keuntungan yang diperoleh dari
melakukan kejahatan. Korparasi mungkin dapat membayar
dendanya dengan membebankan kepada para pemegang
saham, pekerja, atau konsumen. Dalam kasus ini pidana
denda kehilangan efek pencegahan yang dimilikinya.

Sebaliknya bagi korporasi-korporasi yang kecil, denda
yang besar dapat menyebabkan mereka tidak dapat
menjalankan bisnisnya, hal ini dapat berpengaruh terhadap
para pekerja dan paré kreditur, sehingga pidana denda tidak

diterapkan. Hal ini menyebabkan pidana denda memiliki efek

_ pencegahan yang rendah.

Pidana denda tidak memenuhi tujuan rehabilitasi sebagai

tujuan pemidanaan




(4)

(5)

Ketika korporasi  dihukum untuk membayar pidana
denda, hal tersebut tidak memaksa korporasi untuk
mereview  struktur manajemennya atau mereformasi
kebijakannya yang memberi kontribusi atau menyebabkan
terjadinya. kejahatan.' Hal ini juga. menyebabkan denda
hanya memiliki efek pencegahan yang rendah.
Korporasi-korporasi  besar dapat menghindari efek
penghukuman melalui anak perusahaannya

Anak perusahaan sebagai bggian dari korporasi
dipandang sebagai bagian dari induk perusahaannya.
Dalam hal ini korporasi-korporasi besar yang melakukan
bisnis melaiui anak perusahaannya dapat menghindari efek
punitif dari denda yang diterapkan kepada anak petrusahaan
daripada induk perusahaannya, meskipun tindakannya
tersebut berdasarkan perintah dari induk perusahaannya.
Denda dapat mengenai pihak yang tidak bersalah

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, biaya
yang digunakan untuk membayar denda dapat dibayar oleh
korporasi dengan membebankannya pada para pemegang
saham, pekerja maupun  konsumen. Mereka tidak
mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku

korporasi dalam melakukan kejahatan. Demikian juga dalam




hal denda diterapkan kepada korpoérasi yang kecil, maka
apabila denda tidak .dapat dibayaré akan menyebabkan
korporasi tersebut tidak dapat berop%erasi, sehingga dapat
membawa dampak negatif bagi pekeérja, pemegang saham

ataupun para kreditur.

b) Keuntungan dari pidana denda

(1) Denda relatif lebih mudah diterapkén dan lebih ringan

biayanya, serta meningkatkari pendapaitan negara. Demikian
juga dengan diterapkannya pidana der%da, pemeiintah tidak
perlu ikut campur tangan dalam manajeimen korporasi.

Di Amerika Serikat ' pidana dencé:[a tetap merupakan
piihan utama dalam menghukum korpo;rasi yvang melakukan
kejahatan Federal, U.S. Sentencing Commission (USSC)
melakukan pendekatan untuk memfom'iiulasikan sanksi yang
efektif terhadap korporasi dengan caéra mengevaluasikan
kembali cara dalam menentukari jur%niah denda. USSC
membuat kategorisasi pidana denda ;berdasarkan tingkat
keseriusan tindak pidana, diperhitungl:(an dengan tingkat

keuntungan atau kerugian yang diakihat:kan tindak pidana.

"8 Lihat United States of America, Sentencing Commission, Supplementmy Report on Sentencing
Guidelines for Organizations {August 1991), www.USSC. Com. ;




Dengan pendekatan ini, pidana denda diharapkan dapat
memberikan efek pencegahan dan penghukuman, sehingga
tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dalam sistem
pemidanaan bagi korporasi.

Fisse'’ menyatakan bahwa terdapat efek yang berlebihan dari
penerapan denda yang besar terhadap korporasi, yakni memberi
pengaruh terhadap para karyawan dan pekerja besefis keluarga
mereka, di mana mereka akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena

itu terdapat suaty kebutuhan untuk mengembangkan sanksi alternatif

bagi korporasi.

°,
L

Sanksi publikasi (Publicity Sanction)

Jumlah dana yang besar yang dikeluarkan korporasi guna untuk
mengikiankan produk mereka mempertihatkan bahwa image korporasi
merupakan suatu komoditag yang penting bagi korporasi. Menurut
Fisse™ banyak korporas yang menghindari stigma karena adarnya
tuntutan pidana dan putusan pidana yang diikuti dengan pembaritaan
di media massa. Hal fersebyt dapat menjadikan sanksi publikasi ini

efektif untuk tujuan pencegahan.

il Fisse, *Sanctions Against Corporations: Economic Efficiency or Legal Efficacy?’ (Transnational

Corporations Research Project, University of Sydney, 1986) pp 15-18.

B Fisse, “The Use of Publicity as a Criminal Sanction Against Business Corporations’ (1971) 8

MULR 107




140

Pengumuman keputusan hakim ditujukan terutama untuk
menghilangkan gengsi korperasi. Terdapat pernyataan bahwa banyak
korporasi yang sensitif dengan prestise mereka dan menganggap hal
itu  [ebih penting daripada keuntungan perusahaan, dan risiko
kehilangan martabat memainkan peranan penting dalam menentukan
kebijakan korporasi.

Menurut Pamela Gilbert '*° | dengan adanya ancaman sanksi
berupa penguinuman Keputusan hakim lebih memberikan efek
pencegahan daripada sanksi yang bersifat finansial. Sebagai contoh
dalam Kasus U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) v.
Black & Decker Corp, pihak Black & Decker Corp. lebih kooperatif
dengan US CPSP dan segera melakukan tindakan perbaikan dalam
rangka menghindari ancaman sanksi publikasi negatif.

Menurut Clough ', sanksi publisitas yang dikeluarkan secara
formal oleh pengadilan didesain untuk memberikan efek hukuman
(punitive impact) bagi korporasi. Efek penghukuman sanksi publikasi
negatif ini lebih daripada efek pemberian pidana denda, karena
mengakibatkan kerugién finansial yang besar terhadap korporasi.
Selain memberikan efek yang bersifat finansial menurut Clough,

sanksi publikasi ini juga memberikan efek negatif terhadap prestise

" Pamela Gilbert dalam Darlene R. Wong, Stisma_: A More Efficient Alternative To Fines In

Deterring Corporate Misconduct, “3 CAL. CRIM. L. REY. 3, 2000, p.8.

* Clough, Op.Cit, p.12.
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|

|

i

|
korporasi dan kedudukan Korporasi difingkungan dunia usaha. Hal inj
lebih menjadi perhatian bagi korporasi, karena prestise korporasi

merupakan suatit hal yéng sangat dijaga oleh pejabat senior korporasi.

Rasa malu yang secara umum ditimbulkan oleh publisitas‘yang
negatif, oleh karena ity menghukum korporasi yang bersalah dan

mencegahnya untuk mengutangi kembali kesalahannya. Meskipun

tindakan publisitgs ini tidak dapat menjamin adanya perubahan dari
kebijakan korpor‘asi yang menyebabkan terjadinya  tindak pidana,
sanksi ini dapat Liigunakan untuk menempatkan tekanan masyarakat
terhadap korporasi untuk melakukan perubahan terbadap kebijakan

mereka. Namun| demikian apabila sanksi inj digunakan secara

serampangan atau ftidak tepat gung, dapat menyebabkan masyarakat
dapat merasa bosan dengan adanya daftar yang panjang dari iklan
yang mengumumkan putusan  hakim tersebut, vyarng dapat

menyebabkan hilangnya efek pencegahan dari tindakan publisitas ini.

Pidana pengawasan {Corporate probation)

Menurut Ginter Heine ™' pidana pengawasan merupakan

sanksi yang bertujuan untuk membina korporasi, mencegah
\

| .
pengulangan terjadinya tindak pidana serta menghindari kerugian

finansial korporasi.

"1 Ginter Heine, Op.Cit p.15.




Senada dengan yang dinyatakan oleh Heine, menurut
Clough'? pidana pengawasan, merupakan sanksi yang digunakan
untuk mendorong perubahan dari pelaku tindak pidana dan untuk
menghindarkan adanya pengulangan tindak pidana. Menurut Daniel
C. Préfontaine '**, karena sifat pidana pengawasan yang rehabilitatif,
maka dapat digunakan untuk mengganti sanksi yang bersifat punitif.

Harding " menyatakan terdapat beberapa keunfungan dari
Penerapan pidana pengawasan  untuk kKorporasi, yakni pidana
pengawasan lebih bersifat internal untuk melakukan perbaikan dalam
korporasi, tanpa menghancurkan kondisi finansial dari korporasi.
Selain itu menurut Harding, korporasi dapat diminta melaporkan
perkembangan korporasi  dibawah pengawasan sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan Korporasi terhadap hukum.

Demikian juga dalam diskusi yang dilakukan oleh Australian
Law Reform Commission 1% dinyatakan keuntungan dari penjatuhan
pidana pengawasan bégi korporasi adalah ]jidan'a pengawasan lebih
fleksibe! dan adaptif ferhadap berbagai jenis tindak pidana dan

berbagai jenis korperasi. Pidana pengawasan lebih membawa

"2 Clough, Op.Cit, p.15.

" Daniet C. Préfontaine , Effective Criminal Sanctions Against Corporate Entities: Canada,
Www.iuscﬁm.mpg.de/verlag, p.d
# Harding, Criminal Liability of orporations -United Kingdom. in- de Doclder/Tiedemann (eds,

Friminal Liability of Corporations, The Hague 1996, p. 381
a5

Australian Law Reform Commission, Compliance with the Trade Practices Act 1974, Discussion
Paper n0.56, 1993 at 69-70.




perubahan secara internal organisatoris, oleh karena ity dapat
menciptakan  akuntabilitas individu yang ada pada korporasi
disebabkan perubahan struktural  korporasi  berkaitan dengan
pertanggungjawaban individu yang ada pada korporasi. Selain ity
pidana pengawasan memainkan peranan yang penting dalam rangka
meningkatkan kewaspadaan Masyarakat terhadap kejahatan
korporasi. Selanjutnya  dikemukakan bahwa, kerugian dalam
penjatuhan pidana pengawasan adalah biaya yang tinggi seria
diperlukan kemampuan untuk terlibat dalam operasional korporasi.
Sebagaimana individy yang ditempatkan dalam pengawasan,
pengawasan terhadap korporasi menangguhkan pembebanan sanks
pidana yang lebih serius dengan menggantungkan korporasi untuk
memenuhi beberapa Syarat. Sebagai contoh, pengadilan dapat
menunjuk pejabat Pengawas, yang dibiaysi oleh KGrporasi, untuk
memonitor kegiatan korporasi daiam jangka waktu tertentu, untuk
memastikan bahwa kbrporasi telah  mematuhi  hukum. Dalam
menjatuhkan pidana pengawasan periu juga ditentukan sanksi apa
yang akan dijatuhkan jika terjadi pelanggaran terhadap pidana

pengawasan ini,
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+ Pidana Kerja Sosial (cémmunity service orders)

Menurut Fisse ™*® Sebagaimana individu yang dihukum untuk
melakukan kerja sosial, korporasi dapat diperintahkan untuk
melakukan proyek yang berguna bagi masyarakat | yang melibatkan
waktu, tenaga dan keahlian mereks. Sebagai contoh, sebuah
korporasi  yang melakukan kelalaian dalam membuat dan
mendistribusikan obat yang menyebabkan cacat pada kelahiran dapat
diperintahkan untuk menyediakan fasilitas untuk membantu korban
axibat perbuatan korporasi tersebut, misalnya membanty pembuatan
kaki palsu atau lengan palsu.

Lebih lanjut lagi Brent Fisse 7 menyebutkan ada dua masalah
potensial dalam penggunaan pidana kerja sosial bagi korporasi. Yang
pertama adalah terdapat kesempatan bagi pejabat pengadilan untuk
menyertakan korporasi dalam acara-acara amal. Namun demikian hal
int harus ditujukan sebagai kerja sosial yang ada hubungannya
dengan tindak pidana yang telah dilakukan sehingga tujuan rehabilitasi
dapat dicapai. Permasalahan yang kedua adalah adanya
kemungkinan bahwa korporasi dapat melakukan kecurangan dalam
kerja sosial yang dilakukannya, misainya merendahkan kualitas

pekerjaannya atau memotong waktu kerjanya dan sebagainya. Fisse

147

“5 B Fisse, “Sentencing Options Against Corporations" (1990) | Criminal Law Forum 211 at 243,
Loc.Cit.
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menyarankan untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan

jalan menyediakan penjagaan tertenty seperti pengadilan menunjuk

pejabat untuk mengawasi korporasi, Fisse ™ juga menyatakan

hahwa, pidana kerjia sosial seharusnya tidak ditujukan pada individy
pribadi dalam korporasi, tetapi lebih ditujukan pada korparasi itu
seﬁdki

Menurut James Gobert ™ pidana kerja sosial merupakan
suatu  bentuk pertobatan, Dengan memberikan layanan pada
masyarakat, pelaku tindak pidana membayar kerugian yang telah
diderita masyarakat akibat perbuatannya. Dalam konteks korporasi,
pidana kerja sosial memberikan kesempatan bagi korporasi untuk
memperbaiki akibat perilakunya. Oleh karena korporasi tidak bisa
dipenjara,gmaka pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif
sanksi bagi korporasi. Selain ity menurut Gobert ', pidana kerja
sosial dapat menjadi alternatif yang baik, jika korporasi tidak dapat
membayar denda yang tinggi.

Gobert’™  mengemukakan  bahwa, Pengadilan  harus
memutuskan bahwa pihak manajemen dari korporasi yang terlibat

dalam kerja sosial. Pihak eksekutif korporasi sepatutnya tidak boleh

' Fisse,. "Community Service as a Sanction_against Corporations" (1981) Wisconsin Law Keview
970. '

'* James Gobert ,Controlling Corporate Criminality: Penal Sanctions and Bevond , First Published in
Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackstone Press Ltd, 1998, p.7

? Lac.Cit,

* Loc.Cit.
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melimpahkan tanggung jawab perusahaan pada karyawan. Eksekutif
korporasi, dengan latar belakang pendidikan dan kecakapannya tentu
akan menunjang keberhasilan dari proyek sésiaf yang dibebankan
pada korporasi. |

Sanksi yéng berofientasi pada pembatasan kemerdekaan
korporasi

Menurut Gobert ' | suaty sistem pemidanaan yang rasional
setidak-tidaknya mempunyai saty iujuan qntuk rﬁencegah terjadinya
kejahatan di masa mendatang, hal ini dikemukakan sebagai berikut :

‘A rational sentencing regime should have as one of its objectives

the prevention of future crimes” '

Sebagaimana pembatasan kemerdekaan terhadap individu,
sanksi pembatasan terhadap kemerdekaan Korporasi  dapat
merupakan suatu alternatif sanks; bagi Roiporasi. Sarnksi ini diteraipkan
dengan membuat larangan bagi korporasi untuk melakukan
perbuatan/aktivitas yang menurut penilaian - pengadilaﬁ dapat
menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya tindak pidana.

Menurut Heine '° jenis sanksi ini semacam pemenjaraan
terhadap korporasi, di mana dapat berupa penémpatan korporasi di

bawah pengampuan, penyitaan terhadap aset-aset yvang dimiliki

152

Ibid, p. 12.

' Heine, Op.Cit , p.12.
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korporasi, maupun pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan tertenty
dari korporasi. U.S. Federal Supreme Court ' herpendapat bahwa
pidana denda hanya akan dianggap sebagai biaya dalam melakukan
bisnis dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh
korporasi,. oleh karena ity dengan melakukan semacam “Corporate
imprisonment”, akan mencegah korporasi untuk melakukan tindak
pidana. Hal ini dikemukakan sebagai berikut : N

"Corporate imprisonment, in contrast, prevents the cost-benefit

analysis from economically justifying price-fixing. The corporate

decision-makers would know that, if caught, the corporation would
lose more than they coutd gaii.

Menurut Gobert ', masa pembatasan kemerdekaan terhadap
korporasi ini dapat disamakan dengan ancaman pidana penjara yang
diancamkan. |

Jenis pembatasan terhadap kemcidekaan KOrporasi antara lain
adalah mengeluarkan atay mendiskualifikasikan terpidanafikorporasi
dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atay subsidi-
subsidi.

Dalam kasus US v Allegheny Bottling Co, Hakim Doumar

mengemukakan pandangannya bahwa suatu korporasi  dapat

. “dipenjara” dalam artian tertentu sebagai berikut ;

% Loc. Cit
*** Gobert, Op,Cit, p. 13
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‘The key to corporate imprisonment is this: imprisonment simply
means restraint.” Consequently, ‘since imprisocnment of a
corporation does not nhecessarily involve incarceration, there is no
reason to continue the assumption, which has lingered in the
legal system unexamined and without support, that a corporation
cannot be imprisoned....Corporate imprisonment requires only
that the Court restrain or immobilize the corporation.’

Menurut Gobert "> upaya pengendalian terakhir bagi korporasi
melakukan likuidasi atau pembubaran korporasi, meskipun demikian,
karena bobot dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak
sama atau bervariasi, sepatutnya pembubaran atau likuidasi Korporasi
dilakukan jika peritakg korporasi teiah meiampaui batas.

Permasalahan yang terjadi dengan dibubarkannya suatu
korporasi menurut Gobert adalah dapat mengakibatkan efek negatif
terhadap pekeria karena mereka akan kehilangan pekerjaannya.
Sehingga sanksi ini merupakan pilihan terakhir yang hanya dijatuhkan
pada kondisi tertentu.

Menurut Heine ', dasar dari jenis sanksi yang berat seperti
pembubaran korparasi adalah perlindungan masyarakat. Pembubaran
korporasi merupakan suatu sariksi yang bersifat eksepsionai yang
ditujukan untuk melindungi masyarakat dari korporasi yang bersifat

kriminal. Korporasi yang mengakibatkan bahaya besar terhadap

masyarakat, atau korporasi yang gagal mencegah Kkerugian seius

156
157

Loc Cit
Heine, Op.Cit , pi2
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terhadap masyarakat. Demikian juga terhadap korporasi yang memiliki
Catatan, bahwa mereka lari dari tanggungjawab yang diberikan atas
tindakan yang dilakukan korporasi.
Sanksi yang berorientasi pada rehabilitasi dan perbaikan

Dari jenis sanksi yang ada terhadap korporasi, terdapat suatu
alternatif dari sanksi yang bersifat membatasi kemerdekaan korporasi
daiam rangka memberikan perfindungan kepada masyarakat, Alternatif
tersebut adalah melakukan rehabilitasi dan perbaikan terhadap
korporasi.

Menurut pandangan Tigar ' | melakukan rehabilitasi dan
reformasi  terhadap korporasi lebih mudah dilakukan  daripada
melakukan rehablhtaSI terhadap orang. Tujuan penjatuhan sanksi ini
adalah melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan praktek korporasi
yang menimbulkan terjadinya tindak pidana. Hai ini dapat dijadikan
sebagai syarat dari pidana pengawasan, kecuali korporasi dapat
menunjukkan bahwa ia telah melakukan langkah untuk mencegah
terjacinya tindak pidana.

Senada dengan pendapat Tigar dj atas, Menurut Gobert 5
merupakan suatu hal yang krusial di mana tindakarn rehabilitasi dan

perbaikan ini secara otomatis dijatuhkan pada korporasi, kecualii

Tigar, M. (1990 "It Does the Crime Byt Not the Time: Lorporate Criminal Liability in Federal
Law" 17 , American Journal of Criminal Law 211,
1592

Gobeit, Qp.Cit, p.13.




150

Korporasi tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki
akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Gobert menyatakan,
bahwa tujuan dari tindakan rehabilitasi terhadap korporasi adalah
melakukan perbaikan terhadap kebijakan korporasi dan praktek yang
menimbuikan tindakA pidana.

Menurut Fisse', sebelum pidana dijatuhkan, bagaimanapun
juga korporasi harus diberi kesempatan untuk mengajukan proposal
guna melakukan perbaikan akibat tindak pidana yang d terjadi.

Menurut Gobert , jangkauan dari perintah rehabilitasi ini adalah
disyaratkannya perubahan terhadap kebijakan korporasi, pergantian, |
individu yang terkait dengan tindak pidana dan mengembangkan sistem
pengawasan-internal korporasi,

< Pembayaran ganti rugi dan kompensasi
Jenis sanksi ini merupakan sanksi yang tepat untuk diterapkan
bagi korporasi, karena ditujukan kepada korban, sehingga diharapkan
tujuan pemidanaan dapat terpenuhi. Jika pidana denda hanya
berorinetasi pada pelakunya, maka jenis pidana pembayaran ganti rugi
atau kompensasi lebih berorientasi pada korban, sehingga layak untuk

dijadikan sebagai pidana pokok bagi korporasi.

160 g Fisse,, and J Braithwaite., The Allocation of Responsibility for Corporate Crime -

individualism, Collectivism and Accountability, 11 Sydney Law Review 468,
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Sebagai tambahan, karena beberapa daerah di Indonesia
juga terdapat ketentuan hukum adat, dalam Konsep KUHP 2000
dimungkinkan adanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban
adat bagi korporasi. Menurut penulis, hal ini merupakan suaty hal yang
penting karena sesual dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep
KUHP 2000, yaity menyelesaikan konfiik yang ditimbuilkan olen tindak
pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat,
Dari berbagai jenis sanksi yang diuraikan di atas, maka

sSusunan  sanksi pidana bagi korporasi bisa dirumuskan sebagai

berikut -

Pidana Pokok :

1) Pembubaraanenutupan Usaha korporasi secara permanen.
2) Larangan kegiatan korporasi pada jangka wakiu tertent
3) Pidana Pengawasan |
4} Pidana Denda
5) Pidana Kerja Sosia!
6) Pembayaran Ganti Rugi’Kompensasi
Pidana fambahan :

1) penempatan korporasi di bawah pengampuan dalam jangka

waktu tertentu:




2)

3)

4)

5)
6)

)

8)

9)
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larangan  melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat
menyebabkan berlanjutnya atay terulangnya kejahatan itu;
perampasan harta kekayaan (property/asset) dan hasil
kejahatan dengan memberikan perlindungan hak-hak pihak
ketiga yang bonafid;

mengeluarkan  atay mendiskualifikasikait terpidana/korporasi
dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-
subsidi;

memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi
petugas dari jabatannya;

memerintahkan terpidana/ korporasi melakukan perbuatan
untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana;

mengharuskan terpidana mematuhi Syarat-syarat / kondisi yang
ditetapkan pengadilan  untuk menjamin  perbuatan  baik
terpidana dan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi
perbuatannya;

Pengumuman keputusan hakim.

Pemenuhan kewajiban adat.
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b. Pola berat ringannya pidana bagi korporasi

Dalam peraturan perundang-undangan - di Indonesia, secara
umum pidana bagi korpbrasi adalah pidana denda yang diperberat 1/3
dari pidana untuk individy. Namun demikian besarnya pidana denda
bagi korporasi sangat bervariasi dalam berbagai peraturan
perundangan. Oleh karena itu sistem kategorisasi denda yang
dirumuskan dalam Konsep KUHP untuk individy dapat juga diambil
untuk korporasi.

Dalam Federal Sentencing Guideline Manual 2003 yang
dirumuskan oleh {/SSC, penentuan besar kecilnya denda ditentukan
secara terperinci. Untuk korporasi yang memang didirikgn dengan
tyuan utama untuk melakukan- kejahatan (Criminal  Purpose
Organizations), besarnya denda dijatuhkan secara maksimal, sehingga
Korporasi melepaskan segata asetnya. Sedangkan untuk korporasi
yang ftidak termasuk “Crimina/ Purpose Organizations®, USSC
meneniukan berat ringannya denda dengan sistem kategorisasi.
Dalam Federal Sentencing Guideline Manual 2003 tersebut
dirumuskan kategori berat ringanya tindak pidana (Offense Level) dan
denda yang dijatuhkan. Selain itu denda juga dapat dilipatgandakan
(multiplier}) berdasarkan Culpébi!ity Score (ﬁngkat kesalahan),

Culpability Score ditentukan berdasarkan hal-ha sebagai berikut :
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1) Involvement in or Tolerance of Criminal Activity (keterlibatan
dengan tindak pidana atau toleransi terhadap tindak pidana)

2) Prior History {riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan)

3) Violation of an Order (pelanggaran terhadap perintah pengadilan)

4) Obstruction of Justice {(menghalang-halangi proses peradilan)

8) Effective Program to Prevent and Detect Violations of Law
(menjalankan  program yang efeklif untuk mencegah dan
mendeteksi adanya pelanggaran terhadap bundang-undang)

6) Self-Reporting, Cooperation, . and Acceptance of Respaonsibility
(adanya laporan secara pribadi, kerjasama dan penerimaan
pertanggungjawaban). '

Dalam Swiss Criminai Code Tanun 2003 yang “baru saja
menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi (1 Oktober 2003),
masalah penentuan besar kecilnya pidana denda ditentukan
berdasarkan bobot dari tindak pidana, besarnya kerugian yang
ditimbulkan serta kemampuan ekonomi dari korporasi tersebut.

Menurut Gunter Heine %2 jumlah besarnya denda dapat juga
ditentukan dengan memperhitungkan kelipatan jumiah denda yang
diberikan kepada individu, yang disebut olehnya sebagai Totalisator .
Sebagai contoh menurut Heine i Francis totaiisaioinya adalan 5 kaii,
menurut Draft Hessig totalisatornya sebesar 10 kali dan di Lithuania
totalisatornya adalah 100 kaii jumiah denda untuk individu. Model
seperii ini patut juga dipertimbangkan sebagai acuan rancangan untuk

pencrapan pidana denda bagi korporasi.

161

Schellenbergwittmer, Criminal Liability of L.egal Entities www.swiegal ch, November 2003,
* Ginter Heine,  Sapctions  in_ the  Field of  Corporale _ Criminal __Liability
www.iuscrim.mpg.de/verlag, p. 6,
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¢. Pola Perumusan sanksij pidana bagi korporasi

Dalam pembaharuan hukum pidana, salah satu yang patut
untuk dipertimbangkan adalah mengenai perumusan pidana secara
Kumulatif. Kebijakan perumusan pidana secara kumulatif seperti
halnya perumusan tunggal, setidaknya rnempurnyai 2 {dua) kelemahan
yang menonjol. -

Pertama, terietak pada sifat perumusan secara kumulatif yang

Sangat kaku. Dengan perumusan seperti ini, seolah-olah tidak

memberikan kesempatan bagi hakim untuk menentukan jenis pidana

yang paling sesuai untuk terdakwa Apabila dilihat dari sudut
penetapan jenis pidana, perumusan pidana secara kumulatif
merupakan definite  sentence. Hal ini  mengakibatkan hakim
dihadabkan pada suatu sistem yang yaing sangat mekanis, dan
seolah-olah dihadapkan pada suatu jenis yang mau tidak mau secara
otomatis harus menjatuhkan pidana secara kumulatif sckaligus.

Kédua, terletak pada batasan atay ukuran yang dipergunakan.
Dalam sistem perumusan yang_bérsifat kumulatif tersebut, sulit untuk
menentukan ukuran yang rasional mengapa suatu tindak pidana harus
diancam secara kumulatif sekaligus, sementara yang lainnya tidak.

Dengan adanya kelemahan dalam perumusan pidana secara

kumulatif tersebut, sebaiknya tidak dilakukan perumusan pidana
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secara kumulatif, karena tidak mendukung kebijakan yang selektif dan
fleksibel dalam penggunaan hukum pidana. Salah satu upaya untuk
memperbaiki kelemahan tersebut adalah mereformuiasi perumusan
pidana secara kumulatif tersebut dengan perumusan yang bersifat
alternatif. Dengan perumusan secara alternatif dapat memberikan
kesempatan bagi hakim untuk memilih jenis pidana yang dicantumkan
dalam pasal yang bersangkutan. -

Dalah't mengembangkan sistem perumusan yang bersifat
alternatif hendaknya didasarkan pada dua hal Per’téma adalah
dengan perumusan secara alternatif jangan diartikaﬁ semata-mata
hakim harus memilih salah satu dari dua sanksi yang ada, tetapi hakim
tetap diberikan kesempatan untuk menjatuhkan dua jenis sanksi
sekaligus bagi korporasi.

Kedua, bahwa penggunaan sanksi pidana itu, hendaknya tetap
memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam menjatuhkan sanksi
pidana, hakim harus mempertimbangkan apabila suatu jenis sanksi
pidana telah sesuai dan dapat menunjang tujuan pemidanaan bagi
korporasi, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tersebut

sesuai dengan kondisi dan keadaan korporasi.
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'B.4.2.Usu!an untuk aturan pemidanaan dalam rangka pembaharuan

hukum pidana Indonesia
Masalah aturan pemidanaan bagi korporasi yang perlu diatur dalam

rangka pembaharuan hukum pidana terdiri dari hal-hal sebagai

berikut :

- Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak
pidana; . *

- Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan;

— Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan;

— Penzntuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan-;

— Penerapan pidana minimal khusus:

— Penentuan apabila suaty Jenis sanksi pidana tidak ditaksanakan

oleh korporasi.

a. Penentuan kapan korporaéi dikatakan telah melakukan tindak
pidana

Untuk menentukan bahwa Kapan korporasi melakukai tiridak

pidana, ada baiknya menurut penulis digunakan 3 (tiga) doktrin

pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni:
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(1) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung  (Direct
Liability Doctrine);

(2) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti  (Vicarious
Liability);dan

(3) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut

Undang-undang (Strict Liability)

Ad.(1) Pendekatan dokirin yang pertama, menunjukkan bahwa

korporasi dikatakan melakukan tindak pidana apabila pejabat
senior dalam korporasi mempunyai kebijakan yang relevan
dengan ruang lingkup usaha dari korporasi yang menyebabkan
terjadinya suatu delik. Pendekatan ini menggunakan doktrin
Identifikasi  (The Identification Dactrine). Pendekatan ini
dipertukan  dalam perumusan,  untuk menghindarkan
pengelakan pejabat senior dalam korporasi yang menyatakan
bahwa bukan dia yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi
pegawai dibawahnya.

Pengertian pejabat senior menurut Barda Nawawi
Arief'®® pada umumnya adalah orang yang mengendalikan
perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Secara

umum menurut befiav pengendaii perusahaan adalah “parg

direktur dan manajer”.

' Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 234
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Menurut USSC ™ dalam Federal Sentencing Guidlines
2003 dinyatakan bahwa pejabat senior adalah sebagai berikut

"High-level parsonnel of the organization” means
individuals who have substantial control over the
organization or who have a substantial role in the making
of policy within the organization. The term ickides: a
director; an executive officer; an individual in charge of a
major business or functional unit of the organization,
such as sales, administration, or finance; and an
individual with a substantial ownership interest;

Dalam Draft Criminal Code yang dipe_rlihatkan oleh
Russel Heaton "5, digunakan jstilah Controlling Officer sebagai

berikut :

“Controling officer of a corporation means a person
participating controf of the corporation in the capacity of a
director, manager, secretary or other similar officer”

Dari istilah tersebdt diatas baik, pejabat senior, © icih-

level personnel of the _organization” maupun “Controlling

Officer”, agar terdapat keseragaman ada baiknya digunakan.

istilah  pengurus korporasi, karena pengurus  korporasi
mempunyai fungsi pengendalian atau kontrol terhadap perilaku
korporasi.

Tujuan  penerapan  doktrin pertanggungjawaban  pidana
fangsung ini  adalah untuk menjaring perbuatan atau kebijakan

péngurus Korporasi yang menyebabkan timbuinya tindak

** USSC, Federal Sentencing Guidtines 2003, www.USSC.com

"% Russel Heaton, Vicarious and Corporate Liability, Criminal Law,1998, p.419.
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pidana, yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha dari
Korporasi tersebut.

Ad.(2) Pendekatan yang kedua, menunjukkan adanya
pertanggungjawaban pidana pengganti dari korporasi, akibat
dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam
‘hubungan kerja” dengan korporasi, seperti buruh atay

karyawan, atau akibat dari orang-orang yang dalam‘“hubungan

lain"16® dengan  Korporasi misalnya orang yang menjadi
distributor dari produk-produk yang dihasitkan Korporasi.
Ménurut Barda Nawawi Arief "  goktrin “Vicarious
'l.iabilfty‘ ini bertolak dari doktrin ‘respondeat superior’ di mana
terdapat adagium sebagai berikut
‘a master is liable in centain cases for the wrongful acts of
his servant and a principal for those of his agent”
Lebih lanjut lagi menurut Barda Nawawi Arief "% dokirin
pertanggungjawéban pidana pengganti juga didasarkan pada
‘employment principle”. di mana menurut beliau majikan adalah

penanggungjawab utama dari perbuatan buruh/karyawan; Jadi

perbuatan karyawan secara hukum adalah perbuatan majikan.

16 Roeslan Saleh rilenyatakan selain hubungan kerja Jjuga terdapat bentuk “hubungan lain” dengan

korporasi, seperti orang yang mewakili PT dalam penjualan barang-barangnya yang hanya
mendapatkan komisi (comissie ages),

Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 236.

%% Ibid, hat, 237,

167
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Selain itu “vicarious fliability” juga bisa didasarkan pada “the
delegation principle” di mana menurut beliau “a guilty mind” dari
buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada
pendelegasian kewenangan dan kewajiban vyang relevan
menurut undang-undang.

Menurut Eli Lederman'® doktrin vicarious liability ini
merupakan perluasan batasan pertanggungjawaban pidana dari
majikan kepada karyawan korporasi maupun kepada para agen
sebagai berikut :

“Originally, this mcdel was copied fo the realm of penal

law in order to expand the boundaries of criminal liability

and fo enable its imposition, under defined conditions, on

a principal or an employer for the deeds of an agent or

employee.,

Tujuan penerapan dokirin pertanggungjawaban pidana
pengganti ini adalah  untuk menjaring perbuatan
karyawan/buruh ~ maupun agen dari  korporasi yang
menyebabkan timbulnya tindak pidana, yang berkaitan dengan
ruang lingkup usaha dari korporasi tersebui sebagai perbuatan

korporasi.

Ad.(3) Pendekatan yang k'etiga, menunjukkan bahwa  korporasi

melakukan tindak pidana semata-mata berdasarkan undang-

" Bli Lederman, Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation

Toward Aggregation and the Search for Self-Identity , Buffalo Criminal Law Review Vo), 4 2000,




undang melarangnya. Menurut Barda Nawawi Arief "7 dengan
pendekatan ini korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika
melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisifsituasi
tertentu yang ditentukan oieh undang—undang. Hal ini dikenal
dengan istitah “Companies offence’, “situational offence”, “strict
liability offence”. Sebagai contoh adalah korporasi yang
menjalankan usazhanya tanpa izin, korporasi pemeggang izin
yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan
dalam izin itu, korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang
tidak diasuransikan di jalan umum, dan sebagainya.

Tujuan penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana
secara ketat ini adalah untuk memudahkan dalam pembu‘ktian
perkara tindak p@dana yang dilakukan korporasi pada delik-detik
tertentu.

Dengan tiga pendekatan ini maka dapat dirumuskan
mengenai kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana
sebagai berikut :

‘Korporasi me[akukan tindak pidana apabila”

(1) Tindak pidana dilakukan oleh pencurus korporasi, dalam
ruang lingkup usaha korporasi.

(2) Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang baik
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

hubungan lain bertindak dalam lingkungan Korporasi,
tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-

170

Ihid, hal. 236,
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masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atay
bersama-sama.

(3) Tindak pidana dilakukan semata-mata karena korporasi
telah melanggar peraturan perundang-undangan.

b. Penentuan kapan korporasi danat dipertangaungiawabkan

Suatu korporasi, mempunyai anggaran dasar atau ketentuan
yang berlaku bagi kKorporasi di mana di dalamnya ferdapat
penentuan mengenai ruang lirgkup usaha dari korporas; tersebut,
Hal ini membawa konsekuehsi, jika tindak pidéna yang dilakukan
oleh individu dalam korporasi tidak berkaitan dengas ruang Sngkup.
usaha dari  korporasi, maka korporési tidak  dapat
dipéﬂanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut.

Dalam Konsep KUHP 2000 hal tersebut dirumuskan sebagai
berikut :

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawatkan secara pidana
terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus
yang mengatasnamakan Korporasi, apabila perbuatan tersebut
dilakukan melalui kegiatan yang fidak termasuk dalam lingkup
usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atay
ketentuan lain yang berlaky bagi korporasi yang bersangkutan”.
Dengan  demikian korporasi dipertangaungjawabkan
sebatas perbuatan yang ditakukan untuk dan atas nama Korporasi
tersebut dilakukan melalui kegiatan yang termasuk dalam tingkup
usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atay

ketentuan lain yang berlaky bagi korporasi yang bersangkutan.
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¢. Penentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan

Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan
beranjak dari dokirin Identifikasi (The Identification Doctrine).
Dalam hal ini pengurus yang dipertanggungjawabkan dalam
korporasi adalah penguius yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam korporasi . Pengurus yang demikian mempunyai fungsi
. kontrol atau pengendalian terhadap kebijakan:perusahaan.

Menurut Schaffmeister'™, dalam teori “jzerdraad-formuje”
(formula kawat besi) pengurus korporasi bertanggung lawab jika :

- pengurus ity mempunyai kekuasaan untuk menentukan
apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan

- perbuatan ity harus merupakan bagian dari perbuatan-
perbuatan yang menuiut xenyataan diterima atau lazimnya
diterima.

Tindak pidana yang dilakukan cleh kerporasi cenderung
terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang dia_rhbil oleh pengurus
korporasi yang mempunyai fungsi kontrol tersebut. Qleh karena ity
dalam perumusannya pengurus korﬁorasi mempunyai
pertanggungjawaban  pidana apabila mempunyai  kedudukan

fungsional dalam korporasi.

W p, Schafimeister, Op.Cit, hal 446,
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d. Penentuan siapa yang dapat dipeﬂanggunéjawabkan;

Dalam menentukan siapa yang dipedénggungjawabkan jika
tindak pidana dilakukan oleh atau untuk atas nama korporasi
terdapat 3 (tiga) modal pertanggungjawaban. Pertama, yang
dipertanggungjawabkan adalah pengurus kofporasi saja. Kedua,
yang dipertanggungjawabiaii adaiah | orporasihya saja, dan ketiga,
yang dipertanggungjawabkan adalah korporasi dan ataw pengurus
korporasi,

Pada saat ini model ketigalah yang banyak diadopsi dalam
menyusun peraturan yang memuat sanksi pxdana bagi korporasi.
Hal ini ditujukan agar pemidanaan terhadap korporasi dapat
memiliki efek pencegahan vang efektif, karena dilakukan secara

komprehensif meliputi korporasi dan pengurusnya.

. Penerapan pidana mitiimal khusus

Dengan adanya pemberlakuan sanksi minimal khusus dalam
peraturan perundang-undangan, maka masalah pemberatan dan
peringanan apabila tindak pidana dilakukan daiam kondisi tertentu,
atau jika terdapat masalah percobaan, concursus, recidive serta

alasan pemberatan atay peringanan lainnya patut dikaitkan dalam

penerapan sanksi minimal khusus ini.
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Dalam praktek perundang-undangan y;ang ada selama ini,
untuk pemberatan dan peringanan di!akukan dengan jalan
mengurangi atau memperberat 1/3 dari hukunjan yang ditetapkan.
Oleh karena itu ‘terhadap peraturan pidana yang mengandung
sanksi pidana minimal khusus juga selag}aknya diberlakukan
peringanan ataupun pemberatan secara 1/3 pula, sehingga tidak
membawa permasalahan bagi hakim dalam %menentukan pidana
yang akan dijatuhkan. |
Namun demikian dalam un_déng-undang tertehtu, misalnya tindak
pidana korupsi, dikatakan untuk percobaan diancam dengan
pidana yang sama jika tindak pidana selesai ldilakukan, sehingga
penerapan peringanan secara 1/3 ini tidék diterapkan jika

ditetapkan lain oleh undang-undang.

Penentuan apabila suatu jenis sanké.i pidana tidak
dilaksanakan oleh korporasi.

Apabila suatu sanksi tidak dilaksanakan oleh korporasi
tentunya harus dicari alternatif pengyarnii ya'ng‘ paiing tepat untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebagai contoh, dalam hal suaty korporasi dijatuhi pidana
denda, dan korporasi tersebut tidak membayar denda tersebut,

tentunya tidak bisa dipersamakan seperti aturan umum dalam
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KUHP dimana denda diganti dengan kurungan pengganti. Suatu
contoh yang dapat dijadikan model adalah seperti aturan mengenai
pidana pernbayaran uang pengganti pada tindak pidana korporasi,
dimana apabila pidana tersebut tidak dibaya‘r maka dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita dan diletang utk menutupi uang
pengganti tersebut, .

Aturan yang demikian dapat saja digunakan apabila pidana

denda tidak dibayar oleh korporasi, karena selama ini balum ada
aturan pemidanaan bagi korporasi yang tidak membayar pidana
denda sebagaimana jka individu tidak membayar denda akan
dikenakan kurungan pengganti,
Demikian juga apatila jenis sanksi pidana lain yang tigak dipatuhi
oleh korporasi, maka hakim dapat memerintahkan korporasi untuk
dikenai sanksi lain | misainya apabila pidana kerja sosial tidak
dilakukan oleh Korporasi, maka ROfporasi dilarang melakukan
kegiatan dalam jangka waktu tertentus.

Dalam menentukan sanksi pidjana pengganti bagi
korporasi yang tidak melaksanakan suatu jenis sanksi pidana yang
dijatuhkan kepadanya,' suatu hal yang harus diperhatikan adalah
sankéi pidana pengganti tersebut harus disesuai dengan tujuan

pemidanaan.
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BAB Iv
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari  hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua)
permasalahan pokok yang diajukan dalam tesis ini, diperoleh kesimputan
sebagai berikut : | -

1. Pola pemidanaan dan kebijakan formuiasi aturan pemidanaan
bagi korporasi dalam peraturan perundanga‘n ¥ang ada di

Indonesia selama ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimputkan bahwa belum
ada pola pemidanaan bagi korporasi dalam peraturan perundang-
undangan selama ini. Hai ini dapat dihat dari Keanekaragaman
perumusan jenis sanksi bagi korporasi, berat ringannya pidana bagi

korporasi serta perumusan sanksi bagi korporasi.

Dengan adanya keanekaragaman dalam produk peraturan
perundangan yang mengandung sanksi pidana bagi korporasi, dapat
mengakibatkan kerancuan atau ketidak konsistenan dalam pengaturan

masalah pidana dan pemidanaan bag KOpOrasi.




2. Pola pemidanaan dan kebijakan formulasi aturan pemidanaan
bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam rangka

pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana indonesia, pihak
legisiatif memasukkan pertanggungjawaban pidana kor porasi ke dalam
Rancangan (Konsep) KUHP. Namun demikian, kebijakan tersebut
memerlukan adanya suatu pola pémidanaén dan aturan ‘perﬁidanaan
yang dirancang khusus untuk korporasi, Karena korporasi pada

hakekatnya mempunyai  karakteristik yang berbeda dengan

orang/individu.
* Pola Pemidanaaiv

- Jenis sanksi pidana bagi korporasi, baik pidana pokok, pidaha

tambahan ataupun tindakan

Untuk mencegah korporasi melakukan tindak pidana
diperlukan pola jenis sankéi bagi korporasi bérdasarkan duz jenis
pendekatan model perilaku korporasi, vakni model ekonomi neo-
Klasik (the neo-classical economic model) dan mode! reformasi
perilaku atau strukturai (the behaviouraf | or structural reform model),
Ber-dasarkan pendekatan ekonomik, jenis sanksi bagi korporasi
bersifat finansial antara lain berupa denda, ganti rugi, penyitaan

aset, dan sebagainya, sedangkan jenis sanksi berdasarkan
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pendekatan reformasi perilaku atau struktural dapat berupa pidana

- Péngawasan, pidana kerja sosial atay alternatif sanksi pidana

lainnya. Dengan tersedianya jenis-jenis sanksi pidana bagi
kerporasi  dapat memudahkan untuk menentukan jenis sanksi
pidana vang tepat sesuai dengan bobot perbuatan vang dilakukan

korporasi, kerugian yang ditimbutkan korporasi dan kondisi

korporasi.
Berat ringannya pidana bagi korporasi.

Untuk menentukan berat ringannya pidana bagi korporasi,
yang menjadi tolok ukur adalah bobot daii tindak picana yang
dilakukan oleh korporasi, kerugiar yang ditimbutkan oleh Korporast
riwayat kriminal korporasi, adanya Upaya untuk memperbaiki
akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, serta kondisi

korporasi.
Cara perumusan sanksi pidana bagi korporasi.

Dalam  merumuskan sanksi pidana bagi korporasi
hendaknya dihindari perumusan sanksi pidana yang bersifat
tunggal atau kumulatif, kareng sifatnya sangat kaku sehingga
menimbulkan kesulitan untuk menentukan sanksi pidana yang
sesuai dengan perbuatan yang ditakukan kerporasi. Oleh karena

itu perumusan saksi pidana secara alternatif merupakan pilihan
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yang tepat karena lebih fleksibel dan eléstis untuk menentukan
sanksi pidana yang sesuai dengan bobot dari tindak pidana yang

dilakukan oleh korporasi, kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi

serta kondisi korporasi,

Aturah Pemidanaan

Penentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak
pidana;

Aturan ini perlu ditentukan untuk menjaring perbuatar
pidana yang dilakukan oleh pejabat senior korporasi, pejabat
manajerial korporasi, pekerja, agen korporasi maupun indivigu
y.;smg berhubungan dengan korporasi yang bertindak untuk siau
atas nama korporasi dalam ruang lingkup korporasi sebagai
perbuatan korporasi. Agar dapat melipuii perbuatan yang
dilakukan baik oleh pihak pengurus, manajer, pekeria ataupun
agen Korporasi, serta pada delik-delik tertentu yang sudah terlihat
korporasi melakukan tindak pidaria, maka dapat dirumuskan
sebagai berikut -

1) Tindak pidana dilakukan oleh pengurus KOrporasi,

“dalam ruang lingkup usaha korporasi,
2) Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yvang baik

berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan




hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasr
tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masmg-
masing telah melakukan tindak secara send|r1~sengj|r|
atau bersama-sama. |

3) Tindak pidana dilakukan semata-mata karena

Korporasi telah melanggar peraturan perundaﬁg—

-

undangan,

-+

enentuan kapan Korporasi dapat dipertangg'ungjawabkan'

Aturan ini ditentukan untuk  memberikan pembatasan

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh individy dalah
korporasi, yakni apablla perbuatan tersebut dilakukan untuk atau
atas nama korporas: dalam ruang lingkup usaha korporasi.
Penentuan kapan pengurus Korporasi dapat
di pertanggungjawabkan:

Aturan ini  dilakukan . untuk memberikan batasaij

pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi, di manajz

- pengurus  yang layak untuk dipertanggungjawabkan ada!alfjt

PENgUILUS  yang mempunyai  kedudukan fungsional dalam

korperasi.
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Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dalam hal suatu tindak pidana dikatakan telah dilakukan
oleh korporasi, maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah -

1. Korporasi:

2. Pengurus;

3. Korporasi dan pengurus.

Penerapan pidana minimal khusus; )

Dengan adanya’ pemberiakuan sanksi minimal khusus
dalam  peraturan perundang-undangan, maka masalah
pemberatan dan peringanan apabila tindak pidana dilakukan
dalam kondisi tertentu, aiau jika terdapat masalah percobaan,
concursus, recidive serta alasan pemberatan atau peringanan
lainnya patut dikaitkan datam penerapan sanksi minimal khusus
ini.

Pemberatan dan peringanan  ditakukan dengan jalan
mengurangi atau memperberat 1/3 dari hukuman yang ditetapkan,

kecuali ditetapkan secara khusus dalam undang—undang._

- Penentuan apabila suaty jenis sanksi pidana tidak dilaksanakan

oleh korporasi.
Apabila suatu jenis sanksi yang dijatuhkan tidak dipenuhi oleh
korporasi, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang

lain yang sesuai dengah tujuan pemidanaan. Sebagai contoh,
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apabila korporasi dijatuhi pidana denda dan korporasi tidak
membayar denda tersebut, dapat dilakukan penyitaan aset
korporasi dan dijual untuk memenuhi keWajiban korporasi yang

tidak dibayar tersebut.

B. Saran

Mencermati hasil-hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana
yang' telah dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang layaknya
mulai dipikirkan untuk ditindaklanjuti adalah |
1. Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi  dalam Konsep
KUHP memerlukan sistem pemidanaan .yang jelas dan konsisten di
dalamnya. Oleh karena itu, mengingat sifat dan karakter korporasi
yang berbeda dengan individu, periu adanya suatu pola pemidanaan
yang khusus bagi korporasi, baik cari segi jenis sanksi pidana, berat
ringannya pidana, Mmaupun cara perumusan sanksi pidana bagi
korporasi, serta aturan pemidanaan bagi korpbrasl guna melandasi
tahapan fungsionaﬁsaéi hukum pidana berikufnya, yakni kebijakan
aplikasi dan eksekusi.

2. Sistem pemidanaan bagi korporasi, idealnya disatukan atau
diintegrasikan dalam aturan umum KUHP yang baru, karena KUHP
merupakan induk hukum pidana materiil yang.menjadi acuan atau

pedoman bagi pihak legisiatif dalam membuat peraturan yang
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mengandung sanksi pidana dan merupakan pedoman dalam tahap

aplikasi dan eksekusi pemidanaan terhadap korporasi.

; m??.?ﬁrwuﬂm,w
AL MS‘«LMS{ -l
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